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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [£SA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5610);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menetapkan

dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong,.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen}fblenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeﬁ'mtahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong selaku pemegangy kekuasaan pengelolaan

barang milik Daerah.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Parigi Moutong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmﬁcat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. u

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatem Parigi Moutong selaku

pengelola barang milik Daerah.

7. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut E’engelola Barang adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukap koordinasi pengelolaan
barang milik Daerah. :

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi
pengelolaan barang milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan genggunaan barang milik
Daerah.

10.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adQJah pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor "3 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

11.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah ﬁunsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyvelenggaraan Urusan Pemerhltahan vang menjadi
kewenangan Daerah.

12.Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu ataq beberapa program.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selalpumya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya dlsmg@at BLUD adalah satuan
kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuag perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk jmembenkan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam rneldkukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. :

15.Barang Milik Dacrah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang vang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dariiperolehan lainnya yang
sah.

16.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtgnganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasa;ﬁ dan pengendalian.

17.Kuasa Pengguna BMD, yang selanjutnya disebut Kuasa Hengguna Barang adalah
kepala unit kerjaatau pejabat yang ditunjuk oleh Pe gguna Barang untuk
menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya depgan sebaik-baiknya.

18.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejatgt yang melaksanakan
fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang,. :

19.Pengurus BMD, yang selanjutnya disebut Pengurus § arang adalah Pejabat
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dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.

20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang di i tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

21.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna
Barang.

22.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahdan BMD pada Pengelola
Barang.



23.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurys barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun teknis peﬁlatausahaan BMD pada
Pengguna Barang,

24. Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus barang yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, enatausahakan dan
mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.

25.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian sccarq independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.

26.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan su{atu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

27.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat‘ dan Penilai Pemerintah
Daerah.

28.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan memmuskan rincian kebutuhan BMD
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakaj yang akan datang.

29.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selamjutnya disingkat RKBMD
adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk pefiode 1 {satu) tahun.

30.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD
yang bersangkutan.

31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD vyang pddk digunakan untuk
penvelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optundhsam BMD dengan tidak
mengubah status Kepemilikan.

32.8ewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam }angka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.

33.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalagn jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tcrstbut berakhir diserahkan
kembali kepada Bupati. -

34.Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KS adalah pendayagunaan
BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dajam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

35.Bangun Guna Serah, vang selanjutnya disingkat BGS aglalah pemanfaatan BMD
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan baj gunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pi lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk; selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana bemmt fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.

36.Bangun Serah Guna, vang selanjutnya disingkat BSG aﬁalah pemanfaatan BMD
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bapgunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunapnya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

37.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI adalah
kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untu;k kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

38.Penanggungjawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya; disingkat PjPK adalah
Bupati atau badan usaha milik negara/badan usahg milik daerah sebagai
penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkdri Peraturan Perundang-
undangan,

39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.

40.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD 4yang dilakukan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar ppmenntah daerah, atau
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengani menerima penggantian
utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai sejmbang.

42 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau darni pqnenntah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.




43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD vang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan rrknjadl kekayaan vang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/sahanj Daerah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badzib hukum lainnya yang
dimiliki negara.

44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ ata t kegunaan BMD.

45.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang; untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang, yang berada dalam
penguasaannya. :

46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi,dan pelaperan BMD sesuai dengan ketentudri Peraturan Perundang-
undangan.

47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendakaan pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMD.

48.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang mempd,kan bukti kepemilikan
atas BMD.

49.Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD

50.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan
oleh masing-masing Pengguna Barang.

51.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang m&muat data BMD vang
dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. :

52.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawa1 negen sipil Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

53.Pihak lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah. ;

54.8urat Izin Penghunian, yang selanjutnya disingkat SIPﬁadaJah dokumen yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuap Peraturan Perundang-
undangan yang merupakan bukti legalitas, anyatakan sah atau
diperbolehkannya PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menempati BMD
berupa tanah dan/atau bangunan.

55.Berita Acara Serah Terima, yang selanjutnya disingkat | HBAST adalah dokumen
tertulis yang merupakan bukti legalitas atas pengelolaan BMD

36.Berita Acara Hasil Penelitian, yang selanjutnya dlsmgkat BAHP adalah dokumen
tertulis yang merupakan bukti legalitas atas penelitian BMD yang dilakukan oleh
Tim yang dibentuk Bupati dan/atau Pengelola Barang/ Perfgguna Barang.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

pejabat pengelola BMD;

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

pengadaan;

penggunaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

pemindahtanganan;

pemusnahan;

penghapusan;

penatausahaan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
. pengelolaan BMD pada PD yang menggunakan pola pcngek)laan keuangan BLUD,;

BMD berupa rumah negara; dan

ganti rugi dan sanksi.
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Pasal 3
BMD meliputi:
a. BMD yang dibeli atau dipercieh atas beban APBD; atau
b. BMD yang berasal dari perclehan lainnya yang sah.

Pasal 4 :

(1) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dﬂarang xgadmkan/dljammkan
untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepa pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah, ;

(2} BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapaft disita sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ;

Pasal 5 :
(1) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2} BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebag&mana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen peroichan.
{3) BMD sebagaimana dimaksud pada avat (1} dan ayat (2) hersn’at berwujud maupun
tidak berwujud.

Pasal 6 B
BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: -
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak;
barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Pérundang-undangan;
barang yang dipercleh berdasarkan putusan pengadilan: vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal
Pemerintah Daerah.
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Pasal 7 :
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis! sebagalrnana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan aﬁ:au yvang sejenis darn
negara/lembaga internasional sesuai Peraturan Perundang-updangan.

Pasal 8
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari pexjanjiap} kontrak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal darn: :
kontrak karva,
kontrak bagi hasil;
kontrak kerja sama; -
perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur. :
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BAB II1
PEJABAT PENGELOLA BMD

Bagian Kesatu
Pemegang KekuasaanPengelolaan BHD

Pasal 9
{1} Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaunanadimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggungjawab:
menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
menetapkan penggunaan, pemanfaatan,atau pcmmdal}tanganan BMD;
menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaar BMD;
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang lhcmerlukan persetijuan
DPRD; -
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menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD
sesuai batas kewenangannya;

menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan /atau bangunan; dan
menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk ker_]asama penvediaan
infrastruktur.

Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 10

Sekretaris Daerah selakuPengelolaBarang, berwenang dan bertanggung]awab

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemehharaanﬁperawatan BMD;
mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan EMD yang memerlukan
persetujuan Bupati;

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan
BMD;

mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang teleqh disetujui oleh Bupati
atau DPRD;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Bl\iD dan

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

a,
b.
c.

d.

=

Bagilan Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11

(1) Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan E*EBMD selaku Pejabat
Penatausahaan Barang.

(2) Pejabat PenatausahaanBarangsebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

{3) Pejabat PenatausahaanBarang sebagaimana dimaksud pada avat (1} mempunyai
wewenang dan tanggungjawab:

a.

b.
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membantumeneliti dan memberikan pertuntpnganpersctu juandalam
penyusunanrencana kebutuhan BMD kepada Pengelola;Barang;

membantu meneliti dan memberikan pertunbaliganpcrsetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ pei'awatan BMD kepada
Pengelola Barang;

memberikan pertimbangankepada Pengelola Barang atas pengajuan usul
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan
Bupat;

memberikan  pertimbangankepada  Pengelola Bamng untuk mengatur
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapusan BMD;
memberikan pertimbangankepada Pengelola Barang atas pelaksanaan
pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
membantu Pengelola Barangdalam pelaksanaan koordifiasi inventarisasi BMD;
melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atagl bangunan yang tclah
diserahkan dari Pengguna Barang yangtidakdigunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi PDdansedang tidak dimanfaatkan pihak lain
kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola
Barang;

mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dm}aksud pada huruf g;
membantu Pengelola Barang dalam pengawasan d:ian pengendalian atas
pengelolaan BMD;dan

menyusun laporan BMD.

Bagian Keempat ;
Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBamng

Pasal 12

(1) KepalaPD selaku Pengguna Barang. :
(2) Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, -



(3) PenggunaBarang sebagaimana dimaksud pada ayat " {1), berwenang dan
bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi PDyvang
dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh
dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah; _

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD iyang berada dalam
penguasaannya;

d. menggunakan BMD yang berada dalam pcnguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi PDyang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara BMDyang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganhn BMD berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persbctujuan DPRID dan
BMDselain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan BMDberupa tanah dan/atau bangunam yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PDyang dipimpinnya dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati mglalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;

melakukan pembinaan,pengawasan, dan pengendahan atas penggunaan BMD

vang ada dalam penguasaannya; dan

J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan
laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam ;penguasaannya kepada

Pengelola Barang.

-

Pasal 13 -

(1) Pengguna Barangdapat melimpahkansehagian kewenangan dan tanggung jawab
kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2] Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kqpada Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupatiatas usul
Pengguna Barang.

(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barangschagaimana dmmksud pada ayat (1)
berdasarkanpertimbanganjumlah barang yang dikelola; beban kerja, lokasi,
kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbanganoéuekuf lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan PenggunaBaram

Pasal 14 ”=

{1} Pengguna Barangdibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

{2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagamxana aksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

{3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana ﬂu:ﬂaksud pada ayat (2)
yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang.

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana _dlmaksud pada ayat (2}
berwenang dan bertanggungjawab: _

a. menyiapkanrencana kebutuhan dan penganggaran BMD padaPengguna
Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang vang
diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah;

¢. meneliti pencatatandan inventarisasi BMDyang dﬂak;sanakan oleh Pengurus
Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan p:mmdahtanganan BMD
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memeriukan persetujuan DPRD
dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

e. mengusulkan rcncana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh: 1hak lain;
menyiapkanusulanpemusnahan dan penghapusan BMI

. meneliti laporan barangsemesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh
Pengurus Barangdan/atau Pengurus Barang Pembanty;
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h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan PBarang (SPB) dengan
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan
BMDdari gudang penyimpanan;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu [nventaris Ruangan(KIR]set}ap semester dan
setiap tahun,;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan per%tuwan atas perubahan
kondisi fisik BMD; dan

k. menelitilaporan mutasi barang setiap bulanyang disgmpaikan olehPengurus
Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;.

Bagian Keenam
Pengnrus Barang Pengelola

Pasal 15 _

{1) Pengurus  BarangPengelola  ditetapkan oleh Bupati atas usulPejabat
PenatausahaanBarang. _

(2) Pengurus BarangPengelola sebagaimana dimaksud padaayat (1} adalah pejabat
yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Pepatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada Hyat (1) berwenang dan
bertanggungjawab:

a. membantumeneliti dan menyiapkan bahan pcrtlmbanganpersetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan BMDkepada PejabatPepatausahaanBarang,

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbanganpersetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMDkepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemanfaatan ﬂan pemindahtanganan
BMDyang memeriukan persetujuan Bupati;

d. menelii dokumen usulan penggunaan, pcmanfas;tan pemusnahan,dan
penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan p@rmnbanganoleh Pejabat
Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapusan BMD; .

e. menyiapkan bahan pencatatan BMDberupa tanah dan/atau bangunan yang
telah diserahkan dari Pengguna Barangyang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggarasn tugas dan fungsi PD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lainkepada Bupatimelalui Pengelola Barang;
menyimpan dokumenash kepemilikan BMD;
menyimpan salinan dokumen lLaporan Barang Pcngguna/l(uqsa Pengguna
Barang;
melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan Iaporan BMD;dan
merekapitulasi dan menghimpun laperan barang Pengguna semesterandan
tahunan serta laporan barangPengelola sebagai bah@n penyusunan laporan
BMD. .

{4) Pengurus Barang Pengelola sccara administratif dan secara fungsional
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melali
Pejabat Penatausahaan Barang.

{5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi admmls;;ram Pengurus Barang
Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola vang
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

{6} Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan; perdagangan pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak §ebagal penjamin  atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannyd dibebankan pada
APBD.
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Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 16
{1) Pengurus BarangPengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(2} Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada: ayat (1), berwenang dan
bertanggungjawab:
a. membantu mcnvlapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD,



b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMDyang
diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sgh

melaksanakanpencatatan dan inventarisasi BMD; :

membantu mengamankan BMDyang berada pada PenggpnaBarang;

e. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemanfaatan ¢an pemindahtanganan
BMDberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak mpmerlukan persetujuan
DPRD dan BMDselain tanah dan/atau bangunan; {

f. menyiapkandokumenpenyerahan BMDberupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak digunakan untuk kepentingan pcnyelcng‘-g:;ﬁan tugas dan fungsi

. o

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pi lain;

menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; |

menyiapkanSurat Permintaan Barang(SPB) berdasaﬁkan nota permintaan

barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang(SPB)kepada Pejabat Penatausahaan
Barang Pengguns;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penvaluran Barang(SPPB})

yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan {KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label BMD;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pﬁjabaf Penatausahaan

Pengguna Barangatas perubahan kondisi fisik BMDberdasarkan pengecckan

fisik barang; '

o. melakukan stock opnamebarang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan; dokumen kepemilikan
BMDdan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen pe,natausahaan

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna
Barang dan laporan BMD;dan

r. membuatlaporan mutasi barangsetiap bulan yang disampaikan kepada
Pengelola Barangmelalui Pengguna Barang setélahditelitioleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang.

{3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barargdan secara fungsional
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barangmelalui
Pejabat Penatausahaan Barang.

{4) Dalam hal melaksanakan tugas danfungsi administrasi Pehgurus BarangPengguna
dapat dibantu cleh Pembantu Pengurus Barang Pengguma vang ditetapkan oieh
Pengguna Barang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan keglatﬂn perdagangan pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak ;ebagaj penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggararmyd dibebankan pada
APBD.
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Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 17

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas:'} usul Kuasa Pengguna
Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana : dlmaksud pada ayat (1)}
dilakukan berdasarkan pertimbanganjumlah barang yang dikelola, beban keria,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbanganobjektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada avat (1) berwenang dan
bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;

b. menyiapkan usulan permochonan penetapan status penggunaan BMDyang
diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yangisah;

¢. melaksanakanpencatatan dan inventarisasi BMD;

d. membantu mengamankan BMDyang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
BMDberupa tanah danjatau bangunan  yan; tidak memerlukan
persetujuanDPRD dan BMD selain tanahdan/atau bangunan;



f. menyiapkandokumenpenyerahan BMD berupa tanah dgn/atau bangunan vang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan plhakﬁlam

g menyiapkan dokumenpengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; !

i. menyiapkanSurat Permintaan Barang(SPB) berdasaﬁ(an nota permintaan
barang,

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB)kepada Kuasa Pengguna Barang;

k. menyerahkan barangberdasarkan Surat Perintah Pepyaluran Barang(SPPB)
yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan{KIR)semesteran dan tahunan;

m, memberi label BMD;

n. mengajukan permochonan persetujuan Kkepada Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barangmelalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik
BMDpengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opnamebarang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan;:dokumen kepemilikan
BMDdan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan iaporan barang Kuasa
Pengguna Barang dan laporan BMD; dan

r. membuatlaporan mutasi barang setiap bulanyang disan paikan pada Pengguna
Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelahditeliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barangdan Pengurus Barang Pengguna.

{4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun;tidak langsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemboron dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekezjaan/ njualan tersebut yang
anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

Bagian Kesatu
Priasip Umum

Pasal 18 ;

{1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun deggan memperhatikan
kebutuhanpelaksanaan tugas dan fungsi PD serta keterseduaan BMD yang ada.

{2) Ketersediaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan BMD yang
ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. -

{3) Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l}dan ayat (2}harus dapat
mencerminkan kebutuhan riil BMI) pada PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan RKBMD.

Pasal 19

{1) Perencanaankebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja PD
ditetapkan.

{(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1} merupakan salah satu
dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran:untuk kebutuhan baru
(new initiative) dan angka dasar {baseline} serta penyusignan rencana kerja dan
anggaran.

Pasal 20

{1) Perencanaankebutuhan BMD mengacu pada Rencana Kerj;a PD.

{2) Perencanaan kebutuhan BMD sebagal.manadmlaksuddﬁlam Pasal 18ayat (1),
kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
a. standarbarang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
¢. standar harga.

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a adalah
spesifikasibarang yang ditetapkan sebagai acuan pengh:&ungan pengadaan BMD
dalam perencanaan kebutuhan.



{(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah
satuan jumiah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan
dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan BMD pada PD.

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah besaran harga
yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMD dalam pereficanaan kebutuhan.

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat {4) dan ayvat () ditetapkan oleh Bupati. -

Pasal 21
(1} Penetapan standar kebutuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2)huruf bmempedomani Peraturan Perundang-undangan.
{2) Penetapan standar barangdan standar kebutuhan sebagajmana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2} huruf a dan huruf bdilakukan setelah berkoordmam dengan dinas
teknis terkait.

Pasal 22
Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang menguquﬂcan RKBMD pengadaan
BMD mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

Pasal 23 :

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD iyang diajukan oleh
KuasaPengguna Barang yang berada di lingkungan PD yang dipimpinnya.

{2) Pengguna Barangmenyampaikan usulan RKBMD sebaga;ima_na dimaksud pada
ayat (1} kepada Pengelola Barang.

{3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barangdengan memperhatikan data
barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang..

{4) Data barang pada Pengguna Barangdan/atau Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada avat {3) antara lain:

laporan Daftar Barang Penggunabulanan;

laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;

laporanDaftar Barang Pengguna tahunan;

laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;

laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

laporan Daftar BMD semesteran; dan

laporan Daftar BMD tahunan.

(5) Pcngclola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaJm dimaksud pada ayat
{3) dibantu PejabatPenatausahaan Barang dan Pengurus BarangPengelola.

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud @da ayat (3) merupakan
anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayatF (3) merupakan dasar
penyusunanRKBMD. :

FmomeaAnop

Pasal 24
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang dlgunakan oleh Pengguna
Barangsebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD.

Pasal 25

(1) RKBMD pemeliharaan BMD tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat;
b. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara;
¢. BMD yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
d. BMD yangsedang menjadi objek pemanfaatan.

(2) RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayvat {1) huruf b
diusulkan oleh Pengguna Barangyang menggunakan sementara BMD.

(3) RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang
dari 6 (enam) bulan, '



Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan KebutuhanBMD

Pasal 26

(I) Perencanaan kebutuhan barangmilik daerah meliputi:
a. perencanaan pengadaan BMD;
b. perencanaan pemeliharaan BMD;
c. perencanaan pemanfaatan BMIJ;
d. perencanaan pemindahtanganan BMD;dan
€. perencanaan penghapusan BMD.

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pdda ayat (1) huruf a
dituangkan dalam dokumen RKBMDPengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana d1maksud pada ayat {1} huruf
bdituangkan dalam dokumen RKBMDPemeliharaan. :

{4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud : pada avat (1} huruf c
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan BMD sebagaimana dJmalﬁsud pada ayat (1) huruf
d dituangkan dalam dokumen RKBMDPemindahtanganan.

(6) Perencanaanpenghapusan BMD sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) huruf e
ditnangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD PengadaanBMDPada ?engguna Barang

Pasal 27
(1} Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD pengadaan BMD di lingkungan
Kuasa Pengguna Barangyang dipimpinnya.
{2) Kunasa PenggunaBarang menyampaikan usulan RKBMD Fcngadaan scbagalmana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barangselambat lambatnya minggu
kedua bulan Mei. .

Pasal 28

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaanyang
disampaikan cleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dlmakbud dalam Pasal 27
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

{2) Dalam penelaahan usulan RKBMI} Pengadaan yang disampalkan oleh Kuasa
PenggunaBarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna untuk melakukan reviewterhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD pengadaan. :

(3} Penelaahan atas usulan RKBMD pengadaanyang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan (input] penyusunan usulan RKBMD
pengadaan yang sekurang-kurangnva mempertimbangkan:

a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 20ayat (1) dan ayat {2);dan
b. ketersediaanBMD di lingkungan Pengguna Barang.

{4} Hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaanyang dlsampa_lkan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dj.gunakan oleh Pengguna
Barangdalam menyusun RKBMD pengadaan BMD pada tingkat Pengguna
Barangyang sekurang-kurangnya memuat informasi:

nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang,

program;

kegiatan;

data Daftar Barangpada Pengguna Barang dan/atau Dhﬂ:ar Barang pada Kuasa

Pengguna Barang; dan _

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. -
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Paszal 29 -

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barangatas usulan RKBMD Pengadaanyang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dunakqud dalam Pasal
28ayat (4)ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD pengadaan BMD berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksudpada ayat (ljuntuk disampaikan kepada
Pengguna Barangpaling lambat minggu keempat bulanMei.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan RKBMD PemelihamanBMDPadﬁ? PenggunaBarang

Pasal 30
(1} Kuasa PenggunaBarangmenyusun usulan RKBMD pemeliharaan BMD di
lingkungan Kuasa Pengguna Barangyang dipimpinnya.
(2} Kuasa PenggunaBarang menyampaikan usulan IKBMD  pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barangselambat-
lambatnya minggu kedua bulan Mei

Pasal 31 :

(1} Pengguna Barang melakikan penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan vang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dunaksud dalam Pasal 30
ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dmampalkan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada :ayat (1), Pengguna
Barangmengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguni Barang dan Pengurus
Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang dlsampalkan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {{2) diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD Pemeliharaan
vang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar BarangKuasa Pengguna
Barangyang memuat informasi mengenai barang vang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)digunakan oleh Pengguna
Barangdalam menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna
Barangyang sekurang-kurangnya memuat informasi:

nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelithara,;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

renicana kebutuhan BMD yang disetujui.
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Pasal 32
{1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaanyang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebaga:mana dimaksud dalam Pasal
Jlayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD PemehharaamBMD berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada avat (l}untuk disampaikan kepada
Pengguna Barangpaling lambat minggu keempat bulan Mej.

Pasal 33

{1} Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan da.j;l RKBMD Pemeiiharaan
dariKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)dan
Pasal32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

(2} Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar
RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barangsebagaimana
dimaksud dalamPasal 23ayat (4).

(3) Penyampaian RKBMI} Pengadaan dan RKBMD Pemehharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barangkepada Pengelola Barangdilakukan
selambat-lambatnya minggu kesatubulan Juni.



BagianKelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD PengadaanBMDPada Pengelola Barang

Pasal 34

{1} Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan terhadap

a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;

b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pen Barang; dan

c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barangielah
sesuaiperuntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi PD.

{2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dmmksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memperhatikan:

a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaﬂnana dimaksud dalam
Pasal 20ayat {1) dan ayat (2); dan
b. data barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat{4}.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadadn BMD vang sekurang-
kurangnya memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

€. program,

d. kegiatan;

¢. data Daftar Barang pada Pengguna Barang dan/at.au Daftar Barang pada
Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. .

{4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dmmksud pada avat (1),
Pengelela Barang mengikutsertakan Pejabat PenatausahagnBarang dan Pengurus
BarangPengelola untuk menyiapkan dan memberikan; pertimbanganterhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pcngaqaanyang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

Pasal 35

{1) Hasil penelaahan RKBMDPengadaanBMD dari Penggunp Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34ayat (3) ditandatangani oleh Pen@lola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil peneclaahan
sebagaimana dimaksudpada ayat {1).

(3) RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada aya& {2) disampaikan oleh
Pengguna Barangkepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Juni.

Bagian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMD PemeliharaanBHDPadq Pengelola Barang

Pasal 36

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan umuk melakukan telaahan
terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

{2} Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memperhatikan Daftar Barang pada Pengguna Barang vang
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi bayang.

{3} Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimangd dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemehharann BMD yang sekurang-
kurangnya memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

¢. nama barang yang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dunaksud pada ayat (1},
Pengelola Barang mengikutsertakanPejabat PenatausahapnBarang dan Pengurus
Barang Pengelolauntuk menyiapkan dan memberikag pertimbanganterhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemehharaanyang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.



Pasal 37

{1} Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguma Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36ayat (3) ditandatangani oleh Pengqlola Barang.

{2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Jumni.

Pasal 38 :

{1 RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna
Barangsebagaimana dimaksud dalamPasal 35ayat (3) dan Pasal 37 ayat {3)
ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimanpa dimaksud pada ayat
(1} ditetapkan paling lambat minggu keempatbulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penyusunan PerubahanRKBMD

Pasal 39
(1) Pengguna Barangdapat melakukan perubahan RKBMD.
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat - {1] dilakukan sebelum
penyusunan perubahan APBD.
{3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 sampai dengan Pasal
38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan_perubahan RKBMD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 40 )

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMDterdapat kondisi
darurat,pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative)
dan penyediaan anggaran angka dasar (baselineldplam rangka rencana
pengadaandan/atau rencana pemeliharaan BMD dilakukan berdasarkan
mekanisme penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Peryndang-undangan.

{2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan
gangguan keamanan skala hesar.

{3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana d;maksud pada ayat (1)
harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barangbersamaan
dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atauRKBMD tahun berikutnya.

{4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dlgunakan oleh Pengelola
Barangsebagai bahanpertimbangantambahandalam penelgahan atas RKBMD yang
disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada ,APBD Perubahan tahun
anggaran berkenaandan/atau APBD tahun anggaran berika:ltnya

BAB V
PENGADAAN

Pasal 41
{1} Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip eﬁsmn efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
{2} Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 42
{1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada
Bupati melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status pehggunaannya.
(2) Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud gada ayat (1), terdiri dari
laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.



BAB VI
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 43

(1) Bupati menetapkan status penggunaan BMD. '

(2) Bupatidapatmendelegasikanpenetapan status penggunaan ,atas BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu
kepada Pengelola Barang.

{3) Kondisi tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat (2), aptara lain adalah BMD
yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilaj tertentu,

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penetapan status penggunaan BMI) sebagaimana dunaksud ayat {1) dan avat (2}
dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 44
{1) Penggunaan BMD meliputi:
a. penetapan status penggunaan BMD;
b. pengalihan status penggunaan BMI);
c. penggunaan sementara BMD; dan
d. penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikarn oleh pihak lain.
(2} Penetapanstatus penggunaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk:
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan
b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjaiankan pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.

Pasal 45
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
barang persediaan;
a. KonstruksiDalam Pengerjaan (KDP);
b. barangyang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dlhlbahkan, dan
c. Aset Tetap Renovasi {ATR).

Pasal 46

(1) Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah danf aﬁau bangunan dilakukan
apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggargan tugas dan fungsi
Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan

(2) Pengguna Barangwajib menyerahkan BMD berupa tangh dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}yang tidak digunakar dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang kepadaBupati melalui Pengelola Barang.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), apabila tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat {2)telah direncanakan untuk
digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati.

(4) Bupatimencabutstatus penggunaan atas BMD berupa tapah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas’ dan fungsi Pengguna
Barangsebagaimana dimaksud ayat (2).

{5} Dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunanscbagaunana dimaksud pada
ayat {2) tidak diserahkan kepada Bupati,Pengguna Barangdikenakan sanksi
berupa pembekuan dana pemeliharaan atas BMD berkenaan.

Pasal 47
(1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Eengguna Barang karena
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan/atau kuasa Pengguna Barangdan tidak dimagfaatkan oleh pihak lain.

(2) Dalam menetapkan penyerahan secbagaimana dlmaksqd pada ayat (1) Bupati
memperhatikan: '



a. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau

¢. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber:lain.

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -huruf ¢ antara lain
termasukhasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian vang dilekukan oleh
Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat,

(4} Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimgna dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. penetapan status penggunaan;
b. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.

BagianKedua
Penetapan Status Penggunaan BMD!

Paragraf Kesatu
Penetapan Status Penggunaan BMD Oleh #upau

Pasal 48 :

{1} Pengguna Barang mengajukan permochonan penetapan status penggunaan BMD
yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
diterimanya BMD berdasarkandokumen penerimaan barasg pada tahun anggaran
yangberkenaan.

{3) Permohonan penetapan status penggunaan BMD sebagmmana dimaksud pada
ayat (2) diajukansecaratertulisolehPenggunaBarang kepada Bupati paling lambat
pada akhir tahun berkenaan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMD setiap tahun.

Pasal 49

{1} Pengajuan permohonan penetapan status penggunagn BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2}disertai dokumen. _

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah yaitu
fotokopi sertifikat.

(3} bokumen sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk BMD berupa bangunan vang
diperoleh dari APBD yaitu:

a. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan;dan
b. fotokopi dokumen peroiehan.

{4} Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1juntuk BMD berupa bangunan yang
diperoleh dari perolehan lainnya vang sah sekurang—kurangnva berupa dokumen
BAST.

{5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah dan
bangunan yang diperoleh dari APBD vaitu:

a. fotokopi sertifikat;
b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;dan
c. fotokopi dokumen perolehan.

{6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah dan
bangunan dari perolehan lainnya yvang sah sekurang- kumngnva berupa dokumen
BAST.

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat {1juntuk BMD selain tanah dan/atau
bangunan yang memiliki dokumen yaitu:

a. fotokopidokumenkepemilikan; dan/atau
b. fotokopi dokumenperolehan.

{8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (ljuntuk BMD yang dari awal
pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara
penvertaan modal Pemerintah Daerah yaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD berupa tanah
¢. fotokopi izin Mendirikan Bangunan, untuk BMD berupa bangunan;dan/atau



d. fotokopi dokumen perclehan.

Pasal 50

{1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49ayat (2} dan
ayat (3) huruf a apabila BMD berupa tanah belum memiliki fotokopisertifikat,
dokumen dimaksud dapat diganti dengan:

akta jual beli;

girik;

letter C;

surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;

surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;

berita acara penerimaanterkait perolehan barang; atau -

g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

{2} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat {(3)
apabila BMD berupa bangunan belum memiliki IMB dandﬁ:kumenpemlchdn dapat
diganti dengan surat pernyataan dariPengguna Barang vang menyatakan bahwa
bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas danfungsi PD.

(3} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dglam Pasal 49 avat {5)
apabila BMD berupa tanah dan bangunan yang diper¢leh dari APBD belum
memiliki sertifikat, lzin Mendirikan Bangunan,dandokymen perolehan dapat
diganti dengan surat pernyataan dariPengguna Barang yang menyatakan bahwa
tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi
PD.

{4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7)
apabila BMD berupa selain tanah dan bangunan yang dipercleh dari APBD belum
memiliki dokumen kepemilikan, dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat
permyataan dariPengguna Barang yang menyatakan bakpwa BMD selain tanah
dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penvelcnggaran tugas dan fungsi
PD.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaunana dimaksud dalam Pasal 49ayat (8}huruf
b, huruf ¢, dan huruf dbelum ada, pengajuan usul permogonan penerbitan status
penggunaan disertai surat pernyataan dari PenggunaBarang bersangkutan yang
menyatakan bahwa barangtersebut adalah BMD yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengcui cara penyertaan modal
Pemerintah Daerah.

(6) BMD yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan
pengurusan dokumen kepemilikanmeskipun telah ditetapkan status penggunaan
BMD.
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Pasal 51

(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan penetapan status
penggunaan BMD dari Pengguna Ba rangsebaga;manadundksud dalam Pasal 48
ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {H dilakukan
terhadapkelengkapandankesesuaiandokumen yang dipersyaratkan.

{3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} belum mencukupi,
Pengelola Barangdapat:
a, meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang vang

mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD; dan/atau

b. melakukan pengecekan lapangan.

{4) Kegiatan Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan
terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta BMD selaintanah dan/atau
bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokuinen lain yang sah.

Pasal 52
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5Slayat(l),Bupati
menetapkan status penggunaan BMD.

{2) Status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barangsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), BupatimelaluiPengelolaBarangmenerbitkan
surat penolakankepada Pengguna Barang disertai alasan.

Paragraf Kedua )
Penetapan Status Penggunaan BMD OlehPengelbla Barang

Pasal 53 '

{1) Pengelola Barangmenetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan
yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalgm Pasal 43 ayat {2).

(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barangsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:

a. Pengguna Barangmengajukan permohonan penetapan spatus penggunaan BMD
yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lamnya yang sah kepada
Pengelola Barang;

b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah
diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun
anggaran yang berkenaan; dan

¢. permohonan penetapan status penggunaan BMD dmju{kan secara tertulis oleh
Pengguna Barang kepadaPengelola Barang paling Iambat pada akhir tahun
berkenaan.

(3) Pengajuan permochonan penetapan status penggunaqn BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal
49dan Pasal 50.

(4) Terhadap pengajuan permchonan penetapan statys penggunaan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian: sebagaimana ketentuan
Pasal 51.

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Pengelola
Barangmenetapkan status penggunaan BMD.

(6) Dalam hal Pengelola Barangtidak menyetujui permohanan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud padaayat {2}, Pengelola Barangmenerbitkan surat
penoclakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan BMD

Pasal 54
(1} BMD dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.
(2) Pengalihanstatus penggunaan sehagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
berdasarkan:
a. inisiatif dari Bupati;dan
b. permohonan dari Pengguna Baranglama.

Pasal 55

(1) Pengalihan status penggunaan BMD berdasarkan nuslauf dariBupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dﬂakukan dengan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.

(2) Pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dnnakpud dalam Pasal 34 ayat
(2) huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna; Barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan, persetujuanBupati.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud ;rpada ayat (2} dilakukan
terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak
digunakan oleh Pengguna Barangyang bersangkutan.

{4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD pengganti.

Pasal 56
(1) Pengalihan status penggunaan BMD berdasarkan permohonan dari Pengguna
Baranglama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2} huruf b dilakukan



dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada
Bupati.
{2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikit
memuat:
a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya;
b. calon Pengguna Barang baru; dan :
c. penjelasan serta pertimbanganpengalihan status penggumaan BMD,
{3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, aﬂ‘tara lain:
kode barang;
kode register;
nama barang;
jumlah;
jenis;
nilai perolehan;
nilai penyusutan;
nilai buku;
lokasi;
luas;dan
tahun perolehan.
(4) Pcngajuan permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat gl) dilampiri;
a. fotokopi Daftar BMD sebagaimanadimaksud pada ayat (B); dan
b. surat pernyataanyang memuat kesediaan calon Pengguna Barangbariuntuk
menerima pengalihan BMD dari Pengguna Baranglama.
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Pasal 57

(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan pengalihan status
penggunaan BMD dari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal
Séayat (1).

(2) Penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumenyang dipersyaratkan.

{3} Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (2) belum mencukupi,
Pengelola Barangdapat:
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barangyang

mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMD; dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baju.

Pasal 58
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bupati
memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan WD
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrupaSurat Persetujuan
Bupati.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pahng sedikit memuat:
a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya;
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru;dan
¢. kewajiban Pengguna Baranglama.
{4) Kewajiban Pengguna Baranglama sebagaimana dimaksuwd pada avat (3) huruf c
yaitu:
a. melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru yvang selanjutnya
dituangkan dalam BAST;dan
b. melakukan penghapusan terhadap BMD vyang telah dialihkan dari daftar
Barang pada Pengguna Barang berdasarkan keputusan penghapusan barang.
(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S6avat (1), Bupatimenerbitkansurat penolakan
kepadaPengguna Barang dengan disertai alasan.

Pasal 59 _

(1) Berdasarkanpersetujuan Bupati sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 58ayat
{2),PenggunaBaranglama melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang
baru.

(2) Serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru seb%mana dimaksud pada
ayat {1) paling lama 1 (satu) bulan sejak persctujuan ahha status penggunaan BMD
vang dituangkan dalam BAST.



{3) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama
melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barangatas BMD yang
dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barangbaru dari Daftar Barang
pada Pengguna Barang.

{4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) paling lama 1 (satu)
minggusejak tanggal BAST.

{5) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Pengelola Barang.

Pasal 60
(1) BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2} dan keputusanPengelola
Barang tentangpenghapusan BMD sebagaimana dimaksud idalam Pasal 59 ayat (5)
dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barangbaru paling
lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan.
(2} Pengguna Barangdalam penatausahaan BMD melakukan ipencatatanberdasarkan
persetujuan Bupati, BAST, dan keputusan penghapusan BNMD.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara BMD

Pasal 61
(1) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada ﬁPcngguna Barangdapat
digunakan sementara oleh Pengguna Baranglainnya dalam jangka waktu tertentu
tanpa harus mengubah status penggunaan BMD ersebut! setelah terlebih dahuly
mendapatkan persetujuan Bupati.
(2) Penggunaan sementara BMD sebagaimana dlmaksud pada avat (1} dapat
dilakukan untuk jangka waktu:
a. pa]mg lama 5 (ima} tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD berupa tanah
dan/atau bangunan;
b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD selain tanah
dan/atau bangunan.
(3) Penggunaansementara BMD dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam} bulan
dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 62

{1) Penggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud ddFam Pasal 6ldituangkan
dalam perjanjian antara Pengguna Barangdengan Pengguns Barang sementara.

(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah BMD yang timbul selama jangka waktu
penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangyang menggunakan sementara BMD
bersangkutan.

Pasal 63 '
{1) Permohonan penggunaan sementara BMD diajukan secara tertulis kepadaBupati.
{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit memuat:
a. data BMD yang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barangyang akan menggunakan sementara BMD; dan
c. penjelasan serta pertimbanganpenggunaan sementara BMD
{3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus (ﬁlengkam dokumen:
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMI); dan
b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara BMP dari Pengguna Barang
vang akan menggunakan sementara BMD kepada Penguna Barang.

Pasal 64
{1} Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan penggunaan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63ayat (1}. :

{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumen vang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) belum mencukupi,
Pengelola Barang dapat:



a. memintaketerangankepadaPenggunaBarangyang mengajukan  permohonan
penggunaan sementara BMD; dan :

b. memintakonfirmasi dan klarifikasikepada Pengguna Barangvang akan
menggunakan sementara BMD.

Pasal 65
(1) Berdasarkanhasilpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal64
ayat{l},Bupatimemberikan persetujuan atas penggunaan sefnentara BMD.
(2) Persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat{l) dilakukan dengan menerbitkan
surat persetujuan Bupati.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pa]?.lng sedikit memuat:
a. data BMD yang akan digunakan sementara; _
b. Pengguna Barangyvang menggunakan sementara BMD;
c. kewajiban Pengguna Barangvang menggunakan seémentara BMD untuk
memelihara dan mengamankan BMD vang digunakan sémentara,
d. jangka waktu penggunaan sementara,
e. pembebanan biaya pemeliharaan;dan
f. kewajiban Pengguna Baranguntuk menindaklanjuti dalam perjanjian,
(4) Dalam hal Bupali tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penoclakan kepada Pengguna Barang
disertai alasan.

Pasal 66

{1) Apabila  jangka waktu penggunaan sementara atas BMbD telah
berakhirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) :

a. PenggunaBarangsementara mengembalikan BMD kepada Pengguna DBarang;
atau

b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barangyang
menggunakan sementara BMD. '

{2) Mekanisme pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54sampai dengan Pasal 60berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme
pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b.

Pasal 67 .

{1) Pengguna Barangsementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu
penggunaan sementara atas BMD sebagaimanadimaksud dalamPasal 6layat (2).

{2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat;{l} diajukan Pengguna
BarangkepadaBupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
penggunaan sementiara BMD berakhir.

(3) Mekanisme pengajuan  permohonan, peneh‘uan,persel;uguan dan  penetapan
olehBupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63sampai:dengan Pasal 66berlaku
mutatis mutandis pada mekanisme pengajuanpermohonan, penelitian, persetujuan
danpenetapanoleh Bupatiterhadap perpanjangan penggunaan sementara BMD.

Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk Diopemikun Oleh Pihak Lain

Pasal 68
{1} BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat
digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat{l) dilakukandalam rangka menjalankan pelayanan tmum sesuai tugas dan
fungsi PD yang bersangkutan.

(3) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebggaimana dimaksud pada
ayat{2) dituangkan dalam perjanjianantaraPengguna Barangdengan pimpinan
pihak lain,

{4) Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktupenggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain vang
mengoperasikan BMD,



(5) Pihak lain yang mengoperasikan BMD dilarang melakizkan pengalihan atas
pengoperasian BMD tersebut kepada pihak lainnya dan/athumemindahtangankan
BMD bersangkutan,

(6) Bupati dapat menarik penetapan status BMD untuk dioperasikan oleh pihak
taindalam hal Pemerintah Daerahakan menggunakan kembali untuk
penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.

Pasal 69
(1) Permochonanpenggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihiak lain diajukan secara
tertulis oleh Pengguna Barangbersangkutan kepada Bupati.
{2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. data BMD;
b. pihak lain yang akan menggunakan BMD untuk dioperasikan;
c. jangka waktu penggunaan BMD vang dioperasikan oleh pihak lain;
d. penjelasan serta pertimbanganpenggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak
lain;dan
e. materi yang diatur dalam perjanjian.
(3} Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
a. fotokopikeputusan penetapan status penggunaan BMD;
b. fotokopisurat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan
mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang;dan
c. fotokopisurat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMD
kepada Pengguna Barang.
{4} Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan pernyataan pihak lain yang memuat:
a. BMD yang akan dioperasionalkan dalamrangka pc]ayanarl umum sesuai tugas
dan fungsi PD/Unit Kerja;
b. menanggung secluruh biaya pemcliharaan BMD yang timbul selama jangka
waktu pengoperasian BMD;
c. tidak mengalibkan pengoperasian dan/atau pemmdahtangdnan BMD selama
jangka waktu pengoperasian BMD);dan
d. mengembalikanBMD kepada Pengguna Barangapabila jangka waktu
pengoperasian BMD telah selesal.

Pasal 70
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).
{2} Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
{3} Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} belum mencukupi,
Pengelola Barangdapat:
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barangyang mengajukan permohonan
penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain;
b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepadaplhak lain yang akan
mengoperasikan BMD; i .
c. mencari informasi dar sumber lainnya;
d. melakukan pengecekan lapangan dengan memper‘rlmbangkan analisis biaya
dan manfaat.

Pasal 71
{1} Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud cia]am Pasal 70ayat (2),
Bupati menetapkan penggunaan BMD untuk dioperasikan: oleh pihak lain.
{2) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lainsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

{3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmermuat:
a. data BMD;
b. jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak lain;
c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD;
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD;dan
e. kewajiban Pengguna Barang.



(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD sebagajmana dimaksud pada
ayat (3) huruf d antara lainmemelihara dan mengamankan BMD yang
dioperasikan.

(3) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud peda ayat (3) huruf e
meliputi:

a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan
perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap HMD vang dioperasikan
oleh pihak lain.

{6) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Penggurj,a Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69ayat (1}, Bupamnenerbltkansurat penolakan kepada
Pengguna Barangdisertai alasan.

Pasal 72

{1) Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk diopergsikan oleh pihak lain
dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani olehPengguna Barang dengan
pihak lain.

{2} Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh p:lhak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) paling lama 5 (lima} tahun dan dapat diperpanjang.

{3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diiakukan
setelah adanya keputusan Bupati.

Pasal 73
Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
data BMD yang menjadi obiek;
Pengguna Barang,
pihak lain yang mengoperasikan BMD;
peruntukan pengoperasian BMD;
jangka waktu pengoperasian BMD,
hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMD,
termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan
pemeliharaan BMD;
pengakhiran pengoperasian BMD; dan
penyelesaian perselisihan.
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Pasal 74

{1) Pengguna Barangdapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain.

{2) Perpanjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna
BarangkepadaBupati paling lambat 3 (tiga) bulan éebelum jangka waktu
penggunaan BMD berakhir.

(3) Ketentuan Pasal 69sampai dengan Pasal 71berlaku mutatls mutandis pada
mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpan]angan jangka waktu
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pasal 75
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan BMD dilakukan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76
(1) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila:
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak
lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
b. perjanjian diakhiri secara sepihak olehPengguna Barang; atau
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
a. pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi kewajibannya yang -
tertuang dalam perjanjian; atau
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dlalam perjanjian.



{3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian BMD yang didasarkan pada kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PenggunaBarang
memintapersetujuanBupati.

Pasal 77

{1) Pada saat jangka waktu penggunaan BMD untuk diopemasikan oleh pihak lain
telah berakhir,pihak lain yang mengoperasikan BMD © mengembalikan BMD
tersebut kepada Pengguna Barang dengan BAST.

{2} Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan BMD untuk dioperasikan
pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1}kepada Bupati paling lama 1 (satu)
bulan sejak ditandatanganinya BAST,dengan melampirkan fotokopi BAST.

BAB VII
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 78
(1} Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
a. PengelolaBarang denganpersetujuan Bupati, untuk BMD vang bherada dalam
penguasaan Pengelola Barang;dan
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Bara.pg, untuk BMD berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dlgalnakan oleh Pengguna
Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
(2} Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertuhbangamekms dengan
memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umlml
{3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
{4) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memeriukan persetujuan DPRD.

Pasal 79

{1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yvang menjadi
objekpemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

{2} Biaya persiapan pemanfaataan BMD sampai dengan penunjukkanmitra
Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

{3} Pendapatan Daerah daripemanfaatan BMD merupakan penerimaan Daerah yang
wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan Daerah dari pemanfasatan BMD dalam nangka penyelenggaraan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsiBLUD ‘merupakan penerimaan
Daerah yangdisetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.

(5) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan
tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 80
(1) BMD yang menjadi objekpemanfaatan dilarang dijaminkan’ atau digadaikan,
(2) BMD yang merupakan objekretribusi Daerah tidakdgpat dikenakan sebagai
objekpemanfaatan BMD.

Pasal 81
Bentuk Pemanifaatan BMI) berupa:
Sewa;
Pinjam Pakai;
KSp;
BGS atau BSG; dan
KSPI.
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Bagian Kedua
Mitra Pemanfaatan

Pasal 82
Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;



peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai;
mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;

mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk B(GS/BSG; dan.
mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMT) dalam bentuk KSP1,
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Pasal 83

Mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab:

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk pemanfaatan;

b. menyerahkanhasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan  bentuk
pemanfaatan;

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD vyang dilakukan
pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD;

d. mengembalikan BMD setelahberakhirnya pelaksanaan; dan

e. memenuhi kewajiban lainnyayang ditentukandalam perjanjian pemanfaatan BMD.

Paszal 84

(1} Objekpemanfaatan BMD meliputi:

a. tanahdan/ataubangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Objekpemanfaatan BMID berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {l1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau
keseluruhannya,

{3) Dalam hal objekpemanfaatan BMD berupa sebagian tanahdan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, luas tanah dan/atau bangunan vang
menjadi objekpemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau
bangunan yang dimanfaatkan,

Bagian Ketiga
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan BMD

Pasal 85
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip:
dilaksanakan secara terbuka;
sekurang-kurangnya dilkuti oleh 3 {tiga) peserta;
memperoleh manfaat yang optimal bagi Daerah;
dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan
kompeten;
tertib administrasi; dan
tertib pelaporan.
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Pasal 86
(1) Pelaksanapemilihan mitra pemanfaatan bcrupaKSPpada Pengelola Barang atau
BGS/BSG terdiri atas:
a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihanyang dibentuk oleh Pengelola Barang..
(2) PelaksanapemilihanmitrapemanfaatanberupaKSPpada Pengguna Barangterdiri
atas:
a. Pengguna Barang; dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oieh Pengguna Barang.

Pasal 87
(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
{2) Dalam hal objekpemanfaatan dalam bentuk KSPmerupakan BMD yang bersifat
khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasal 88
{1} Dalam  pemilihan mitra pemanfaatanKSP atau BGS/BSG, Pengelola
Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon
mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan,
b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
1. kemampuan keuangan,



2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.

c. menetapkan panitia perailihan;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dan
panitiapemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia
pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

f. membatalkan tender, dalam hal:
1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen

pemilihan;
2. pengaduan masyarakat adanva dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang
melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;

g. menetapkan mitra;

h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra;dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepadaBupati.

{2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dalam hal

diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat:

a. menetapkan Timpendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola
Barang/Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dan Pasal 12.

Pasal 89
{1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnva terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

{2) Keanggotaan panitia pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (l)berjumlah
gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) grang, yang terdiri atas:

a. unsur dari Pengelola Barangdan dapat mengikutsertakan unsur dari PD/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemgnfaatan KSP BMD pada
Pengelola Barang;

b. unsur dari Pengguna Barangdan dapat menglkutscrtakan unsur dari PD/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP BMD pada
Pengguna Barang;dan '

c. unsur dari Pengelola Barangserta dapat mengikutsertakan unsur dan PD/unit
kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:

a. unsurdari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD
pada Pengelola Barang atau BGS/BSG;dan

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD
pada Pengguna Barang.

(4) Aparat Pengawasan[nternPemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia
pemilihan.

Pasal 90

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan:
memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelalaan BMD;
mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan

e. tidakmenjabat sebagai pengelola keuangan.
{2} Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sekurang-kurangnya meliputi:

a. berstatus PNS Daerah dengan golongan paling rendah I/b atau yang setara;
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b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap
tugas/pekerjaannya.

Pagal 91
(1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
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menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan
menyampaikannyakepada Pengelola Barang/Pengguna Baranguntuk
mendapatkan penetapan; '

menetapkan dokumen pemilihan;

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media: massa nasional dan di
website Pemerintah Daerah;

melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; .

melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap pdnawaran yang masuk;
menyatakantender gagal;

melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikast;

melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau
pemilihanmitra tidak dilakukan melalui tender;

mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi
langsung/ penunjukan langsungkepadaPengelola Barang/Pengguna Barang;
menyimpan dokumen asli pemilihan;

membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan

mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atauperubahan materni
perjanjiankepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

{2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubehan materi perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelahmendapat persetujuan dari
Bupati untuk BMD yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.

{3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana
dimaksudpadaayat {1) huruf ldilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Baranguntuk BMD yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan
Pengelola Barang. '

Pasal 92

{1) Pemilihanmitra vang  dilakukan melalui mekanisme  tender, calon
mitraPemanfaatanKSPdan/atauBGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagai berikut:

a.

b.

persyaratanadministratif sekurang-kurangnya meliputi:

berbentukbadan hukum;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

membuat surat Pakta Integritas;

menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan

. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.

persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:

cakapmenurut hukum; _

tidak masukdalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan' teknis dan manajerial;
dan

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
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{2) Pejabat/pegawail padaPemerintah Daerah atau pihak yang memiliki hubungan
keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Timpemanfaatan,
maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon
mitra.

Pasal 93

(1) PengelolaBarang/Pengguna Barang menyediakan biava untuk persiapan dan
pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:

a.
b.

C.

honorariumpanitia pemilihan mitra;
biaya pengumuman, termasuk hiaya pengumuman ulang;
biaya penggandaan dokumen; dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.
(2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tender



Paragraf Kesatn
Prinsip Umum

Pasal 94

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD kepada mitra vang
tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 95
Tahapan tender meliputi:
a. pengumuman,
b. pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan dokumen penawaran;
d. pembukaan dokumen penawaran;
e. penelitian kualifikasi;
f. pemanggilan peserta calon mitra;
g. pelaksanaan tender; dan
h. pengusulan calon mitra.
Paragraf Kedua
Pengumuman
Pasal 96

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa
nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan website
Pemerintah Daerah.

{2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (I)dilakukan paling sedikit 2 (dua)

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang-kurangnya memuat:

nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;

identitas BMD objekpemanfaatan;

bentuk pemanfaatan,

peruntukan objekpemanfaatan; dan

Jjadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.
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Paragraf Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 97
{1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada
panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat
yang ditentukan dalam pengumuman.
(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat
Pemasukan DokumenPenawaran

Pasal 98 .

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihanisecara langsung kepada
panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat
yang ditentukan dalam pengumuman. .

{2} Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon = mitrayang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan. :

Paragraf Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 99
(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta
calon mitra pada waktu dan tempat vang ditentukan dalam dokumen pemilihan.



(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam. berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 {dua) orang seksi dari peserta calon
mitra yang hadir.

Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi

Pasal 100 _

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon
mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secaga lengkap, benar, dan
tepat waktu untuk memperoleh mitra vang memenuhi kuahkaam dan persyaratan
untuk mengikuti tender pemanfaatan.

{2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara vang ditandatangani
oleh panitia pemilihan.

Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 101
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus
kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui suratitertulis dan/atau surat
elektronik.

Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Tender

Pasal 102

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD berdasarkan
spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100ayat (1}.

{2} Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dllaksanakan sepanjang terdapat
paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memdsukkan penawaran.

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang dltandatangam oleh panitia
pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender, :

Paragraf Kesembilan ’
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanﬁatan

Pasal 103
{1} Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan disampaikan
secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
berdasarkan berita acara hasil tender.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:dockumen pemilihan.

Pasal 104
Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra
pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103ayat (1) dengan keputusan.

Paragraf Kesepuluh
Tender Gagal

Pasal 105
{1) Panita pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra vang lulus kualifikasi;
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
¢. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini; atau
d. calon mitra mengundurkan diri.
{2} Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.



Paragraf Kesebelas
Tender Ulang

Pasal 106

{1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:

a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105ayat (1); atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3{tiga) peserta.

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia
pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan
website Pemerintah Daerah,

{3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling
sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme
tender.

Paragraf Keduabelas
Seleksi Langsung

Pasal 107

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaxmana dimaksud dalam
Pasal 106ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2
{dua) peserta, panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya
melakukan seleksi langsung. '

{2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 {dua) calon mitra yvang mengikuti tender
ulang sebagaimana dimaksud pada avat (1).

{3) Tahapan seleksi langsungterdiri atas:
a. pembukaan dokumen penawararn;
b. negosiasi;dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ Penggund Barang.

{4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan sepertl halnya proses tender
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 95.

Pasal 108

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi
perjanjian.

{2} Selain hal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan BGS/BSG,
negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian Pemerintah Daerah dari
objekBGS/BSG vang dilakukan pemanfaatan.

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan vang
mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk
pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunanuntukpemanfaatanBGS/BSG dilarang
untuk dinegosiasikan.

{(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia
pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 109 _

{1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita:acara negosiasi melalui
cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calen mitra dengan hasil
negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/ Penggurﬂa Baranguntuk dapat
ditetapkan sebagai mitra.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} d1serta_1 dengan dasar
pertimbangandan melampirkan dokumen pemilihan. )

Paragraf Ketiga Belas
Penunjukan Langsung

Pasal 110
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri



atas 1 (saftu) peserta, panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan
selanjutnva melakukan penunjukan langsung.

{2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calonx mitra vang mengikuti
tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses tahapan seleksi langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 107berlaku
mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 111 _
Tahapan penunjukkan langsung dan proses dala tahapanpenunjukan
langsungsebagaimana dimaksuddalam Pasal 110ayat {2) dan ayat (3), berlaku mutatis
mutandis terhadap penunjukan langsung pada KSP atas BMP yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87ayat (2).

Bagian Kelima
Sewa

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 112
{1} Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD vang belum/tidak dilakukan
penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan Daerah;

b. memperoleh fasilitas vang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; dan/atau

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.

{2} Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

Daerah.

_ Pasal 113

(1) BMD yang dapat disewa berupa:

a. tanahdan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang
kepada Bupati;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna
Barang; dan/atau '

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sewa BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuanBupati.

(3) Sewa BMD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c
dilaksanakan coleh Pengguna Barang setelah mendapat pe‘rsetujuan dari Pengelola
Barang.

(4) Pihak lain yang dapat menyewa BMD, meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
¢. swasta;dan

d. badan hukum lainnva.

{5) Swastasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, antara lain:

perorangan;

persekutuan perdata,

persekutuan firma;

persekutuan komanditer;

persercan terbatas;
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lembaga/organisasi internasional/asing;
yavasan; atau
koperasi.
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Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa



Pasal 114

(1) Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
perjanjian dan dapat diperpanjang.

{2) Jangka waktu sewa BMD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 3
(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

a. kerja sama infrastruktur; _

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5
{lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(3) Jangka waktu sewa BMD untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memertukan lebih dari 5 {lima) tahun sebagaimanadimaksudpada ayat (2) huruf b
dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atasSewayang dilakukan oleh
pihak yang berkompeten.

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung
berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;
b. per bulan;

¢. per hari, dan
d. per jam,

{5} Jangka waktu sewa BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 [sepuluh) tahun dan dapat
diperpanjang 1 {satu) kali.

Pasal 115
Lingkup pemanfaatan BMD dalamrangkakerja sama mfrastrukmr dapat dilaksanakan
melaluisewamempedomani ketentuan Peraturan Perundang—undangan

Paragral Ketiga
Formula Tarif/Besaran Sewa

Pasal 116
{1) Formula tarif/besaransewa BMD ditetapkan oleh Bupati:
a. untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. untukBMD berupa selain tanah dan/atau bangunan deéngan berpedoman pada
kebijakan pengelolaan BMD.

(2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal
sewa BMD yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas BMD untuk KSPlIsebagaimana dimaksud dalamPasal 114ayat(2)
huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu
sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114ayat (2)
huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis
infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3
antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar
masyarakat dan/atau kemauan membayar masyarakat.

Pasal 117
Formula tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:
a. tarif pokoksewa; dan
b. faktor penyesuaisewa.

Pasal 118

(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117huruf aadalab hasil
perkalian antara nilai indeks BMD dengan luas tanah dan/atau bangunan dan
nilai wajar tanah dan/atau bangunan.

{2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud padaayat (1}, dibedakan untuk:

BMD berupa tanah;

BMD berupa bangunan;

BMD berupa sebagian tanah dan bangunan;dan

BMD selain tanah dan/atau bangunan.
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{3) Tarif pokok sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dapattermasuk formula sewa BMD
berupa prasarana bangunan.

{4} Tanf pokok sewa BMD ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 119

{1) Tarif pokok sewauntuk BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari: :
a. faktor variabel sewa tanah;
b. luas tanah; dan
¢. nilai tanah,

{2} Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud padaavat {1) buruf a
besarannya ditetapkan oleh Bupati.

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan nilai wajar
atas tanah.

Pasal 120

{1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119ayvat (B]dlhltung dalam meter
persegi.

(2} Dalam hal tanah vang disewakan hanya sebagian tanah, luas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah vang
disewakan.

(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap
bagian tanah yang lainnva, luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119ayat (3) dapat ditambahkan jumiah tertentu yang divakini terkena dampak
pemanfaatan tersebut.

{4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119ayat {4)dihitung dalam rupiah
per meter persegi.

Pasal 121
{1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118ayat (2)huruf b merupakan hasil perkalian dari;
a. faktor variabel sewa bangunan;
b. luas bangunan; dan
c. nilai bangunan.
{2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangynan, tarif pokok sewa
bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangu nan.

Pasal 122
{1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud glalam Pasal 121layat (1)
huruf a ditetapkan oleh Bupati.
{2} Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (]) huruf b
merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(3) Nilai bangunan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1} hurufe
merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 123

(1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, luas
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121ayat (1} hurufbadalah sebesar
luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

{2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang dlse“!akan memiliki dampak
terhadap bagian bangunan yang lainnya, luas bangunan: sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121layat {1} huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari tuas
bangunan yang divakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Nilai bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12layat (1) huruf c
dihitungdalam rupiah per meter persegi.

Pasal 124
(1} Tarif pokok sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | 18ayat (2) huruf ¢ merupakan hasil penjumlahan dari:



a. tarif pokok sewa tanah; dan
b. tarif pokok sewa bangunan.

(2} Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 119 dan Pasal 120.

(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 121, Pasal 122dan Pasal
123.

Pasal 125

{1) Tarif pokoksewa untuk prasarana bangunan sebagamlana dimaksud dalam Pasal
121ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prasarana bangunan.

{2} Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana ‘dimaksud padaavat (1)
huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan.

(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huoruf b
merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.

(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 126
{1} Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasall 17huruf b meliputi:
a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas sewa.
(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dihitung dalam
persentase.
{3} Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Paragraf Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 127
Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 126ayat (1) huruf
a dikelompokkan atas:
a. kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatansosial.

Pasal 128

{1} Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf a
diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara
lain:

a. perdagangan;
b. jasa; dan
¢. industri

{2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf b
diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atag barang atau jasa yang
diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: -

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu
atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas:yang dipertukan dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;idan

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127huruf ¢
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atasbarang/jasayang
diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungag, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum vang tidak memungut biava dan/atau tidak
terdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan sosial;

¢. kegiatan keagamaan;



d. kegiatan kemanusiaan;
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
f. kegiatan lainnya vang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf Kelima
Perjanjian Sewa

Pasal 129
{1} Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditanddtangam oleh:
a. Bupati dan penyewa, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;dan
b. Pengelola Barang dan penyewa, untuk BMD yang berada pada Pengguna
Barang.
{2) Perjanjian sewa sebagaunana dimaksud pada ayat (1), pahrg sedikit memuat:
dasar perjanjian;
para pihak yang terikat dalam perjanjian;
jenis, luas atau jumiah barang, besaran sewa, dan Jang]gi waktu;
besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
tanggung jawab penyewa atas biaya operasional daﬁj pemeliharaan selama
jangka waktu sewa; _
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori
bentuk kelembagaan penyewa;
g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap periu.
{3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dunaksudpada ayat (1) dilakukan
di kertas bermaterai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
{4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung
penyewa.

PAasDR

Paragraf Keenam
Pembayaran Sewa

Pasal 130

{1} Hasil sewa BMD merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah.

{2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2
{dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD.

(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau
menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pembayaranuang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada
lampiran yangmenjadi bagian tidak terpisahkan dar perjarjian sewa.

Pasal 131

(1) Dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat {2],
penyetoran uang sewa BMD untuk KSPldapat dilakukansecara bertahap dengan
persetujuan Pengelola Barang,

{2) Persetujuan Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (i) wajib
dilaporkan kepada Bupati.

{3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dunakbud pada avat (1}
dituangkan dalamperjanjian Sewa.

{4) Penyetoranuang sewa BMD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran
berdasarkan besaran sewa BMD hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal !} 16sampai dengan Pasal 126.

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan dari
Penilai.

{(6) Penyetoranuang sewa BMD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek
finansial untuk membayar secara sekaligusdibuktikan dengan surat pernyataan.

(7) Surat pernyataansebagaimana dimaksud pada ayat (®} ditandatangani oleh
penyewa  yang sekurang-kurangnya memuat  keterangan mengenai



ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung Jawabsuntuk membayar lunas
secara bertahap. i

Paragraf Ketujuh 1
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 132 '

(1) Jangka waktu sewa BMD dapatdiperpanjang dengan persetfijuan:
a. Bupati,untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;fian
b. Pengelola Barang,untuk BMD yang berada pada Penggupa Barang..

{2) Penyewa dapat mengajukan permchonan perpanjangap jangka waktu sewa
kepada: i
a. Bupati,untuk BMD pada Pengelola Barang;dan
b. Pengelola Barang,untuk BMD pada Pengguna Barang. |

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa ﬁsebagaunana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan ketentuan:

a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 {satu) tahun, pe ohonan perpanjangan
harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebejum berakhirnya jangka
waktu sewa, :

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan hag'us disampaikan paling
lambat 3 (tiga} bulan sebelum berakhirnya jangka wakty sewa;

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan hafus disampaikan paling
lambat 10 {sepuluh} hari sebelum berakhirnya jangka whktu sewa,

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permoh(inan harus disampaikan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

(4} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan
dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan | @ewa pertama kali.

{5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksan kan dengan mekanisme
sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagml;nana dimaksud dalam
Pasal 114ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: -

a. karakteristik jenis infrastruktur;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; :

c. ketentuan untukmasing-masingjenis mfrastrukturdaldm Peraturan Perundang-
undangan; dan :

d. pertimbanganlain dari Bupati.

Paragraf Kedelapan
Pengakhiran Sewa

Pasal 133

Sewa berakhir apabila:

a. berakhirnya jangka waktu sewa;

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian  (yang  ditindaklanjuti
denganpencabutanpersetujuansewaoleh Bupati atau Pengejola Barang;

c. Bupatiatau Pengelola Barang mencabut persetujuansewa dalam rangka
pengawasan dan pengendalian;dan

d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 134 !

(1) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhlmjga sewa dalam keadaan
baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan jpengecekan BMD yang
disewakan sebelum ditandatanganinya BASTguna memastikan kelayakan kondisi
BMD bersangkutan.

{4) PenandatangananBASTsebagaimana dimaksud pada aw,ﬁ (3) dilakukan setelah
semua kewajiban penyewa dipenuhi.

(2) Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diEgkan dalam BAST.



Paragraf Kesembilan :
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Olch Pengelolaﬂ arang

Pasal 135 -
(1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan dlSC]‘Tal dengan dokumen
pendukung.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, n;emuat

a. data calon penyewa;

b. latarbelakang permohonan,;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; Q,an

d. peruntukansewa.

(3} Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} rerdiri dari:

a. pernyataan/persetujuandaripemilik/pengurus,perwakiid pemilik/pengurus,
atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk
hukum/badan usaha;

b. pernyataan kesedizan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD
serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama ]angka Waktu sewa; dan

¢. dataBMD yang diajukan untuk dilakukan sewa. :

Pasal 136

(1) Data calonpenyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ISSavat (2) huruf a terdiri

dari:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

¢. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
d. data lainnya.

{2} Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data :calon penyewa hanya
dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk scbagau:nana dimaksud pada
ayat {1}huruf a.

(3) Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135ayat (Smuruf ¢ terdiri dari:

a. foto atau gambar BMD, berupa:
1. gambarlokasidan/atau site plantanah dan/atau . bangunan yang akan
disewa;dan
2. foto bangunan dan bagian bangunan vang akan dlsqwa
b. alamat objekyang akan disewakan, dan/atau
c. perkiraan luas tangh dan/atau bangunan yang akan dlsewakan

Pasal 137

{1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat pe!mohonan dan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 135untuki Tmenguji atas kelayakan
penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.

(2) Dalam melakukan penelitianterhadap barang yang akﬂn disewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135ayat (3)huruf ¢, Pengelola Barang dapat meminta
keterangan kepada Pengguna Barangyang menyerahkan BMD berupa tanah
dan/fatau bangunan yang digjukan untuk disewakan.

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk
melakukan penilaian objeksewa guna memperoleh nilai wajar BMD berupa tanah
dan/atau bangunan yang akan disewakan.

{4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan oleh Bupati.

{5} Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dn:pa.ksud pada ayat (3)
diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
118adalah perhitungan besaran sewa.

{6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dgunakan oleh Pengelola
Barangdalam melakukan kajian kelayakan penyewaan J%ebagannana dimaksud
pada ayat(1} dan perhitungan besaran sewa.

(7} Seluruh biaya yang tirabul dalam rangka penilaian dibeb pada APBD.

{8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon pedyewa dalam waktu yang
bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa déngan didasarkan pada
pertimbanganaspek pengamanan dan pemeliharaan BMDE serta usulan sewa yang
paling menguntungkan Pemerintah Daerah,



(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud peida ayat (1), Pengelola
Barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD ’*kepada Bupati untuk
mendapat persetujuan.

Pasal 138
{1) Bupatimemberikanpersetujuan atas permchonan sewa yang diajukan dengan
mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan pcnvewaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137ayat (9}.

{2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat
penolakan kepada pihak yang mengajukan permmtaan sewa dengan disertai
alasan. !

(3) ApabilaBupatimenyetujuipermohonan tersebut,Bupati @ menerbitkan surat
persetujuan penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangjinan.

(4) Surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah: dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) qekurang—kurangnya mcmuat
a. data BMD yang akan disewakan;

b. data penyewa;

c. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan )
2. jangka waktu. ;

{5) Besaransewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan gewa BMD berupa tanah
dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan rdasarkan formula tarif
sewa.

(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh alon penyewa dan nilai
usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasgrkan formula tarif sewa,
besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuzin sewa adalah sebesar
usulan besaran sewa dari calon penvewa.

Paragraf Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Penggunsa Barang

Pasal 139
Pengguna Barangdapat membentuk Timdalam rangka pemanfaatan sewa untuk
mempersiapkan usulan sewa.

Pasal 140 '

{1) Pengajuan permochonan sewa oleh calon penyewa scbaga;mana dimaksud dalam
Pasal 135 dan Pasal 136berlaku mutatis mutandi$ terhadap pengajuan
permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Bargng.

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
permohonansewaoleh calon penyewasebagaimana dlmaksqd pada ayat {1).

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap BMD berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

{#4) Penilaian sebagaimana dimaksudpadaayat (3) dilakukan ol;;h
a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk BMD

berupa tanah dan/atau bangunan; atau
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupatidan dapat mchbatkan penilai yang ditetapkan
oleh Bupati, untuk BMD berupa selain tanah dan/ataujbangunan.

(5) Berdasarkan hasil penelitiankelayakan dan hasil penﬂaiajjlsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat {3}, Pengguna Barang mengajulqan usulan permohonan
sewa BMD kepada Pengelola Baranguntuk mendapat persdtujuan

Pasal 141 ;
(1) Usulan permohonan sewa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 140ayat (5) disertai:
data BMD yang diusulkan;
usulanjangka waktu sewa,
usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa
surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
surat pernyataandari calon penvewa.

opo o



(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukanoleh Pengguna Bagang sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa,
usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu dlsertm surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e. _

Pasal 142

(1) Surat pernyataan Pengguna Barangsebagaimana dmlaksmi dalam Pasal 141layat
(1) huruf d menyatakan bahwa:

a. BMD vyang akan disewakan tidak sedang dlgunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD/unit kerja; dan :

b. penyewaanBMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tt;gas dan fungsi PD/unit
kerja.

(2) Surat permyataan calon penyewa sebagaimana dnnaksucﬁ dalam Pasal 141 avat
{l)huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersed@ untuk menjaga dan
memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlakn selama jangka waktu
sewa,

Pasal 143

{1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan pm;yewaan vang diusulkan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1409yat (5).

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud ppda ayat (1) Pengelola
Barangdapat meminta keterangan kepada Pengguna Bhrangyang mengajukan
sewa.

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melpkukan penilaian guna
menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Péngelola Barangmemiliki
kevakinan yang memadai bahwa:

a. luas tanah dan/atau bangunan vang disewakan ndak; mencerminkan kondisi
peruntukan sewa; atau

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan mengunakan formula sewa
dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. |

(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasarﬁsebagannana dimaksud
pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebag ana dimaksud dalam
Pasal 118dalam penghitungan besaran sewa.

{9) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan D berupa selain tanah
dan/atau bangunan Pengelola Barang melakukan pene itian atas besaransewa
yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

(6) Pelaksanaan penilaiansebagaimana dimaksud pada aya; (3) dilakukan dengan
berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan : i Peraturan Perundang-
undangan.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dlpei'gunakan oleh Pengelola
Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dlbebatikan pada APBD.

Pasal 144

(1) Pengelola Barangmemberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140ayat (5),
dengan mempertimbangkanhasil penelitiansebagaimana idimaksud dalam Pasal
143ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan scbagalmana dimaksud dalam Pasal
143ayat (7).

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola
Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa; kepada Bupati dengan
melampirkan hasil penelitian dan kajian kelavakan penvewaan.

Pasal 145 :

(1) Apabila Pengelola Barangtidak menyetujui permohonan sewa vang diajukan
Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 140ayat (5) Pengelola
Barang memberitahukan kepada pihak vang mengajukan permmtaan sewa dengan
disertai alasan.

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa :yang diajukan Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140ayat {(5) Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD.



{3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paﬁng sedikit memuat:
a. data BMD yvang akan disewakan;
b. data penyewa;
c. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

{4) Apabila usulan sewa yang diajukan olch Pengguna Barangﬁldak disertai data calon
penyewa, persetujuan sewa tidak perlu disertai data caloﬂ penyewa sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} huruf b.

{5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetuman sewa BMD berupa
tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan
formula tarif sewa. '

(6) Apabila usulan nilai sewa vang diajukan oleh calon pcnyqfwa dan/atau Pengguna
Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
besaran sewa yang dicantumkan dalam surat pcrsetujuan sewa untuk BMD
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa
dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.

{7} Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMD berupaselain
tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pasal 146

(1) Pengguna Barang melaksanakansewa berdasarkan pcrsetmuan Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1453ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak
dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Bairang tidak disertai data
calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145ayat (4) Pengguna Barang
mengupayakan agar informasi mengenai pelaksana sewa Ssebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah d n jelas oleh para calon
penyewa,

(3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang
bersamaan, Pengguna Barangmenentukan penyewa den;an mempertimbangkan
aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta pertlmtmnganusulan sewa yang
dianggap paling menguntungkan. :

Paragraf Kesebelas
Pemeliharaan Sewa

Pasal 147

{1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang dg;ewa

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) termasuk biaya
yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab
sepenuhnya dari penyewa.

{3} Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dmuwkan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

{4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3 harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

(5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar, perbaikan dapat
dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Baraglg/ Pengguna Barangdan
Penyewa.

Paragraf Keduabelas
Perubahan Bentuk BMD

Pasal 148
{1) Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan:
a. Bupati,untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang dan
b. Pengelola Barang,untuk BMD vang berada pada Pengguna Barang,



(2) Perubahan bentuk BMD sebagaimanadimaksud pada ayat! (1) dilaksanakan tanpa
mengubah konstruksi dasar bangunan.
{3) Dalam hal perubahan bentuk BMD sebagaimana dmgaksud pada ayat {2)

mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi BMD dan
disertakan dalam BASTpada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
Ganti Rugi

Pasal 149
Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dl&:wakan hilang selama
jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi se;umketf:ntuanPeraturan
Perundang-undangan. :

Paragraf Keempatbelas
Denda Sanksi

Pasal 150

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran; apabﬂa

a. penyewa belum menyverahkan BMID yang disewa pada shat berakhirnya jangka
waktu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147ayat (4)belum dilakukan atau
diperkirakan belum selesai menjelang herakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149beluym selesai dilaksanakan
paling lambat sebelum berakhirmmya jangka waktu sewa. -

Pasal 151
(1) Palam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantlan; BMD belum dilakukan
terhitung 1 (satu} bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 penyewa dikenakan sanksi administratif Berupa surat peringatan.
{2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantiari BMD belum dilakukan
terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan:sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. '

Bagian Keenam
Pinjam Pakai

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 152
{1} Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: ;
a. mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dﬂaklﬁ(an penggunaan untuk
penyelcnggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
b. menunjang pelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahanpaerah.
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan d‘tas objek pinjam pakai.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 153
(1) Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
atau antar-Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dilakukan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pcngegola Barang,dan
b. Pengguna Barang, untuk BMD vang berada pada PenggunaBarang.

{3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelo Barang/Pengguna
Barangsebagaimanadimaksud padaayat {2)di1aksanaka_1§ setelah mendapatkan
persetujuan Bupati.



Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai

Pasal 154
(1) Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa tanahdan/ata& bangunan dan selain
tanah dan/ ataubangunan yang berada pada Pengelola Barmg/ Pengguna Barang.
{2) Objek pinjam pakai BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannva.

Paragraf Keempat
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 155 '_

(1) Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 ({lima}) tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali. )

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 152ayati(1).

(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, pe#mohonan perpanjangan
jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengklela Barang/Pengguna
Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barangmelewati baths waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dllakukam dengan mengikuti tata
cara permohonan pinjam pakai baru.

Paragraf Kelima
Perubahan Bentuk BMD

Pasal 156

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai peminjam pakai dapat; mcngubah bentuk BMD
sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai
BMD.

{2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat‘, (1):
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD;

atau

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstrukm dasar BMD.

{3) Usulan perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh i’;eminjam pakai kepada:
a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;dan
b. Pengelola Barang, untuk BMD vang berada pada Penggpna Barang.

{4) Perubahan bentuk BMI) sebagaimana dimaksud pada avat {2) huruf b, dilakukan
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 157
{1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian sata ditandatangani oleh:
a. peminjam pakai dan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola
Barang;dan
b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna
Barang.
{2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling setﬁklt memuat:
a. para pihakyang terikat dalam perjanjian;
b. dasar perjanjian,

c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; .

d. jenis, luas atau jumlah barangvang dipinjamkan, dan jangka waktu;

e. tanggung jawab pcmmjam atas biaya operasional d n pemeliharaan selama
jangka waktu peminjaman;

f. hak dan kewajiban para pihak; dan

persyaratanlain yang dianggap perlu.

e



(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepadaPengguna Barang.

Paragraf Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD PadaPengelola Barang

Pasal 158

(1} Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengclola
Barang,

{2) Pengelola Barangmelakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

{3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3}3) merupakan dasar
pertimbanganBupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan
pinjam pakai.

Pasal 159 _

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana djmaksuddalam Pasal
158ayat(3)Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
kepada Bupati.

{2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:

a. pertimbanganvang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai;

¢. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan

e. jangka waktu pinjam pakai.

{3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah
dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau’bangunan.

{4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/ataul bangunan, rincian data
objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, termasuk nama
dan jumlah BMD.

Pasal 160
{1} Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati ataspea'mohonanpmjam pakai
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. BMD yang dimochon dalam kondisi belum atau tidak qedang digunakan untuk
tugas dan fungsi Pengelola Barang;dan
b. BMD yang dimochon akan digunakan untuk nqenun;ang pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ pemennta.han daerph lainnya.
{2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupatl menerbitkan surat
persetujuan pinjam pakai, yang paling sedikit memuat:
a. identitas peminjam pakai;
b. data objek pinjam pakai;
€. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai.
(3) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan
surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai
alasan.

Pasal 161
(1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang
ditandatangani oleh Bupati dan peminjam pakai.
{2) Perjanjiansebagaimana dimaksud pada ayat (1} thmdaklaalJutl dengan penyerahan
objek pinjam pakai dari Pengelola Barangkepada peminjain pakai vang dituangkan
dalam BAST.



Pasal 162 '

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai peminjam pakai wa_ub memelihara dan
mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang d]bei)ankan pada peminjam
pakal.

(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakal berakhir pemmjam pakai harus
memberitahukan kepada Pengelola Rarang akan mengakhiri atau memperpanjang
pinjam pakai.

{3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang peminjam pakal mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepzida Pengelola Barang.

{4) Pengelola Barang menyampaikan pengdean permohonan
persetujuanperpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan plﬂjam pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupam,

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraanPemerintah
Pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan '

c. surat pernyataan dari Pengelola Barangbahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pcnvelenggaraan pemerintahan
Daerah.

Pasal 163
{1) Dalam hal peminjam pakaiakan mengakhiri pinjam pakmsebelum masa pinjam
pakai berakhir peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.
{2} Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakaisebagaimana dimaksud pada ayat
{l)dituangkan dalam BAST.
(3) PengelolaBarang melaporkan BAST sebagaimana dxmaksud pada avat (2) kepada
Bupati.

Paragraf Kedelapan :
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD Pada Pengxuna Barang

Pasal 164 _

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam: pakaikepada Pengguna
Barang.

{2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persefujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Bupati melalui Pengelola
Barangberdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan:
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam péakai;

b. surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanasan pinjam pakaitidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; dan

c. data objek pinjam pakal, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD yang
memiliki kartu identitas barang.

{3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barangsekurang kurangnya
memuat: _

pertimbanganyang mendasari permohonan pinjam pakai;

identitas peminjam pakai;

tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi

tanah dan/atau bangunan; dan .

e. jangka waktu pinjam pakai.

peop

Pasal 165
{1} Pengelola Barang melakukan peneclitian atas pcnnohonan persetujuan pinjam
pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164ayat (2).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggumaan BMD;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan



¢. jangka waktu pinjam pakai,

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disampaikan kepada
Bupatisebagai dasar pertimbanganpersetujuan/ penolakan permohonan
persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.

Pasal 166

(1} Pemberian persetujuan/penolakan oleh - Bupati atas
permohonanpinjampakaidilakukan dengan mempertimbangkan:

a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau udakdlgtmakan untuk tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah;

b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk meénunjang pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintah Pusat/pemerintahan daerq’.h lainnya; dan

c. jangka waktu pinjam pakal paling lama (hma} tahun sejak
ditandatanganinyaperjanjian pinjam pakai.

{2) Dalam hal Bupati menyetujuipermohonan pinjam pakal sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 164ayat (2), Bupati menerbitkan surat pereemjuan pinjampakatyang
sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data BMD objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai. )

{3) Dalam  hal Bupati tidak menyetujui permohgnan pinjam  pakai
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 164ayat (2), Bupati melalui Pengelola
Barangmemberitahukan kepada Pengguna Barangdisertai alasannya.

Pasal 167

(1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD yang berada pada Pengguna Barangdituangkan
dalam perjanjian pinjampakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai.

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditindaklanjuti
dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam
pakai yang dituangkan dalam BAST.

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai peminjam pakal ‘wajib memelihara dan
mengamankan objek pinjam pakai scbagaimana dimaksud pada ayat (2)dengan
biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. _

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir peminjam pakai harus
memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang
pinjam pakai.

{5) Dalam hal pinjam pakai akan dlpcrpanjang pemlnjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang.

{6) Pengguna Barangmenyampaikan pengajuan perinohonan persetujuan
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(7} Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakaisebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dllampm dengan:

a. surat persetujuan pinjam paka1 sebelumnya dari Bupatl,

b. surat permyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penvelenggaraan
PemerintahPusat/pemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat pernyataan dari Pengguna Barangbahwa pelaksgnaan pinjam pakai tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyeldnggaraan pemerintahan
Daerah,dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 168
(1) Dalam hal peminjam pakaiakan mengakhiri pinjam paRaisebelum masa pinjam
pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakaisebagaimana dimaksud pada ayat
{1)dituangkan dalam BAST.
{3) Pengguna Barang melaporkan BAST sebagaimana dunaksud pada ayat (2) kepada
Bupati melalui Pengeloia Barang.

Bagian Ketujuh
Ksp



Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 169
KSP BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: :
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/ atau
b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 170

{1) KSP atas BMD dilaksanakanapabila tidak tersedia atau tldak cukup tersedia dana
dalam APBDuntukmemenuhi biaya operasional, petnehharaan, dan/atau
perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang daket]asam@kan

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMP vang bersifat khusus
dapat dilakukan penunjukan langsung. '

{3) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memiliki
karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuaidengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus sepcru bandara udarsg,
pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendunganf waduk;

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi vang berdasarkan perjanjian
hubungan bilateral antar negara; atau

d. baranglain yang ditetapkan Bupati.

{4) Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bermﬁ;t khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang
terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau
wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5} Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahujy selama jangka waktu
pengoperasian vang telah ditetapkan dan menyetor pemuagmn keuntungan hasil
KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

{6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan .sebagaunana dimaksud
pada ayat (5) yang merupakan bagian Pemerintah Dacragl harus memperhatikan
perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima
Pemerintah Daerahdengan nilai investasi mitra dalam KSP;

Pasal 171

(1) Selama jangka waktu pengoperasian mitra KSP dilarang menjaminkan atau
menggadaikan BMD yang menjadi objek KSP. '

(2) Biaya persiapan KSP vang dikeluarkan Pengelola Bardng atau Pengguna
Barangsampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.

(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya
pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman xmma KSP dibebankan pada
mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan

{5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:
a. Pengelola Barang,untuk BMD pada Pengelola Barang;dan
b. Pengguna Barang,untuk BMD pada Pengguna Barang.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Pasal 172
{1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
a. Pengelola Barangdengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada pada
Pengelola Barang;atau
b. Pengguna Barangdengan persetujuan Pengelola Barang,untuk BMD yang
berada pada Pengguna Barang.
(2) Persetujuan Pengelola Barang scbagaimana dimaksud: padd avat (1) huruf b
setelah mendapat pertimbangandari Bupati. :
(3) Pihak yangdapat menjadi mitra KSP BMD meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau



c. swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek KSP

Pasal 173
{1) Objek KSP meliputi BMD berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan yang  berada pada Pengelola
Barang/PenggunaBarang.
{2) Objek KSP BMD berupe tanah dan/atau bangunan sebagmmana dimaksud pada
ayat {1) huruf a dapat dilakukan untuk sebagian atau ke'seluruhannva

Paragraf Keempat
Hasil K8P

Pasal 174
(1) Hasil KSPdapat berupatanah, gedung, bangunan,sertasagrana dan fasilitas yang
diadakan oleh mitra KSP. '
(2} Sarana dan fasilitas hasil KSPsebagaimana dimaksud pada ayat {1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
¢. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.
(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan
_ KSP.
(4) HasilKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:BMD sejak diserahkan
kepada Pemerintah Daerahsesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya
perjanjian.

Pasal 175
{1} HasilKSP BMD dalam rangka penyediaaninfrastrukturterdiri atas:
a. penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama Jangkawaktu KSP BMD;dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.
{2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [1)huruf a terdiri atas:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

Pasal 176

{1} Dalam pelaksanaan KSP mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau
penambahan hasil KSP.

{2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagalmana dimaksud pada ayvat {1)
dilakukan dengan cara addendum perjanjian.

(3} Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada @yat (2) ditujukan untuk
menghitung kembali besarankontribusi tetap dan pembagian keuntungan,

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebggaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Timberdasarkan hasil perhitungar,

(5) Timsebagaimana dimaksud pada ayat (4} ditetapkan:
a. Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; atau
b. Pengelola Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau hangunan.

(6) Perubahan danjatau penambahan hasil KSP dﬂakukan setelah memperoleh
persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSP
Pasal 177
(1) Jangka waktu KS8P paling lama 30 ({tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.



{2) Dalam hal KSP atas BMD dilakukanuntuk penyediaan infrgstruktur, jangka waktu
KSP paling lama 50 {lima puluh} tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan
dapat diperpanjang.

Pasal 178
(1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan
permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum jangka waktu berakhir.
{2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan Daerah; dan '
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu mitra KSP mematuhiperaturan dan
perjanjian KSP.

Paragraf Keenam
Perjanjian KSP

Pasal 179 _

{1} Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati atau Pengelola
Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkankeputusan pelaksanaanKSP
olehBupati. :

{2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditapdatangani oleh mitra
KSPdan: -

a. Bupati, untuk BMD vang berada pada Pengelola Barangatau
b. Pengelola Barang, untuk BMD vang beradapada Penggupa Barang.

{3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikitmemuat:

dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek KSP;

hasil KSP berupa barang, jika ada;

peruntukan KSP;

jangka waktu KSP;

besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme

pembayarannya; '

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

ketentuan mengenai berakhirnya KSP;

sanksi; dan

penyelesaian perselisihan.

4 Pexjan_uan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk
Akta Notaris.

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan
bukti setor pembayaran Kkontribusi tetap pertama kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

{6} Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebggaimanadimaksud pada
ayat (5} merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.
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Paragraf Ketujuh
Kontribusi Tetap Dan Pembagian Keuntllngan

Pasal 180
{1) Mitra KSP wajib menyetorkan:
a. kontribusitetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama
jangka waktu KSP.

(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a dan pembagian
keuntungan KSPsebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b merupakan
penerimaan Daerah. ‘



{4} Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasﬂ KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

{5} Dalam KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan, scbag:bn kontribusi tetap dan
pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannva yvangberupa bangunan
beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan merupakan objek KSP.

Pasal 181

{1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagign dari kontribusi tetap
dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal
180ayat (5} paling banyak 10% (sepuluh persen} dari tota} penerimaan kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.

{2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian konmbum {etap dan pembagian
keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD.

{3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntgngan KSP BMD berupa
tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atag bangunan ditetapkan
dari hasil perhitungan Timyang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

{4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD
berupaselain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan
Timyang dibentuk oleh  Pengelola Barang, berdasarkan  dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 182

{1} Perhitungan kontribusitetap merupakan hasil perkalian dari:
a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar BMD yvang menjadi objek KSP.

{2} Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksyd pada ayat (1) huruf a
ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tmfberdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Nilai wajar BMD dalam rangka KSP sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} huruf b
berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Pubhk yang ditetapkan oleh
Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan;:

b. hasilpenilaian oleh Timyangditetapkan oleh Bupati :dan dapat melibatkan
Penilai yang ditetapkanBupati, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Apabilaterdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilal wajar hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat {3)huruf a, dalam rapgka pemanfaatan BMD
digunakan nilai wajar hasil! penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf
a.

_ Pasal 183

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182ayat (1} huruf a meningkat setiap’ tahun, yang dihitung
berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhankan estimasi
tingkat inflasi.

(2) Besaran peningkatanpersentasekontribusi tetap sebagaunana dimaksud pada ayat
(1) dltetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam
perjanjian KSP.

Pasal 184

{1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukandengan mempeﬂlmbangkan
a. nilai investasiPemerintah Daerah;

b. nilai investasi mitra KSP; dan
¢. risiko yang ditanggung mitra KSP.

{2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh Bupatidari hasil perhitungan Tunberdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana; dlmaksud pada ayat {1)
huruf a didasarkan pada nilai wajar BMD yang menjadi obgek KSP.



(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b
didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP,

Pasal 185
(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembgholchBupauda]am hal
realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi
investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
{2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] didasarkan dari hasil
audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 186
(1} KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasmnalkat@ BMD.
(2} KSP operasional atas BMD sebagaimana dimaksud Ppada ayat {1) bukan
merupakan penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain.
(3) Apabilamitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD ;;;;Ean keuntungan yang
menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Bupati berdasarkan persentase tertentu
dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 187 _

{1) Apabilamitra KSP BMD untyk penyediaan
infrastrukturberbentukBadanUsahaMilik Negara/Daerah,: kontribusi tetap dan
pembagian keuntunganyang disetorkan kepada Pemerintah Daerahdapat
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasilperhitungan
TimKSPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (5}.

(2) Penetapankontribusitetapdanpembagiankeuntungan sebagpimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan
hasil analisis kelavakan bisnis KSP.

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Kedelapan
Pembayaran Kontribusi Tetap Dan Pembagian HKeuntungan

Pasal 188

{1} Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh
mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
penandatanganan perjanjian KSP.

(2) Pembayaran kontribusi tetap tahunberikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum
Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal: ‘yang ditetapkan dalam
perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan bcrgkhlrnya perjanjian KSP.

{3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2)
dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 189
{1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumrwa harus disetor ke
rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan scspal dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap mhun sampai dengan
berakhimya perjanjian KSP.
{2} Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana d1maksud pada avat (1}
dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati,

Paragraf Kesembilan
Berakhirnya XS8P

Pasal 190
{1) KSP berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang daldm perjanjian;
b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupatl atau Pengelola Barang;
¢. berakhimya perjanjian KSP; dan
d. ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang—{tmdangan
(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _fhuruf bdapat dilakukan
dalamhal mitra KSP:



a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun bcrturut turut;
b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tlga) tahun berturut-tunit
sesuai perjanjian KSP; atau
c. tidak memenuhi kewajiban selain sebaga.lmana dmiaksud pada huruf a
danhuruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP
{3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (2} dﬂalmkan oleh:
a. Bupati, untuk BMD vang berada pada Pengelola Barang,atau
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang herada pada Penggupa Barang.
(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan secara tertulis.

Pasal 191

(1) Paling lambat 2 {dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra harus
melaporkan akan mengakhiri KSP.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bupati atau Pengelola
Barang meminta auditor independen/aparat pengawasanmternpemcnntah untuk
melakukan audit atas pelaksanaan KSP,

{3) Auditor independen/Aparat Pengawasanlntern Pemerintah sebagaimana dimaksud
padaayat (2} menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola Barang,dan/atau
Pengguna Barang.

(4) Bupati, Pengelola Barang,dan/atau Pengguna Barang menyampajkan hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.

{5} Mitra KSP menindakianjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dan
melaporkannya kepada Bupati,Pengelola Barang, dan/ataw Pengguna Barang.

Pasal 192

{1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambatpada sgat berakhimya jangka
waktuKSP.

(2} Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltuangkan dalam BAST.

{3} Dalam hal mitra KSP belum selesai menindaklanjuiti hasil auditsetelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada at’yat {1}, mitra KSP tetap
berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pcngakhlmn K8P dan penyerahan
objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ‘Bupati paling lambat ]
{satu} bulan setelah penverahan.

Pasal 193

{1) PengakhiranperjanjianKSP secara sepihak oleh BupatiatauPengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan
menerbitkan teguran tertulispertama kepada mitra KSP. .

{2} Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguransebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejakditerbitkan teguran
tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis
kedua.

(3) Apabilamitra KSP tidak melaksanakan tegurankedua sebagalmana dimaksud pada
ayat (2} dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) harti kalendersejakditerbitkan teguran
tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barangmenerbitkan teguran tertulis ketiga
yvang merupakan teguran terakhir.

{4) Apabilamitra KSP tidak melaksanakan tegurankctlgabebagaunana dimaksud pada
ayat (3)dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis ketiga,Bupati atau Pengelola Barangmenerbitkan suirat pengakhiran KSP.

{5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada -Bupati atau Pengelola
BRarangdalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari setelah menerima
surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {4}).

Paragraf Kesepuluh -
Tata Cara Pelaksanaan KSP BMD Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 194
Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengeﬂola RBarangmeliputi:
a. inisiatif atau permohonan;



b. penelitian administrasi;

pembentukan Timdan penilaian,

perhitungan besaran penerimaan Dacrah dari KSP berupa kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan,;

Ao

e. pemilihan mitra;

f. penerbitankeputusan;

g. penandatangananperjanjian; dan
h. pelaksanaan.

Pasal 195 _
KSP atas BMD yangherada pada Pengelola Barangdapat dilakukanberdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonandari pihak lain.

Pasal 196
(1) Inisiatif Bupati terhadap KSP atas BMD sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
195huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP BMD.
(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) damt berasal dari rencana
kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 197
(1} Permohonandari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasall95huruf b,
diusulkan kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat {1} paling sesiikit memuat:
a. latar belakangpermohonan;
b. rencana peruntukankKSp;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulanbesaran penerimaan Daerah dari KSP.
{3) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data BMD yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
b. data pemohon KSP;
c. proposal rencana usaha KSP;dan
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
{4) Informasi lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,antara lain:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yvang dipersamakan.
{5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak diberlakukan
untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan BMD.

Pasal 198
{1) Pengelola Barangmelakukan penelitian administrasi atas dt)kumen BMD yang akan
dilakukan KSP.
(2) Dokumensebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:
a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan,; .
b. dokumenpengelolaan BMD; dan
¢. dokumen penatausahaan BMD.

Pasal 199
Apabilahasil penelitian administrasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 198 BMD
dapat dilakukan KSP, Bupati:
a. membentuk TImKSP; dan
b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian BMD
yvang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

Pasal 200
(1) Dalam hal BMD dapat dilakukan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
199Bupatimembentuk TimKSP.
(2) TimKSP bertugas:



a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas ;;yang akan ditenderkan
apabilaKSPberdasarkan inisiatif Bupati dan bﬂkan dalam rangka
mengoperasionalkan BMD;

b. menghitung besaran penerimaan Daerah dari KSP berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian;

¢. menyiapkan perjanjian KSP;

d. menyiapkan BASTobjek KSP dari Pengelola Barang kepa;ia mitra KSP; dan

e. melaksanakankegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada' ayat{2), TimKSP dapat
mengikutsertakan PD/unit kerja teknis yang berkompeten.

Pasal 201

{1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat menugaskan
penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
a. analisis penggunaan atas BMD yang akan dilakukan KSP; atau
b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

{2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199humf b dan laporan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai
bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 202

(1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 20layat
{l)ldan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar BMD, TimKSP
menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan.

(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
oleh TimKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182sampai dengan Pasal 187.

(3) Dalam halusulan besaran kontribusi tetap dan persentase: pembagian keuntungan
yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan
TimKSPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalampersetujuan KSP adalah
sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase 'pembagian keuntungan
yang diajukan olehpihak lain,

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian kﬁuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan
pemilthan mitra KSP.

Pasal 203
Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 85sampai
denganPasal 111.

Pasal 204
{1) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikitmemuat:
objek KSP;
peruntukan KSP;
penerimaan Daerah dari KSP;
identitas mitra KSP; dan
jangka waktuKSP.

opogp

Pasal 205

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana d;maksud Pasal 204, para
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179ayat (1) meénandatangani perjanjian
KSPdilakukan paling lambat 1 (satu} tahun terhltung sejak tanggal berlaku
keputusan pelaksanaan KSP,

{2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kethusan pelaksanaan KSP
ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP,
keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204dinyatakan
tidak berlaku.



(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mitra KSP menunjukan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 206
(1} Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
KSP.
{2) Apabila KSPdilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan BMD,pada saat
pembangunan selesai dilaksanakan mitra KSPwajib:
a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan bagian
dari kontribusi tetapdan pembagian keuntungansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 180ayat (5); dan
b. dapatlangsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan
perjanjian KSP.

Paragraf Kesebelas
Tata Cara Pelaksansan KSP BMD Yang Berada Pada Henwma Barang

Pasal 207
Tahapan pelaksanaan KSPatas BMD yang berada pada Pengg1ma Barang meliputi:
permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Timdan penilaian;
perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan:
persetujuan,;
pemilihanmiira;
penerbitan keputusan;
penandatangananperjanjian; dan
pelaksanaan.

S ERMO RO o

Pasal 208

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207huruf a diajukan oleh
Pengguna Baranguntuk memperoleh persetujuan dari Pengeloia Barang,

{2) Permohonansebagaimana dimaksudpada avat (1) paling sedikit memuat:

a. latar belakangpermohonan;

b. rencana peruntukankKSp;

¢. jangka waktu KSP; dan

d. usulanbesaran penerimaan Daeranh dariKSP.

(3) Permahonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. data calon mitra KSP,

b. proposal rencana usaha KSP;

c. data BMD yang akan dijadikan objek K8P;dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

[4) Surat pernyataandari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d menegaskan bahwa: '

a. BMD vang akan menjadi objek KSP tidak scdang digpunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan

b. pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
PD.

(5) Dalam hal Pengguna DBarangmengusulkan penetapap mitra KSP melalui
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170ayat (4),
pengajuan permohonan  dari Pengguna Barang  kepada Pengelola
Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data ¢alon mitra KSP.

(6) Datacalon mitra K8Pscbagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

nama;

alamat;

Nomor Pokok Wajih Pajak;

bentuk kelembagaan, jenis kegintan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda

Izin Usaha atau yang sejenisuntuk calon mitra KSPyang berbentuk badan

hukum/badan usaha.

ADODR

Pasal 209



(1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208ayat
(1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra
dan laporan TimKSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

(2) ApabilaPengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola
Barangmemberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayapt (1} dilakukan oleh
Pengelola Barangdengan menerbhitkan surat persetujuan,

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} paling sedikit memuat:

ohijek KSP;

peruntukan KSPF,

nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai-investasi pemerintah,

minimal besaran kontribusi tetap;

minimal persentase pembagian keuntungan; dan

jangka waktu KSP.

)] Berdasarkansurat persetyjuan KSP sebagaimanadimaksud pada ayat {4), Bupati
menetapkan keputusan pelaksanaan KSP,

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {5),
para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayet (1) menandatangani
perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 {satu) tahun terhitung sejak tanggal
berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

{7} Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila
dalam jangka waktu 1 (satu} tahun secjuk ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan
penandatanganan surat perjanjian KSpP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud paga ayat (6} dilakukan
setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun
pertama.

~pap T

Pasal 210
Ketentuan pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengelpla Barangsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 197sampai dengan Pasal 206mutatis mutandisberlaku untuk
pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf Keduabelas
Perpanjangan Jangka Waktu KSP .
Yang BeradaPada Pengelola BarangDan Pengglma Barang

Pasal 211

(1} Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas BMD yang berada pada
Pengelola Barang diajukan olch mitra KSP kepada Bupati paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.

{2) Permohonansebagaimana dimaksud avat (1) dilampiri:

a. proposal perpanjangan KSP;

b, data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima)
tahun terakhir.

(3} Bupati mecneliti permmohonan scbagaimana — dimaksudpada  ayat (1},
sertamengevaluasi  kelayakan perpanjangan  pelaksanaan KSP  vyang telah
berlangsung.

(4) Apabilaberdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Bupati
menyetujuli usulan perpanjangan jangka waktu KSP, Bupati:

a. membentuk TImKSP; dan

b. menugaskanpenilai untuk melakukan penghitungan nilai BMD yang akan
dijadikan objck KSP, besaran kontribusi tetap, dan perscntase pembagian
keuntungan KSP.

(3) TugasTimKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf aantara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribuisi tetap dan persentase pembagian keuntungan
KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian;dan
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskanoleh Bupati.

Pasal 212



(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan
KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21layat (3),Bupati melalui Pengelola
Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan
analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.

{2) Penilai atau pihak vang berkompetensebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
menyampaikan laporan analisis kelavakan perpanjangan vang merupakan hasil
pelaksanaan tugas kepada Bupatimelalui Pengelola Barang.

(3} TImKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21layat (5) menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan tugas kepada Bupatimelalui Pengelola Barang.

(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas TimKSPsebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka:waktu KSP tidak dapat
disetujui, Bupatimenerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu
KSPyvang ditujukan kepada mitra KSI’ disertai dengan alasan.

(5} Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas TimKSPsebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menunjukan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat
disetujui, Bupatimenerbitkan surat persetujuan perpanjaggan jangka waktu KSP
yvang ditujukankepada mitra KSP.

(6} Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} TimKSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu
KSP sekaligus menyiapkan hal teknis vang diperhukan. _

{7) Perpanjangan jangka waktuKSP sebagaimana dimaksud pq;da ayat (6)berlaku pada
saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupatldengala mitra KSP dilakukan.

Pasal 213
(1) Permohonan perpanjanganjangka waktu KSP atas BMD yang berada pada
PenggunaBarangdiajukan oleh mitra KSP kepada PenggunaBarang.
{2) Permohonan scbagaimana dimaksud avat (1) dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima)
tahun terakhir,

Pasal 214

(1) Pengguna Barang mclakukan penelitian  administrasi  atas permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSPsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 213ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1)Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka
waktu KSP kepada Pengelola Barang.

{3) (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi chjek KSP; dan

¢, bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima)
tahun terakhir.

(4) Apabilaberdasarkan hasil penelitian sebagaimana dunaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan Jangka waktu KSP,Pengelola
Barang:

a. membentuk TimKSP; dan
b. menugaskan penilai.

Pasal 215 _

{1} TimKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214ayat {4}huruf a bertugas antara
lain:
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan K8P;
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan

KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian;

c¢. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

(2) TimKSP sebagaimana dimaksudpada ayat {1)menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas kepada Pengelola Barang.

{3) Apabila hasil pelaksanaan tugas TimKSP sebagaimana dimaksud pada ayat
{2)menunjukan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat



disetujui, Pengelola Barangmenerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka
waktu KSPyang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

(4) Apabilahasil pelaksanaan tugas TimKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menunjukan bahwa permohonan perpanjangan jangka wal¢tu KSP dapat disetujui,
Pengelola Barangmenerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukankepada mitra KSP.

(5} Berdasarkanpersetujuan perpanjangan Jangka waktu KSP Bebagaunana dimaksud
pada ayat {4}, TimKSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP
sekaligus menyiapkan hal teknis vang diperlukan.

Pasal 216
{1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214ayat (4) huruf b bertugas
melakukan penghitungan nilai BMD yang akan dijadikan objek KSP, besaran
kontribusi tetapdan persentase pembagian keuntungan KSP.
(2} Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penilaian
vang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 217
(1) Palam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan
KSPatas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,
Pengelola Barangdapatmenugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk
melakukan analisiskelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.
(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan perjanjian
KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 218

(1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barangtidak menyetujui permochonan
perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya
diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka
waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

(2) Penyerahan objek KSP besertasarana dan prasarananya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan BAST antara mitra KSP dengan:
a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk BMD vang berada pada Pengguna Barang,

Bagian Kedelapan
BGS dan BSG

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 219
{1) BGS/BSG BMD dilaksanakandengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi: dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas tersebut.

{2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG
harus dilengkapi dengan IMB atas namaPemerintah Daerah.
{3} Biava persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola BarangatauPengguna

Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkanpya mitra BGS/BSG dan
biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang begrsangkutan.

(3) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan Daerah yang
wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daergh.

(6) BGS/BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barangsetelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 220



(1) Penetapan statusPenggunaan BMD sebagai hasil
daripelaksanaanBGS/BSGdilaksanakanoleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi PD terkait.

{2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya
jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah s¢lesainya pembangunan
untuk BSG.

Pasal 221
{l) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, iselama jangka waktu
pengoperasian: :
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas UYmum Daerah setiap
tahunsesuaibesaran yang telah ditetapkan; :
b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
c. dilarangmenjaminkan,menggadaikan, atau memindahtangankan:
1} tanah yvang menjadi objek BGS/BSG;
2) hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
3} hasil BSG.
(2) MitraBGS BMD harus menyerahkan objek BGS kepadaBypati pada akhir jangka
waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasanintern
pemerintah.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana

Pasal 222
(1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
{2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. badan hukum lainnya.

(3} Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk
konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai
pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian
BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal 223

(1) Objek BGS/BSG meliputi:

a. BMD berupa tanah yvang berada pada Pengelola Barang; atau
b. BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Dalam hal BMD berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf btelah direncanakanuntuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barafg yang bersangkutan,
BGS/BSG dapat ditakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barangsesuai tugas dan fungsinya.

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada avat (3] adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan,
pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

Paragraf Keempat
Hasil BGS/B8SG

Pasal 224
(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG
merupakan hasil BGS/BSG.
(2} Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain:



a. peralatan dan mesin,
b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya. ;

{3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerahsesuai perjanjian atau
pada saat berakhirmya perjanjian.

Pasal 225

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukanperubahan
dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

{2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggarpan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerahdan/atau untuk program nasional sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

{3) Peruhahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagpimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG.

{4} Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pdda ayat (3}):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh)itahun; dan
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang dltctapkan berdasarkan hasil
perhitungan Timyang dibentuk oleh Bupati.

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagplmana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BBSG

Pasal 226
BGS/BSG BMD dilaksanakan dengan bentuk; ;
a. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengelola Barang,ddn
b. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf Keenam _
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 227
{1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.
{2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan 110.

Pasal 228
Hasil pemilihan rmtra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227ditetapkan
oleh Bupati.

Paragraf Ketujuh
Jangks Waktu BGS/BSG

Pasal 229
(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh] tahun sejak perjanjian
ditandatangani.
{2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/B8G

Pasal 230
{1} Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
{2} Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara
Bupati dengan mitra BGS/BSG.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sekurang-kurangnya memuat:



dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek BGS/BSG;

hasil BGS/BSG;

peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;

besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi

Pengelola Barang/Pengguna Barang;

hak dan kewajiban para pihak vang terikat dalam perjanjian;

ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;

. sanksi;

penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4) PerjanjianBGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris.

(5} Penandatanganan perjanjian BGS/BSG ditakukan setelah mitra
BGS/BSGmenyampaikan bukti setor pembayaran kontnbusn tahunan pertama
kepada Pemerintah Daerah.

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagalmana dimaksud pada
ayat {5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yvang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.
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Paragraf Kesembilan
Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung

Untuk Tugas Dan Fungsi PemerintahDaerah,
Penghitungan, Dan Pembayarannya

Pasal 231
(1) Mitra wajib membayvar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas
Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.
(2} Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dihitung oleh
Timyang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 232

(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian glari besaran persentase
kontribusi tahunan dengan nilai wajar bmd yang akan dilakukan BGS/BSG.

{2} Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.

(3) Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) gitentukan berdasarkan
hasil penilaian oleh Penilai Pemerintahatau Penilai Publlk vang ditetapkan oleh
Bupati.

{4) Dalam hal nilai BMD berbeda dengan nilai wajar hasxl penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) BGS/BSG BMD menggunakan nilai wajar hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 233
(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun
dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232ayat (2).
{2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dihitung berdasarkankontribusi
tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
(3) Besarankontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG
dan dituangkan dalam perjanjian.

{4) Dalam hal usulan besaran Kontribusi tahunan yang digjukan oleh calon mitra
BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai
Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan
pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar
usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pasal 234



(1) Pembayaran kentribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh
mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dugs) hari kerja sebelum
penandatanganan perjanjian BGS/BSG.

{2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah
harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

(3} Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling
lambat 6 {enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

{4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuktikan dengan bukti setor,

Pasal 235

(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG paling sedikit 10% {sepuluh persen)
dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk
penvelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan vang dilakukan
rekomendasi oleh Timyang dibentuk oleh Bupati.

(3) Penyerahan bagian hasilBGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan scsuai dengan waktu yvang ditentukan dalam
perjanjian BGS/BSG.

(4) Penetapan penggunaan BMD hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kesepuluh
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 236

{1} BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirmmya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian
BGS/BSG;

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;

c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BG$/BSG tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, antara lain:

a. mitra BGS/BSG terlambat membavar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut;

b. mitra BGS/BSG tidak membayvar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut;atau

¢. mitra BGS/BSG  belum  memulai  pembangunan  dan/atau  tidak
menyelesaikanpembangunan sesuaidengan perjanjian, kecuali dalam keadaan
kahar.

{3} Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat dilakukan oleh
Bupatisecara tertulis.

Pasal 237
(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupatisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 236ayat (1)huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mjtra BGS/BSG;
b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30
{tiga  puluh}) hari  kalender sejak  diterbitkan  teguran tertulis
pertama,Bupatimenerbitkan teguran tertulis kedua;

¢c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan tegugan kedua dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua,
Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga vyang merupakan teguran
terakhir;dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga,
Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.



(2) Setelah menerima surat pengakhiran 13GS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari, mitra BGS/BSG wajib
menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.

(3) Bupati meminta Aparat Pengawasan InternPemerintah untuk melakukan audit
atas objek BGS/BSG vang diserahkan oleh mitra BGS/BSG,

{4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:

a. kesesuaijan jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan diserahkan
dengan perjanjian BGS/BSG;

b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSGantara yang akan
diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan

c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

{(5) Aparat Pengawasanintern Pemerintah melaporkan hasil audit kepada Bupati
dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.

(6) MitraBGS/BS8G menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampa.lkan oleh Aparat
PengawasanIntern Pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati.

(7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam BAST. )

(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil
audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelgh dilakukannya serah
terima sebagaimana dimaksud pada avat (7).

(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG
untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian
BGS/BSG.

Paragraf Kesebelas
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas BMD Bemipa Tanah
Yang BeradaPada Pengelola Barang

Pasal 238
Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang,
meliputi:
inisiatif atau permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Timdan Penilaian;
perhitungan besaran penerimaan Daerah berupa Kkontribusi tahunan dan

persentase hasil BGS/BSG vangdigunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan;
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e. pemilihan mitra;

f. penerbitan keputusan;

g. penandatanganan perjanjian; dan
h. pelaksanaan.

Pasal 239
BGS/BSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan
berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 240
(1) Inisiatif Bupati atas BGS/BSG BMD sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 239huruf
a dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD.
{2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berasal dari rencana
kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Pasal 241
(1) Permohonan dari pihak lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 238huruf b,
diusulkan kepada Bupati yang memuat:
latar belakang permchonar,
rencana peruntukan BGS/BSG;
jangka waktu BGS/BSG;dan
usulanbhesaran kontribusi tahunan.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:

data BMD vang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;

data pemohon BGS/BSG;

proposal rencana usaha BGS/BSG; _

informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi
mengenai:

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kpta dan

2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakar.
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Pasal 242

(1) Besarankontribusitahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahandihitung oleh TImBGS/BSG
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar BMD dan analisis dari
Penilai.

{2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi
pemerintahan, dilakukan oleh TimBGS/BSG.

(3) Apabiladiperlukan, Bupati melalui Pengelola Barangdapat menugaskan Penilai
untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.

{4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuktugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra.

{5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
Bupati.

Pasal 243
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan {.ﬁbdung dan fasilitasnya
sesuai dengan yvang telahditentukan dalam perjanjian BGS{ BSG.
(2) Apabila mitraBGS/BSGtelah selesai melaksanakan pem angunan gedung dan

fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang dlgunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sgbagaimana ditentukan
dalam perjanjian BSG/BGS;

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai
dengan perjanjian BGS;dan

¢. mitramenyerahkanhasilBSGkepadaBupati.

(3) Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mcrupakan BMD.

Pasal 244 _
Ketentuan mengenaipelaksanaan KSP BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195
sampai dengan Pasal 206mutatis mutandis berlaku untuk pelak‘aanaan BGS/BSG
yang berada pada Pengelola Barang, :

Paragraf Keduabelas _
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSGAtas BMD Beyupa Tanah
Yang Berada Pada PenggunaBarang

Pasal 245

(1) Barang milik daerahberupa tanah vang berada pada Pengguna Barang dapat
dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
a. inisiatif Pengguna Barang; atau
b. permohonan dari pihak lain.

(2) InisiatifPengguna Barang atas pelaksanaan BGS/B3G BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk surat permohonan
pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Bupati.

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud: pada ayat (l)huruf b,
disampaikan dalam bentuk surat permohonan peldksanaan BGS/BSG yang
ditujukan kepadaPengguna Barang.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) memuat antara lain:

a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BSG;



c. jangka waktu BGS/BSG;

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

e. usulan persentase hasil BGS/BSG vang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan.

Pasal 246

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG terhadap
permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245ayat (3} kepada
Bupati, yang memuat:

latar belakang permchonan;

rencana peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

usulan besaran kontribusi tahunan; dan

usulan persentasc hasil BG8/BSG yang digunakan langsung untuktugas dan

fungsi pemerintahan.

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: -

a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposal BGS/BSG;

d. data BMD yang akan dilakukan BGS/BSG; dan

e. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

{3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menegaskan bahwa:

a. BMD yang akan dilakukan BGS/BSG tidaksedang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok PD/unit kerja; dan

b. pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak akan mengganggu- pelaksanaan tugas dan
fungsi PD.

{(4) Informasi lainnya yang berkaitan denganusulan BGS/ BSGsebagalmana dimaksud
pada ayat (2) huruf e,antara lain informasi mengenai:

a. RencanaUmum Tata Ruang Wilayah dan penataan kotajdan
b. bukti kepemilikan atau dokumen vang dipersamakan.

(3) Apabilapermohonan BGS/BSG vang diajukan oleh Pepngguna Barang bukan
berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, permohonan BGS/BSG
kepada Bupati tidak perlu disertai data pemohon BGS/ BS(G  sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b,

{6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (5) Pengelola Barangmelakukan penelitian admmnstras; atas BMD vang
akan dilakukan BGS/BSG.

{7) Pengelola Barangmenyampaikan hasil penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat
(6)kepada Bupati. :
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Pasal 247

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaunana .dimaksud dalam Pasal
246ayat (7] Bupati dapat memberikan persetujuan atélu penolakan terhadap
permohonan BGS/BSG.

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/ BSG, Bupati menerbitkan
surat penolakan vang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai
alasan.

{(3) ApabilaBupatimenyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan surat
persetujuan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) memuat persetujuan
Bupatidan kewajiban PenggunaBaranguntuk menyerahkan BMD vyang akan
dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Bupati.

(5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana .dimaksud pada ayat (4},
dituangkan dalam BAST.

Pasal 248
(1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitasyang akan dibangun di atas
objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan pertimbanganbersama antara
Pengelola Barang dan Pengguna Barang.



(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSPsebagaimana dimaksud dalamPasal 195sampai
dengan Pasal 206berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan BGS/BSG BMD
atas tanah yang berada pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
KSPI

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 249

KSPlatas BMD dilakukan dengan pertimbangan:

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna
mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDuntuk penyediaan
infrastruktur; dan _

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan
oleh pemerintah.

Pasal 250
(1) Kewajiban mitra KSPI selama jangka waktu KSPladalah:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindghtangankan BMD yang
menjadi objek KSPI; :
b. wajib memelihara objekKSPIdan barang hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntunggn sepanjang terdapat
kelebihan keuntungan yang diperoleh dari vang -ditentukan pada saat
perjanjian dimulai. _
{2} Mitra KSPlharusmenyerahkan ohbjek KSPI dan barang hasil KSPlI kepada
Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu K&PI sesuai perjanjian.
{3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada avat (2) menjadi BMD sejak
diserahkan kepada Pemerintah Dacrahsesuail perjanjian.
{4} Penetapan mitra KSP! dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 251
Jenis infrastruktur vang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan Peratuan Perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSPIAtas BMD

Pasal 252
(1) Pihak yvang dapat melaksanakan KSPI adalah: ;
a. Pengelola Barang,untuk BMD vang berada pada Pengeﬁola Barang; atau
b. Pengguna Barang,untuk BMD yang berada pada Pengguina Barang.
{2) KSPI atas BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
(3) Badan usaha scbagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah badan usaha vang
berbentuk:
a. Persercan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;
¢. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. Koperasi.

Paragraf Ketiga
PJPK KSPI Atas BMD

Pasal 253



(1) PJPK KSPI atas BMD dalah pihak vang ditunjuk dan/ aﬁau ditetapkan sebagai
PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja samaPemerintahDaerah dengan badan
usaha.

{2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaunana dimaksud
pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundan_g-undangan

Paragraf Keempat
Objek KSP1

Pasal 254
(1) Objek KSPI meliputi:
a. BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. BMD yang berada pada Pengguna Barang.
{2) Objek KSPlatas BMD meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf Kelima
Jangka WaktuKSPI

Pasal 255
(1) Jangka waktu KSPlatas BMD paling Iama 50 (lima puluh} tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada avat {1) ditetapkan
oleh Bupati.
(3) Jangka waktu KSP1 atas BMD dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dituangkan dalam perjanjian KSP! atas BMD.

Pasal 256

(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimang dimaksud dalam Pasal
255ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi government forcemajeure, seperti
dampak kebijakan pemerintah vang disebabkan oclch te;jadmva krisis ekonomi,
politik, sosial, dan keamanan.

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimam dimaksud pada ayat (1)
diajukan permohonannya paling lama 6 {enam) bulan setelah government force
majeureterjadi.

Paragraf Keenam
Hasil KSPI Atas BMD

Pasal 257
(1) Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas:
a. baranghasil KSPiberupa infrastruktur beserta fasilitasnya vang dibangun oleh
mitra KSPI; dan
b. pembagian atas kelebthan keuntungan yang diperoleh dari vang ditentukan
pada saat perjanjian dimulai.
(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
b merupakan penerimaan Pemerintah Daerah yvang harus disetorkan ke rekening
Kas Umum Daerah.

Pasal 258

(1} Formuiasi dan/ataubesaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh
Bupati.

{2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungansebpgaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kﬂ;ajian dari TimKSPI vang
dibentuk oleh Bupati.

(3} Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan %bagaunana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan dengan mempertimbangkanantara lain:



nilai investasi Pemerintah Daerah,;
nilai investasi mitra KSPI;

risiko yang ditanggung mitra KSPl,dan
karakteristik infrastruktur.
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Paragruf Ketujuh
Infrastruktur Hasil Pemanfaatan EMD
Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukuxr

Pasal 259
(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMD berupa:
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana,
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan tan/atau peningkatan
terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastiuktur; dan/atau
¢. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan .dan/atau peningkatan
terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

{2) Mitra KSPImenyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya
perjanjian.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dﬂakukan oleh mitra KSPI atas
BMD kepadaPJPK.

Pasal 260
{1} PO0PKmenyerahkan BMD yang diterima dari mitra KSPIatas BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259ayat (3} kepada Bupati.
{2) Barang hasilKSPIl atas BMD berupa infrastruktur beserts fasﬂltasnya menjadi BMD
sejak diserahkan kepada PemerintahDaerah.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 261

Tahapan pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barangmeliputi:
permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Timdan penilaian;
perhitungan besaran pencrimaan [Dacrah dari KSPI berupa pembagian kelebihan
keuntungan,
penerbitan keputusan;
penyerahan BMD dari Bupati kepada Penanggungjawab proyek KSPI;
pemilihan mitra;
. penandatanganan perjanjian,

pelaksanaan;

pengamanan dan pemeliharaan;
. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan, jika ada; dan

pengakhiran.
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Pasal 262 _
(1) KSPI atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan
permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara tertulis kepada
Bupati,

{2] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) sekurang-kurangnya
memuatdata dan informasi mengenai: '
a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/penunjukkannya;
b. latar belakang permohonan;
c. BMD yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan
kuantitas BMI);
rencana peruntukan KSPi;
jangka waktu KSPIL; dan
estimasibesaran pembagian kelebihan keuntungan.
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Pasal 263
(1) Permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 262ayat {2) dilengkapi
dokumenpendukungberupa:
a. proposal pra kelayakan studi proyek KSPI;
b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPIl;dan
¢. surat kelayakan penyediaan infrastrukturdari PD teknis sesuail kententuan
Peraturan Perundang-undangan. _
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat: (1} huruf b paling
sedikitmemuat:
data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
dasar penunjukan/penetapan,
BMD yvang direncanakan untuk dijadikan sebagai cbjek KSPI
kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPl;dan
kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
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Pasal 264
(1) Bupatimelakukan penelitian administrasi atas permohonan KSP] yang diajukan
oleh PJPK.
(2} Apabilaberdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjukan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Bupau
a. membentuk TimKSPI; dan
b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian BMD vyangakan dilakukan
KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

Pasal 265
(1) TimKSP] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264ayat (2}buruf a berjumlah gasal
dan beranggotakan antara lain:
a. Pengelola Barang;
b. perwakilan dari PDterkait; dan
c. perwakilan dari PD yang membidangi pengelolaan BMD,
{2} Tugas TimKSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipiati:
a. melakukan kajian atas BMD yangdiusulkan menjadi objek KSPI;
b. melakukan kajian atas besaran penerimaan Daerah idari KSPl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 257ayat (1) huruf b; dan
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupau
(3) Segala biaya vang diperiukan dalam pelaksanaan tugas TimKSPI dibebankan pada
APBD.
(4) TimKSPI dapat meminta masukan kepada Penﬂéi atau pihak yang
berkompetendalam rangka pelaksanaan tugas. :

Pasal 266

(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan dilakukan oleh TimKSPI
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258;

{2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah Dadrah dalam pembagian
kelebihan keuntungan dengan mempertimbangkan - perhitungan TimKSPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujian KSPL

{3) Besaran bagian PemerintahDaerahdalam pembagian kelebihan keuntungan vang
ditetapkan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat {2} dicantumkan dalam
dokumen tender.

Pasal 267
{1} Bupatimenerbitkan keputusan KSP! apabilapermohonan KSPI dianggap layak,
dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas TimKSPI.
{2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat {i) sekurang-kurangnya
memuat:
a. data BMD vang menjadi objek KSPI;
b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
¢. besaran pembagian kelebihan keuntungan;
d. jangka waktu KSPlatas BMD; dan



e. penunjukan PJPK KSPI atas BMD.

(3} Salinan keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat- (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang,

(4) Apabila permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan kepada
pemohon disertai alasannya.

Pasal 268

(1) Bupatimenyerahkan BMD yangmenjadi objek K8PI kepada PJPKpenyediaan
infrastrukturberdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267ayat
(1).

(2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita BASTvang ditandatangani oleh Bupati dan PJPKpenyediaan infrastruktur
atas BMD.

(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPKpenyediaan infrastruktursebagaimana
dimaksud pada avat {1} hanya dalam rangka KSPI atas BMD dan bukan sebagai
pengatihan kepemilikan BMD.

Pasal 269
(1) PJPKpenyediaan infrastrukturatas BMD menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil
tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuani Peraturan Perundang-
undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyedigan infrastruktur.
(2} Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPKpenyediaan infrastruktur atas BMD
kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 270
{1) PJPKpenyediaan infrastrukturmenandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI
yang ditetapkan dari hasil tender.
(2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 {dua) tahun terhitung
sejak tanggai berlakunva keputusan KSPL

Pasal 271 _

{1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalamPasal 270avat (1),
PJPKPenyediaan Infrastrukturmenyerahkan BMD yang menjadl objek KSPI kepada
mitra KSPL

(2) Penyerahan BMD vang menjadi objck KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan  dalam BASTvang  ditandatangani  oleh PJPKPenvediaan
Infrastrukturdan mitra KSPI.

(3) Penyerahan BMD vang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
hanva dalam rangka pemanfaatan BMD dan bukan sebagai pengalihan
kepemilikan BMD.

Pasal 272 _

{1} PJPKPenyediaan Infrastrukturmelaporkan pelaksangan  penandatanganan
perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270gyat (1) dan penyerahan
BMD kepada mitra KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 layat {1} kepada
Bupati dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan BAST.

{2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjiag belum ditandatangami,
keputusan KSPlsebagaimana dimaksud dalamPasal 270a§zat (2} dinyatakan tidak
berlaku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang lewat
waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPI,
penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga} tahun terhitung sejak
berlakunya keputusan KSPI atas BMD.

Pasal 273

(1) Perjanjian KSPI atas BMD sekurang-kurangnya memuat;

dasar perjanjiarn;

identitas para pihak;

BMD vang menjadi obiek pemanfaatan;

peruntukan pemanfaatan;

hak dan kewajiban;

jangka waktu pemanfaatarn;

besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;

w00 o



h. ketentuan mengenai berakhirmya pemanfaatan,
i. sanksi; dan
j- penyelesaian perselisihan.
(2) Perjanjian KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada @at (1) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris.

Pasal 274

(1) Mitra KSPI atas BMD wajib melakukan pengamanan dan pemellharaan atas:
a. BMD yang menjadi objek KSPI; dan
b. barang hasil KSPl atas BMD berdasarkan perjanjian.

{2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditgjukan untuk mencegah
terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD yang menjadl objek dan hasil
KSP{ atas BMD.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditujukan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki BMD yang menjadi objek KSPI ﬂan hasil KSPI atas BMD
agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunaKan secara berdaya guna
dan berhasil guna.

{4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat {3) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangkatwaktu KSPI.

(5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagalmanadlmaksud pada ayat (1)
menjadi beban mitra KSPI.

Pasal 275
(1) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan BMD yang menjadL objek KSPI selain untuk
peruntukan KSPI sesuai perjanjian.
{2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD objek KSPIL.

Pasal 276

(1) Bagian Pemerintah Daerahatas pembagian kelebihan keuptungan disetorkan oleh
mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 maret.

{2) Bagian Pemerintah Daerahatas pembagian kelebihan Keuntungan yang terjadi
pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSP! disetorkan oleh mitra
KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat lOn (sepuluh) hari sebelum
berakhirnya jangka waktu perjanjian.

{3) BagianPemerintah Daerahatas pembagian kelebihan k untungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSP1 sepagjang terdapat kelebihan

keuntungan yang diperoleh dari vang ditentukan padp saat perjanjian KSPI
dimulai.

Pasal 277
KSP!I atas BMD berakhir dalam hal;
a. berakhirmya jangka waktu KSPI atas BMD;
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD secara sepihak oleh Bupati;atau
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundpang-undangan.

Pasal 278
(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana :dimaksud dalam Pasal
277huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas BND:
a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulai; atau
b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana ﬂunaksud pada huruf a
scbagaimana tertuang dalam perjanjian.
(2) Pengakhiran KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat dilakukan oleh
Bupati berdasarkan hasil pertimbanganPengeiola Barang dan/atau Pengguna
Barang secara tertulis.

Pasal 279
(1) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati hsebagwmana dimaksud
dalam Pasal 278, diawali dengan penerbitan teguran tertu]js pertama kepada mitra
KSPI oleh Bupati.



(2) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaunana dimaksud
pada ayat {1} dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari scjak teguran tertulis
pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua

(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari sejak tgguran tertulis kedua
diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga vang merupakan teguran
terakhir.

{4) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagalmana dimaksud
pada ayat {3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh] hari sejak teguran tertulis ketiga
diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran KSPI.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2] dan ayat (3) seria
surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dltembuskan kepada
PJPK.

(6) Mitra KS8PI harus menyerahkan objek KSPl kepada Bu patidengan tembusan
PJPKberdasarkan surat pengakhiran KSPI atas BMD sebag na dimaksud pada
ayvat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) han setelah menerima
surat pengakhiran perjanjian KSPIL

Paxal 280

(1} Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI pahng lambat 2 (dua) tahun
sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan audit oleh
auditor independen/Aparat Pengawasanintern Pemerintah z;tas pelaksanaan KSPI
atas BMD berdasarkan permintaan PJPK.

{3} Auditor independen/Aparat Pengawasanintern Pemerintahsy bagmmana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK petyediaan infrastruktur
atas BMD.

{4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud: pada ayat {3) kepada
mitra KSPI.

{(5) Mitra KSPI menindakianjuti hasil audit sebagaimana dunaksud pada ayat [4) dan
melaporkannya kepada PJPK.

Pasal 281 '

(1) Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya
KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak dlgunaka.n secara optimal sesuai
fungsi dan peruntukannya.

{2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD mitra KSPI wajib
menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan ObJEkKSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}.

(3} Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan avat (2) dituangkan dalam
BAST.

Pasal 282
Dalam hal masih terdapat hasil audit vang belum selesai dﬁmdaklanjutl oleh mitra
KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksudidalam Pasal 281, mitra
KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

Pasal 283
{1) PJPK melaporkan kepada Bupati:
a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasai280 ayat (3); dan
c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 282.

(2) PJPK menyerahkan kepada Bupati:
a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281ay4g it (1); dan
b. hasil KSP! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 1aya;t {2}).

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 284



{1) Pengelola Barangmelakukan penatausahaan atas peiaksanaan KSPlatas BMD yang
berada pada Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pclal%sanaan KSPlatas BMD
yang berada pada Pengguna Barang.

(1) Mitra KSPImelaporkan secara tertulis hasil penyetoran pffnclapatan Daerah atas
KSPlkepada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran
pendapatan Daerah.

(2) Bukti penyetoran pendapatan Daerah sebagaimana dxmaksud pada avat (1)
merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaanRSPI

Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda

Pasal 286 )

(1) Dalam hal mitra KSPiterlambat melakukan pembayaran atau melakukan
pembayaran namun tidak sesuaidengan ketentuan atas i‘petmbagum keuntungan
KSPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, mitra K KSPlatas BMD wajib
membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjarsjlan

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) diakukan melatui
penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah. :

Pasal 287
{1) Dalam hal BMD yang menjadl objek KSPI tidak dipelihgra dengan baik sesuai
ketentuan pada perjanjian, mitra KSPimemperbaiki sampa1 pada kondisi sesuai
dengan yang diperjanjikan.
{2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudﬁh selesai dilaksanakan
paling lambat pada saat berakhimya masa KSPlatas BMD.

Pasal 288
(1) Dalam hal BMD yang menjadi objek KSPlhilang selama pelaksanaan masa
KSPlakibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajlb mengganti objek dan
hasil KSPldengan barang yang sama atau barang yang sejepis dan setara.
{2} Penggantian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat {I) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya KSPI.

Pasal 289
(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagajmana dimaksud dalam
Pasal 287dan Pasal 288tidak dapat dilakukan, mitra KSPImembayar biaya
perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. _
{2) Penentuan besaran biava sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh
PJPK.

Pasal 290
Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289aym (1} dilakukan dengan
cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah palmg lama 1 ({satu) bulan
terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dajngasal 28%avat (2}.

Pasal 291
Mitra dikenakan sanksi administratif hberupa surat teguran da_pm hal:
a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebaggimana dimaksud dalam
Pasal 289dan Pasal 290pada saat berakhirnya KSPI; atau
b. belum menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPIdan/atau hasil pemanfaatan
pada saat berakhirnya KSPL.

Pasal 292 ;
{1} Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyer BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 290belum dilakukan terhitung; (satu) bulan sejak
diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud df Pasal 291, mitra

dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.



{2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan, BMD belum dilakukan
terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
diatur dalam naskah perjanjian.

Pasal 293
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (2) tidak dilunasi
mitra KSPl, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Paragraf Kescbelas ,
Tata Cara Pelaksanaan KSPIAtas BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 294
Tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261sampai dengan Pasal 293berlaku mutatis mutankils terhadap tata cara
pelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang.

Pasal 295
Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap BMD ya rada pada Pengguna
Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna };\{nﬂg bahwa BMD vang
menjadi objek KSFPI tidak sedang digunakan atau tidak mégnggangpgu pelaksanaan
tugas dan fungsi Pengguna Barang.

BAB vII _
PENGAMANAN DAN PEMELTHARAAN

Bagian Kesatn
Pengamanan

Parugraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 296
(1) PengelolaBarang, Pengguna Barangdan/atau kuasa Pengguna Barangwajib
melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengamananfisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamananhukum.

Pasal 297
(1) Buktikepemilikan BMI> wajib disimpan dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpananbukti kepemilikan BMD} dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 298
Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungandalam rangka

pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
Daerah.



: Paragraf Kedua
Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299

{1) Pengamanan fisik tanah dilakukandengan antara lain;

a. memasang tanda letak tanahdengan membangun pagar batab
b. memasang tanda kepemilikan tanah;dan :
¢. melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kondisi/letak
tanah yang bersangkutan.

{3) Pengamanan administrasi tanah dilakukandengan:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti
kepemilikan tanah secara tertib dan aman; dan
b. melakukan langkah sebagai berikut:
1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyunpan -sertifikattanah;
2. membuat kartu identitas barang;
3. melaksanakan inventarisasi/sensus BMD sekali dalam 5 (lima) tahun serta
melaporkan hasilnya;dan __
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pei:lgguna Barang/Kuasa
Pengguna.
(4} Pengamanan hukum dilakukanterhadap:
a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum j@atas nama Pemerintah
Daerah.

Pasal 300
Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 299 ayat (1) huruf
abelum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaxpn pemasangan tanda
letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda ’mta&. tanah.

Pasal 301
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pagal 299 ayat (1}huruf b,
dibuat dengan ketentuan antara lain:
berbahan material yang tidak mudah rusak;
diberi tulisan tanda kepemilikan;
gambar lambang Pemerintah Daerah;dan
informasi lain yang dianggap perlu.
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Pasal 302 :

(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikatsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 299ayat (4}huruf a dilakukan denggn cara:

a. apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain
berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dpkumen setara lainmya,
Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera
mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah
kepada Badan Pertanahan WNasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sepuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;dan

b. apabilaBMDtidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola
Barang/Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna: Barang mengupayakan
untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

{2} Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah berserfifikatnamun belum atas
namaPemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalamPgsal 299ayat {4} huruf b
dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barangdan/atau Kuasa
Pengguna Barangsegera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikathak
atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama Pemerintah
Daerah.



Paragraf Ketiga
Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/Atau Bmgunan

Pasal 303 _

(1) Pengamanan fisikgedung dan/atau bangunan dilakukan defpgan, antara lain:

a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; ;

c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ mananggu]angl terjadinya
kebakaran;

d. gedung dan/atau bangunan yvang memiliki fungsi stratggls atau vang berlokasi
tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada
masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television(GC'IV);

e. menyediakan satuan pengamanan dengan Jumlah sesual fungsi dan
peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung
dan/atau bangunan tersebut.

(2) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dan/atau! bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. fungsi penggunaan bhangunan;

b. lokasi bangunan;dan

c. unsur nilai strategis bangunan.

(4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunﬁn dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan. dan menatausah:ikan secara tertib dan
teratur atas dokumen sebagai berikut;

dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Ba.hgunan

keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/ .'ltau bangunan,;

Daftar BarangKuasa Pengguna berupa gedung dan/ ataﬁ bangunan;

Daftar BarangPengguna berupagedung dan/atau bangmlan

Daftar Barang Pengelola berupagedung dan/atau bangunan,;

BAST;dan
g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

{3) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a. melakukan pengurusan IMB, bagi hangunan yang bclum memiliki Izin IMB;dan

b. mengusulkan penetapan status penggunaan.
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Paragraf Keempat
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 304
(1) Kendaraan dinas terdiri dari:
a. kendaraan perorangan dinas, vaitu kendaraan bermqtor yangdigunakan bagi
pemangku jabatan:
1} Bupati;
2} Wakil Bupati; dan
3) Sekretaris Daerah.
b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang dlsccﬁakzm dan dipergunakan
pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan |
c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan
operasional khusus, lapangan,dan pelayanan umum. .
{2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. kendaraan perorangan dinas;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. kendaraan dinas operasional.

Pasal 305 _

{1} Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinag sebagaimana dimaksud
dalam Pasal304ayat (2} huruf adilakukan dengan membuat BAST kendaraan
antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Bargng vyang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejfabat vang menggunakan
kendaraan perorangan dinas.

{2) BASTsebagaimana dimaksud pada avat (1) berist klausa antara lain:



a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan }kctcrangan antara lain
nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kqde barang kendaraan
dinas perorangan,dan rincian perlengkapan yang mélckat pada kendaraan
tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dcngan selurub risiko vang
melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan sete berakhirnya jangka
waktu penggunaan atau masa jabatan telah ber: kepada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan pegatausahaan kendaraan
perorangan dinas; dan

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas dlscrahkaq pada saat berakhirnya
masa jabatan sesuai yang tertera dalam BAST kendaraan.

(3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara
penyerahan.

(4} Kehilangan kendaraan perorangan dinasmenjadi tanggung jawab
penanggungjawab kendaraan dengan sanksi sesuai. ketentuan Peraturan

Perundang-undangan. '

Pasal 306
(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal304ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat BAST kendaraan
antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang vang menggunakan kendaraan
dinas jabatan Pengguna Barang;

b. Pengguna Barangdengan Kuasa Pengguna Barang vang menggunakan
kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang;dan

c¢. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat vang menggunakan
kendaraan dinas jabatan.

(2) BASTsebagaimanadimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan:keteranganantara lain:
nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kofde barang, dan rincian
perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang
melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan sctelah berakhirnya jangka
waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir,dgn

d. pengembaliankendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa
jabatansesuai yang tertera dalam BAST kendaraan. .

{3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam i}cnta acara penyerahan
kembali.

{4) Kehilangan kendaraan dinas jabatan menjadi tanggung jawab penanggungjawab
kendaraandengansanksisesuai ketentuan Peraturan Perunfiang-undangan.

Pasal 307
(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operaswnai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal304ayat {2) huraf ¢ dilakukan dengan membuat surat pernyataan
tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dlmak.sud dan ditandatangani
oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang depgan penanggungjawab
kendaraan dinas operasionai.
{2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat
antara lain:
a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barangdan
perlengkapan kendaraan tersebut;
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dmas segera setelah jangka
waktu penggunaan berakhir,
d. pengembalian kendaraan dinas operasional dltuangkan dalam berita acara
pcnyerahan kembali; dan
e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat rang ditentukan.
(3) Apabilakendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian
atau penyimpangan dari ketentuan, pejabat/ penanggungliwab yang menggunakan



kendaraan dinas sebagai penanggungjawab kendarm dinas dikenakan
sanksisesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang«undangan

Pasal 308
(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, ' dengan menghimpun,
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tdértib dan teratur atas
dokumen sebagai berikut:
bukti pemilik kendaraan bermotor;
fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
BAST;
kartu pemeliharaan;
data daftar barang;dan
dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
(2) Pengamanan hukumkendaraan dinas dilakukan, antara lam
a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikap kendaraan bermotor,
seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak K;ndaraan Bermotor;
b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak yang
bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bergnotor,

Paragraf Kelima
Tata Cara Pengamanan Rumah Negar#

MmO QR0 op

Pasal 309 ;
(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguha Barang dilarang
menelantarkan rumah negara. :
{2) Pengamanan fisikrumah negara dilakukan, antara lain:
a. pemasangan patok; dan/atau
b. pemasangan papan nama.
{3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b meliputi
unsur, antara lain:
a. logo Pemerintah Daerah; dan
b. namaPemerintah Daerah,

Pasal 310
{1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak,
dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat.
(2) Setiap rumah negaradipasang papan nama kepemilikan Pemerintah Daerah.

Pasal 311
(1) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa rumah negara dilakukan dengan
membuat BAST rumah negara.
(2) BASTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangyang melakukan penatausahaan
rumah negaradengan pejabat negara ataupemegang. jabatan tertentu yang
menggunakanrumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan
rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara
jabatanPengelola Barang;

c. Pengelola Barangdengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara
jabatan Pengguna Barang;

d. Pengguna Barangdengan Kuasa Pengguna Barang Vang menggunakanrumah
negara jabatanKuasa Pengguna Barang; dan

e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung;awab rumah
negarayang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuaga Pengelola Barang.

(3) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Jmemuat antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dpngan keterangan jenis
golongan, luas, kode barang rumah negara,dan kode harang sarana/prasarana
rumah negaradalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan
sarana/prasarana di dalamnya;

b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang
melekat atas rumah negara tersebut;



C.
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pernyataan untuk mengembalikan rumah negarasetelah berakhirmya jangka
waktu SIP atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang;

pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya
masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang,

pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negaradilengkapi
sarana/prasarana sesuai BASTdan diserahkan kembali pada saat berakhirmya
masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengélola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;dan

penyerahan kembali dituangkan dalam BAST.

Pasal 312

(1) Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:

a.

b.

memelihara rumah negaradengan baik dan bertanggungjawab, termasuk
melakukan perbaikan ringanatas rumah negara bersang"fkutan; dan
menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik ‘kepada pejabat yang
berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 {satu} bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya keputusan pencabutan SIP.

(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk:

a.

b.
c.

mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat
vang berwenang pada PDyang bersangkutan; '

menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun
keseluruhannya kepada pihak lain; '

menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada
pihak lain;

menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negarasebagai agunan
atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan

menghuni rumah negara di Dacrah bagi masing-masing suami/istri yang
berstatus PNS.

Pasal 313

(1) Penetapan status penggunaan BMD berupa rumah negara ditetapkan oleh Bupati.

{2) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana :ditetapkan dalam SIP,
kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan SIP. ;

{3) SIP untuk rumah negara golongan [ ditetapkan oleh Pengebla Barang,

{(4) SIP untuk rumah negaragolongan II dan golongan Il ditetapkan oleh Pengguna
Barang. :

(S) SIP sebagaimana dimaksud pada avat (3)dan ayat (4)sekurang-kurangnya harus
mencantumkan:

a.

b.
c.

namapegawai/pejabat, Nomor Induk Pegawai, dan jabatan calon penghuni

rumah negara;

masa berlaku penghunian;

pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhikewajiban vang melekat pada

rumah negara; dan

menerbitkan pencabutan SIP terhadap penghuni, yang dilakukan:

1. paling lambat 1 (satu} bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi
penghuni yang meninggal dunia;

2. paling lambat 1 (satu} bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi
penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan
hukuman disiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 {dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya
pelanggaran, bagi penghuni vang melanggar larangan penghunian rumah
negara vang dihuninya; dan

4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang
memasuki usia pensiun.

Pasal 314



{1} Penghuni rumah negara golongan | vang tidak lagi menduduk1 jabatanharus
menyerahkanrumah negara.

(2} Penghuni rumah negara golongan 1l dan golongan IIItLdak iagi menghuni atau
menempati rumah negara karena:

dipindahtugaskan {mutasi);

izin penghuniannya berdasarkan SIP telah berakhir;

berhenti atas kemauan sendiri;

berhenti karena pensiun; atau

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

pooop

Pasal 315

(1) Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumahnegara Golongan 11 dan
rumah negara golongan 11l yang meninggal dunia wajib menverahkanrumah negara
yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya
keputusan pencabutan SIP.

{2) Pencabutan SIPrumah negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan I dilakukan oleh
Pengguna Barangyang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas
persetujuan Pengelola Barang.

Paszal 316
{1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah négara golongan I,rumah
negara golongan II dan rumah negara golongan III, Pengfelola Barang/Pengguna
Barangyang bersangkutan melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil
penyelesaian kepada Bupati.
(2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa scbagalmana dimaksud pada ayat
(1},yang bersangkutan dapat meminta bantuan PD/unit keyja terkait.

Pasal 317
Pengamanan administrasi BMD berupa rumah negaradﬂakukan dengan menghimpun,
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas
dokumen,antara lain:
a. sertifikatatau surat keterangan hak atas tanah;
b. SIp;
c. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan 1l atau
golongan IlI;
gambar/ legger bangunan;
data daftar barang;dan
keputusan pencabutan SIP.

o o

Paragraf Keenam )
Tata Cara Pengamanan BMD Berupa BarangPersediaan

Pasal 318
(1) Pengamanan fisikbarang persediaan dilakukan, antara lain:
a. menempatkan barangsesuai dengan frekuensi pengelugran jenis barang;
b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di ‘dalam gudang/tempat
penyimpanan, jika diperlukan;

c¢. menyediakan tempat penyimpananbarang;
d. melindungi gudang/tempat penyimpanan,
e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, Jfka diperiukan;
f. menghitung fisik persediaan secara periodik;dan
g. melakukan pengamanan persediaan. :
(2) Pengamanan administrasi barang persediaandilakukan, ax;tara lain:
a. buku persediaan;
b. kartu barang;
c. BAST;
d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
¢. Surat Perintah Penvaluran Barang;
f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

semesteran/tahunan; dan



g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. -

{3) Pengamanan hukumbarang persediaan dilakukan, dengan melakukan
pemprosesan tuntutan ganti rugi vyang dikenakan pada pihakyang
bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian,sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh _
Tata Cara Pengamanan BMD 8elain Tanah,Gedung an;‘/Atau Bangunan,
RumahNegara,Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai
DokumenBAST

Pasal 319 .

(1) Pengamanan fisik BMD berupa selain tanah,gedung dan/atau bangunan, rumah
negara, dan barangpersediaan yang mempunyai dokumen BAST dilakukan dengan
menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.

{2) Pengamanan administrasi BMD berupa selain tanah,gedung dan/atau bangunan,
rumah negara, dan barang persediaan vang mempunyai dokumen BASTdilakukan,
antara lain:

a. faktur pembelian,
b. dokumenBAST,
c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

(3) Pengamanan hukum BMD berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan,
rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen BAST dilakukan
dengan melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak
yang bertangglngjawab atas kehilangan barangsesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pengamanan BMD Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 320
(1) Pengamanan fisik BMD berupa barang tak berwujud dilakukandengan:
a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang berwenang
terhadap pengoperasian suatu aplikasi; dan
b. melakukan penambahan security systemterhadap aplikasi yang dianggap
strategis oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengamanan adminstrasi BMD berupa barangtak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan
teratur atas dokumen scbhagai berikut:
1. BAST;
2. lisensi; dan
3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
b. mengajukan hak ciptadan lisensi kepada instansi ataupihak yvang memiliki
kewenangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 321
(1) Barang yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMD dalam penguasaanPengelola
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengelola  Barang, Pengguna Barangdan  kuasa  Pengguna = Barang
bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaannya.

(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD sebagaimang dimakudpada ayat (2}
adalahuntuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua 'BMD agar selalu dalam



keadaan baik dan layak serta siapdigunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.

{4) Dalam rangkatujuan sehagaimana dimaksud pada ayat (3}, Pemerintah Daerah
harus memprioritaskananggaran belanja pemeliharaan dalam jumiah yang cukup.

{5} Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada
APBD.

(6) Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan BMD.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pemeliharaan BMD

Pasal 322
(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321berpedoman pada daftar
kebutuhan pemeliharaan BMD.
(2} Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari daftar kebutuhan BMD.

Pasal 323

(1) Kuasa Pengguna Barangwajib membuat daftar hasil pcmehharaan barangyvang
berada dalam kewenangannya.

(2} Kuasa Pengguna Barangmelaporkan hasil pemeliharagn barangsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Baranguntuk dilakukan
penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester.

(3) Pengguna Barangatau pejabat yang ditunjukmeneliti laporan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang vang
dilakukan dalam ! (satu) tahun anggaran.

{4) Daftar hasil pemeliharaan barang vang disusun Pengguma Barang atau pejabat
vang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan bahan untuk
melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD,

(S) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan terhadap:

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.

(6} Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang

tersebut kepadaPengelola Barang secara berkala.

Pasal 324
(1} Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis BMD dilakukan pencatatan kartu
pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang
Pembantu.
(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada avat (ljmemuat:
a. nama barang;
b. spesifikasinya,
¢. tanggal pemeliharaan,
d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
e. barang atau bahan yang dipergunakan;
f. biaya pemeliharaan,;
g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan;dan
h. hal lain yang diperlukan.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 325

(1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah,
pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikanuntuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai, dan
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca
PemerintahDaerahdilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.



(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBD.

Pasal 326

{1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganandilakukan oleh:
a. penilai pemerintah; atau
b. penilaipublik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b adalah penilaiselain
penilai pemerintah vang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota
asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah.

(3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4} Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian
menjadi tanggung jawab penilai.

Pasal 327

(1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rapgka pemanfaatan atau
pemindahtanganan dilakukan olehTimyang ditetapkan qleh Bupati, dan dapat
melibatkan penilai yang ditetapkan Bupati.

{2) Timsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pamtm penaksir harga yang
unsurnya terdiri dari PD/unit kerja terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ppnllal pemerintah atau
penilai publik.

(4) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan Peruddang-undangan.

(S) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna
Barangtanpa melibatkan penilai, hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai
taksiran.

(6) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 328

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka
koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.

(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) edalah proses revaluasi
dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahanyang
metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaiap.

(3] Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati denganberpedoman pada ketentuan
Pemerintah vang berlaku secara nasional.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 329
{1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah
dapat dipindahtangankan.
(2) Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:
a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah; atau
d. penyertaan modal Pemerintah Dacrah,

Pasal 330
(1) Dalamrangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
untukpemindahtanganan dalam bentuk hibah.
{3) Penilaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanuntuk mendapatkan
nilai wajar.



Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 331
(1) Pemindahtanganan BMD yang dilakukansetelahmendapat persetujuan DPRD
untuk:
a. tanah dan/atau bangunan;atau
b. selain tanah dan/atau bangunan vang bernilai lebih darl Rp.5.000.000.000,00
{lima miliar rupiah).
{2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau : banglmansebagalmana
dimaksud pada ayat (1} huruf a tidak memerlukan persetuman DPRD, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangu:nan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran;
¢. diperuntukkan bagi PNS Daerah;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasaiPemerintah Daerah berdasarkan keputusan -pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap danfatau berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak
layak secara ekonomis.

Pasal 332

(1) Tanah dan/atau bangunanyang sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah
atau penataan kotasebagaimanadimaksud dalam Pasal 33layat (2) huruf a,
dimaksudkan bahwa Ilokasi tanah dan/atau bangupnan dimaksud terjadi
perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah..

{2) Tanah dan/atau bangunanyang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada
perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasgal 333
Bangunanyang harus dihapuskan karena anggaran untuk bafgunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaransebagaimana di sud dalam Pasal
33layat (2) huruf b, dimaksudkan bahwayang dihapuskan|adalah bangunan yvang
berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untukselanjutnya didirikan bangunan baru
diatas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah
disediakan dalam dokumen penganggaran. '

Pasal 334
Tanah dan/atau bangunandiperuntukkan bagiPN8 Daerah . sebagaunana dimaksud
dalam Pasal 331ayat {2} huruf c,adalah:
a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah
golongan III;
b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut pergncanaan awalnya untuk
pembangunan perumahan PNSDacrah.

Pasal 335

(1} Tanahdan/atau bangunanyang diperuntukkan bagi kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331layat (2) huruf d adalah tanah dan/atau
bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa
dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan
pembangunan, termasuk diantaranva kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup
hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau
masyarakat/lembaga internasional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimanadimaksud pada avat (1)antara lain sebagai
berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan jalan tol, dan rel kereta api;

saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya,termasuk saluran irigasi;

rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

Ao o



pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau termmal;
tempat ibadah;
sekolah atau lemhaga pendidikan non komersial;
pasar umum;
fasilitas pemakaman umum;
fasilitas keselamatanumum, antara lain tanggul penanggulang&m bahaya banjir,
lahar dan lain-lain bencana;
sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
sarana dan prasarana clahraga untuk umum;
. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk
lembaga penyiaran publik;
n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, .
fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
rumah susun sederhana;
tempat pembuangan sampah untuk umum;
cagar alam dan cagar budaya,
promosi budaya nasional,
pertamanan untuk umum,
panti sosial;
lembaga pemasyarakatan; dan
w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga hstnk termasuk instalasi
pendukungnya yvang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
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Pasal 336
Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan 'sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331 ayat (2} dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati,

Pasal 337

{1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai
dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola
Barangsetelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiahj dilakukan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan DPRD.

{3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} merupakan nilai wajar
untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan
penyertaan modal,

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan
untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5) Usuluntuk memperoleh persetujuan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh Bupati.

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {l] dan ayat (2} dilakukan
per tiap usulan.

Bagian Ketiga
Penjualan

ParagrafKesatu
Prinsip Umum

Pasal 338
{1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidek digunakan/dimanfaatkan:
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
¢. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana. dimaksud pada avat {1)
huruf a adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepehtingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi PD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.



Pasal 339

{1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

{2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penju:élan BMD yang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

{3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat {2} :dilaksanakan setelah
dilakukanpengumuman lelangdan di hadapan pejabat lelang.

{4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. BMD yang bersifat khusus sesuai Peraturan Pcrundangéfundangan; dan

b. BMD lainnyayang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

{3) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada pyat (4} huruf a adalah
barang yang diatur secara khusus sesual ketentuan ' Peraturan Perundang-
undangan, antara lain vaitu: _

a. rumah negara golongan [l yang dijual kepada penghuninya vang sah,

b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;

2. Wakil Bupati;

3. mantan Bupati; dan

4. mantan Walkil Bupati. _

{6) BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf biantara lain yaitu :

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk:kepentingan umum;

b. tanah kavling yvang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan
untuk pembangunan perumahan PNS Daerah sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar;
bhangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain
pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;atau

f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan
nilai wajar paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.
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Pasal 340

(1) Dalam rangkapenjualan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) adalah
bagipenjualan BMD berupa tanah vang diperlukan untuk pembangunan rumah
susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{3} Penilaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 326dan Pasal 327. '

{4) Penentuannilai dalam rangka penjualan BMD secara lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 339ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor
penyesuaian.

{5} Nilai sebagaimana dimaksud pada avat (4) merupakan limit/batasan terendah
yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit,

{6) Nilai limit/batasan terendahsebagaimana dimaksud pada avat (5) adalah harga
minimal barang yang akan dilelang.

(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku
penjual.

Pasal 341
(1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang
pertama, dilakiuikan lelang ulang sebanyak 1(satujkali.
(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulangBMD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} tidak laku dijual, Pengeloia Barang menindaklgnjuti dengan penjualan
tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.

(4) Pengelola Barangdapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atas BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.



Pasal 342

{1) BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidakilaku dijual pada lelang
pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

{2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
penilaian ulang.

{3) Dalam hat setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana gimaksud pada ayat (1)
tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa
lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atas BMD selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan
Bupatiuntuk masing-masing kegiatan bersangkutan.

{9) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak dapat dilaksanakan, dapat dilakukan
pemusnahan.

Pasal 343
{1) Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(2) Dalam hal BMD berada pada BLUD:

a. pendapatanDaerah dari penjualan BMD dalam rq,ngka penyelenggaraan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fyngsi BLUDmerupakan
penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.

b. pendapatanDaerah dari penjualan BMD dalam rangka;selain penyelenggaraan
tugas dan fungsi BLUDmerupakan penerimaan Daerah vang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. :

Paragraf Kedua
ObjekPenjualan

Pasal 344 _
{1} Objekpenjualan adalah BMD yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna

Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau banguan.

{2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan se ana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai betﬁ

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis,yakni secara ekonomis lebih menguntungkan
bagi Daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan
barang lebih besar daripada mantaat yang dipercleh;dan

¢, memenuhi pcrsvaratan vuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan
hukum.

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesnai dengan Tata Ruang
Wilayah,;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tldak dapat digunakan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan
Daerah;

c. tanah kavlingyang menurut awal perencanaarn
pengadaannyadiperuntukkanbagi pembangunan perumahan PNS Daerah;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e. BMD yang menganggur tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan
ataupemanfaatan.

(4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratansebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, vyakni secara ekonomis lebih
menguntungkanbagi Pemerintah Daerah apabila BMD dijual, karena biaya
operasional dan pemeliharaanbarang lebih besar daripadamanfaat vang
diperoleh; dan



¢. memenuhi persyaratan yuridis, vakni BMD tidak terdapat permasalahan

hukum.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf a antara lain:

a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karenarusak, dan tidak
ckonomisapabila diperbaiki;

b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modemisasi;

¢. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan
dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, danlain-lain
sejenisnya; atau

d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalamipengurangan
dalam timbangan/ukuran disebabkan . penggunaan atau susutdalam
penyimpanan atau pengangkutan,

Pasal 345

Penjualan BMD berupa tanah kavlingyang menurut awal perencanaan

pengadaannyadiperuntukkanbagi pembangunan perumghan PNS Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339ayat (6) huruf b dilakukan dengan
persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti fpcrencanaan awal yang
menyatakan bahwa tanah tersebut akan °~ digunakan untuk
pembangunanperumahan PNS Daerah; dan

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing vang ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 346

{1} Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan
apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 {tujuh) tahun.

(2) Usia 7 {tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolchannya scsuai dokumen
kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitungmulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
dokumenkepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

{3) Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotorrusak berat dengan sisa kondisi fisik
setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen}, penjualan keildaraan bermotor dapat
dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun. '

{4} Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelumy berusia 7 (tujuh)
tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis
dari instansi yang berkompeten.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penjualan BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 347 .
Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengeloia Barang dilakukan -
berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan pihak lain.

Pasal 348
(1) Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dcngan membuat perencanaan
penjualan yang meliputi antara lain:
a. data BMD;
b. pertimbanganpenjualan;dan
c. pertimbangandari aspek teknis, ekonomis, dan yuridisolehPengelola Barang.
{2) PengelolaBarang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai
perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat:(1).

Pasal 349
{1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 348ayat {2).
(2) Dalam melakukan penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
membentuk Timuntuk melakukan penelitian.



(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisik.

Pasal 350

{1) Penelitian administrati{ sebagaimana dimaksud dalamPasal 349 ayat (3} huruf a
dilakukan untuk menetliti;

a. status dan buktikepemilikan, gambar situasi termasuk Jokasi tanah, luas, nilai
perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data,BMD berupa tanah,;

b. 1ahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilaiperolehan bangunan, nilai
buku,dandata identitas barang, untuk data BMD berupa bangunan;dan

c. tahun perclehan, jumlah, nilaiperolehan, nilai buku, dandata identitas barang,
untuk data BMD berupa selain tanahdan/atau bangunan.

(2) Penelitian fisiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat {3} huruf bdilakukan
dengancara mencocokan fisik BMD yang akan dijual dengan data
administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan {2) dituangkan oleh
Timdalam Berita Acara Penelitianuntuk selanjutmya disampaikankepada Bupati
melalui Pengelola Barang.

Pasal 351
(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 350ayat
(3), Bupatimelalui Pengelola Barang menugaskanPenilaiuntuk melakukan
penilaian atas BMD yang akan dijual.
{2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dljdd1kansebagal dasar
penetapan milai limit penjualan BMD.

Pasal 352

(1} Pengelola Barangmengajukan permochonan persetujuan penjualan BMD kepada
Bupati.

{2) Apabilapenjualan BMD sebagaimana dimaksud padg ayat (ljmemerlukan
persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuanpenjualan kepada DPRD.

(3) Pengajuan permohonan persetiijuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bhangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33layat (1)
huruf a;

b. selain tanahdan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33layat
(1) huruf b.

{(4) Apabilapersetujuan Bupati sebagaimana dimaksud padaayat (1) atau persetujuan
DPRDsebagaimanadimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktuhasil penilaian,
sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harusdilakukan penilaian ulang.

{S) Apabilahasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4} lebih tinggi,
atau sama, atau lebih rendahdengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan
kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak periu
mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan BMD kepada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada DPRD.

Pasal 353
{1) Bupati menetapkan BMD yang akandijual berdasarkap hasil penelitian yang
dituangkan dalam Berita Acara Penelitiansebagaimana ; dimaksud dalam Pasal
350ayat {3)dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalani 352 ayat (1)dan ayat (2}.
(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (E]palmg sedikitmemuat:
a. data BMD yang akan dijual,
b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
¢. nilai limit penjualan dari BMD.
Pasal 354
(1) Apabilakeputusan  penjualanoleh Bupatisebagaimana dimaksud  dalam
Pasal353ayat(l)merupakanpenjuaian BMD yang dilakukan secara lelang, Pengelola
Barangmengajukan permintaanpenjualan BMD dengan cara lelang kepada
KantorPelayanan Kekavaan Negara dan Lelang,.



{2) Apabilakeputusan  penjualanoleh Bupatisebagaimana ~ dimaksud  dalam
Pasal353ayat(ljmerupakanpenjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola
Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.

{3) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) dilakukan serah
terima barang berdasarkan:

a. risalah lelang, apabilapenjualan BMD dilakukan secara lelang;dan
b. akta jual beli, apabilapenjualan BMD dilakukan tanpa lélang.

Pasal 355
(1) Serah terimabarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 354avat (3)dituangkan
dalamBAST.

(2) Berdasarkan BASTsebagaimana dimaksud pada ayat _,f?{ }, Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati.
Paragraf Keempat

Tata Cara Penjualan BMD Pada Pengguna Rarang

Pasal 356
{1} Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan niem, iapkan permohonan
penjualan, antara lain:
a. data BMD;
b. pertimbanganpenjualan;dan
¢. pertimbangandari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis gleh Pengguna Barang.
(2} Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(3} Tata carapenjualan BMD pada PengelolaBarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349sampai dengan Pasal354berlaku mutatis mutandis pada tata
carapenjualan BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 357
{1) Serah terima barangpenjualan BMI) pada Pengguna Barang dituangkan dalam
BAST.
(2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud padaayat (1}, PenggunaBarang
mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

Paragraf Kelima
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat NegaraDan PNS

Pasal 358
Syarat kendaraanperorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada
Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara adalah:
a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, umuk perolehan dalam
kondisi baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain
tersebut pada angka 1.
b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 359
(1) Kendaraanperorangandinasdapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
a. Pejabat Negara;
b. mantan Pejabat Negara;atau
(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud padaayat (1}huruf a, yaitu:
a. Bupati; dan
b. Wakil Bupati.

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud padaayvat {1)huruf b, vaitu:
a. mantan Bupati; dan
b. mantan Wakil Bupati.

Pasal 360



(1) Syarat Pejabat Negarayang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang adalah: '

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau
lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat
negara;

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima} tahun.

{2} Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud padaayat {1} huruf a adalah secara
berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi vang sama atau pada instansi
vang berbeda.

Pasal 361

(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas
pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara,

(2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negarasebagaimgna dimaksud padaayat
(l)adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1
{satu) unit kendaraan bhagi 1 (satu} orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan
vang dilakukan.

Pasal 362
{1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan pemrangan dinas tanpa
melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selaxﬁa 4 (empat) tahun atau
lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal dztgtapkan menjadi Pejabat
Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; _

b. belum pernah membeli kendaraan perorangandinas tanpa melalui lelang pada
saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pcjabat Negara;

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tdak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

{2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a adalah sccara
berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi
yang berbeda.

Pasal 363 _

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelangkepada mantan
Pejabat Negara paling banyak 1 {satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan
Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. "

{2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan
dinas paling lama 1 (satu} tahun sejakberakhirnya masa jabatan Pejabat Negara
yang bersangkutan.

Pasal 364 _
Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorgngan dinas yang dijual
kepada Pejabat Negara/mantan Pejahat Negarayang dilakukan tanpa melalui lelang
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 {tujuh) tahun, harga
jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan
b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 {tujuh) tahun, harga jualnva adalah 20% (dua
puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 365 _
Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorapgan dinas tanpa lelang
dilakukan denganpembayaran sekaligus bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;

Pasal 366 _
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 365dilakukan melalui penyetoran ke
rekening Kas Umum Daerahpaling lama 1 ({satu) bulan -terhitung sejak tanggal
berlakunya surat persetujuan penjualan.



Pasal 367 _

Apabila pembayaran ataspenjualan kendaraan perorangan dinassebagaimana

dimaksud dalam Pasal 366 belum lunas dibayar :

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;

b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk kcpcrluan dmas,

c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjaditanggung jawab Pejabat Negara/mantan
Pejabat Negara; dan

d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan. disewakan, dipinjamkan,
atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 368
{1) PejabatNegara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhisyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365,Pasal 366, dan Pasal 367, dicabut haknya
untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
{2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk
pelaksanaan tugas.

Pasal 369
{1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerahuntuk perbaikan kendaraan
perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)} tahun sebelum
adanya persetujuanpenjualan, menjadi tanggungan Pejabdt Negara vang membeli
kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga
jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364.
{2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Dacrah untuk perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas
kendaraan perorangan dinas.

Pasal 370
{1} Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan pcroran.gandmas,dapat membeli
lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melghui lelangsetelah jangka
waktu 10 (sepuluhj tahun sejak pembelian yang pertama. -
(2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai
Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 371
{1) Penjualan  kendaraanperorangan inas vang dijual tanpa melalui
lelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, diawali dengan pengajuan
permohonan penjualan oleh: '
a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara; atau
b. mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.
{2} Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikanoleh:
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; dan
b. mantan Pejabat Negara kepada Bupati.
{3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat,dan tempat/tanggal lahir;dan
b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 372 _
(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371layat (3} dilampiri
dokumen pendukung.
{2} Dokumen  pendukung sebagaimana dimaksud pada avat (1) bagi
PejabatNegara/mantan Pejabat Negara, antara lain:
a. fotokopi keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negaraatau keputusan
pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c. surat pernyataanyang menyatakan belum pernah membeli atau pernahmembel
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jaggka waktu 10 (sepululij
tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;



d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopiképutusan pengangkatan
menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10
(sepuluh} tahun sejak pembelian pertama kendardaan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud padahuruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum permah membeh
kendaraanperorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat vang bersangkutan
menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara;dan

f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atay tidak pernah dituntut
tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5
{lima) tahun.

Pasal 373

{1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37layat
(3),Pengguna Barangmelakukan persiapan permohonan perjualan, antara lain:

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas;dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang.

(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan
penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD disertai:
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan:

¢. suralt permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 ayat (2);

d. rincian biaya vang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas vang akan dibeli dalam jangka waktu 1 {satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan;dan

e. surat pernyataan dari Pengguna Barangbahwa sudah ada kendaraan pengganti.

(3) Bupati melakukan penelitian atas usulanpermohonanpenjualan sebagaimana
dimaksud pada ayai (2}.

{(4) Dalam melakukan penclitiansebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupat
membentuk Timuntuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbanganpermohonan
penjualan BMD;

b. melakukanpenelitian fisik, dengan cara mencocokan fisik kendaraan
perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat -(4) dituangkan dalam
BAHPuntuk selanjutnya disampaikan kepadaBupati melalyi Pengelola Barang.

(6) Bupati melalui Pengelola Barangmenugaskan Penilai untuk melakukan penilaian
atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

{7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)d13ad1kan sebagai dasar
penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 374

(1) PengelolaBarang mengajukan permohonan persetujuanperi]ualanberdasarkan hasil
penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (5) dan ayat
{(7) kepada Bupatisesuai batas kewenangannya.

(2) Apabila persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud pada:ayat (1) melebihi batas
waktu hasil penilaian, sebelum dilakukan penjualan .terlebih dahulu harus
dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yvang akan dijual
berdasarkan hasil penelitiandan penilaiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;
b. nilai perolehan;

c. nilai bukuy;

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yvang akan dibeli dalam jangka waktu 1 {satu)



tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagammna dimaksud dalam
Pasal 369ayat (1) untuk Pejabat Negara.

(4) Dalam hal Bupatitidak menyetujui penjualan kendaraan gherorangan dinas tanpa
melalui lelang Bupatimemberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalyi
Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (3), Pengelola Barang
melakukan penjualan kendaraan  perorangan dinas kepada  Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 375

{1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan
dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364; dan

b. biaya vang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas vang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 369ayat (1)

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai
harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364.

(3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan
surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD
sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

{5} Pengelola Barangdan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan pérorangan dinas sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai Xketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

{6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 358serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 376
(1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi BMD; dan
¢. tidak tersedia dana dalam APBI).
{2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempuh apabila Pemerintah
Daerahtidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
(3} Selain pertimbangansebagaimana dimaksud pada ayat {1j, tukar menukar dapat
dilakukan:
a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan
Tata Ruang Wilayah atau penataan kota;
b. gunamenyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
¢. dalamrangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah;
d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabﬂa objektukar menukar
adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, apabila objektukar menukar adalah BMD
selain tanah dan/atau bangunan. :

{4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik Pemerintah
lainnya yang dimiliki negara;



d. Pemerintah Desa; atau
e. Swasta. _

{4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik
vang berbentuk badan hukum maupun perorangan,

Pasal 377
{1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepade Bupati,
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;dan
¢. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Penggupa Barangsebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi
tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota,

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang.

Pasal 378
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
a. aspekteknis, antara lain:
1. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
2. spesifikasi barangyang dibutuhkan.
b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai BMD yang dilepas dan nilai
barang pengganti; dan
c. aspek yuridis, antara lain:
1. Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 379
Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalamPasal 378terhadap BMD berupa
tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain
pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan tukar menukaryang diusulkan oleh
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 380
(1} Barang pengganti tukar menukardapat berupa:
a. barang sejenis; dan/atau
b. barang tidak sejenis,
{2) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa tanah,harus berupa:
a. tanah; atau
b. tanah dan bangunan.
(3) Barangpengganti utama tukar menukar BMD berupa bangunan, dapat berupa:
a. tanah,;
b. tanah dan bangunan;
¢. bangunan;dan/atau
d. selain tanah dan/atau bangunan.
(4) Barangpengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) harus berada
dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukaratau BAST.

Pasal 381

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai
wajar BMD yang dilepas.

(2} Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar BMD yang dilepas,
mitra tukar menukar wajib menyetorkanke rekening Kas Umum Daerah atas
sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas dengan nilai barang
pengganti. :

{3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada aygt (2) dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BAST ditandatangani. -

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam
perjanjian tukar menukar.



Pasal 382

(1} Apabilapelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar
membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk
konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangandari
PD terkait.

{2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan
hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab mitra tukar menukar.

Pasal 383
Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengeiola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupatisesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar EMD Pada PQngelola Barang

Pasal 384
Pelaksanaan tukar menukar BMD yvang berada pada Pengtlola Barang dilakukan
berdasarkan:
a. kebutubhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar t;nenukar; atau
b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
376ayat {4).

Pasal 385

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD vang didasarkan pada kebutuhan Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384huruf a, diawali dengan
pembentukan Timoleh Bupatiuntuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan
melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 376ayat (1)dan ayat (3).

{2) Penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis,
maupun yuridis;

b. penelitian data administratif; dan

¢. penelitian fisik.

{3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dilakukan
untuk meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang,dan nilai
perolehan, untuk data BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi
bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilaibuku,
untuk data BMD berupa bangunan; dan

¢. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai
perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepenlilikan kendaraan, untuk
data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Penelitian fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ dilakukan dengancara
mencocokan fisik BMD yang akan ditukarkandengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {3}.

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam
Berita Acara. _

(6) Timmenyampaikan BAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Bupatiuntuk penetapan BMD menjadi objek tukarmenukar.

Pasal 386
{1} Berdasarkan penctapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385ayat (6),Pengelola
Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
a. tanahmeliputi luas dan lokasi vang peruntukannya sesuai dengan tata ruang
wilayah;



b. bangunan meliputi;jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan
prasarana penunjang, dan
¢. selain tanah dan bangunanmeliputijumlah, jenis barang, kondisi barang dan
spesifikasi barang.
(2) Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 326
dan Pasal 327 terhadap BMD yang akan ditukarkan dan barang pengganti.
(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola
Barang kepada Bupati.

Pasal 387 .

{1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386ayat (3),
Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar,

{2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:

a. mitra tukar menukar;

b. BMD yang akan dilepas;

c. nilai wajar BMD vang akan dilepas vang masih berlaku pada tanggal keputusan
diterbitkan; dan _

d. rincian rencana barangpengganti.

(3) Pengelola Barangmengajukan permohonan persetujuan tukar mecnukar kepada
Bupati.

(4) Dalam hal tukar menukar memeriukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat {4)Bupatidan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar
menukar.

(6) Setelah menandatangani perjanjian lukar menukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:

a. pekerjaan pembangunan/pengadean barang pengganti sesuai dengan
perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas BMD berupa tanah
dan/atau bangunan; dan

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang penggantl sesual dengan
perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan; pengurusan dokumen
administratif yang diperiukan, tukar menukar atas BMD berupa selain tanah
dan/atau bangunan.

Pasal 388

(1) Bupati membentuk Timuntuk melakukan monitoring pelaksanaan
pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan
pengawas dan penclitian lapangan.

(2) Sebelum dilakukan penverahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan
penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327terhadap
kesesuaian barang pengganti sesuai denganyang tertuang dalam perjanjian tukar
menukar.

{3) Dalam hal hasil penilaiansebagaimana tersebut pada ayat (2jmenunjukkan bahwa
terdapatketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan
perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukarberkewajiban
melengkapi/ memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.

(4} Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dapat dipenuhi, mitra tukar menukar
berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang penggantike
rekening Kas Umum Daerah.

{5} Bupati membentuk Timuntuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang
pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan BASTuntuk
ditandatangani oleh Pengelola Barang danmitra tukar menukar.

Pasal 389
(1) Berdasarkan perjanjian tukar menukar sebagaimana :dimaksud dalam Pasal
387ayat (5)Pengeloia Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan
dalam BAST.



(2)

(1)

(2)

3)

(1)

{2)

BerdasarkanBAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar BarangPengelola
kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan
penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

Pasal 390
Pelaksanaan tukar menukar BMD vang didasarkan pada permohonan dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384huruf bdiawali dengan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung
berupa:
a. rincian peruntukan;
b. jenis/spesifikast;
c. lokasifdata teknis;
d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
e. hal lain yang diperlukan.
Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385sampai dengan Pasal 389%berlaku
mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada
permohonan dari pihaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 376ayat (4).

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Tukar MenukarPada Pengguna Barang

Pasal 391

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuantukar menukar kepada

Bupati melatui Pengelola Barang,dengan disertai:

a. penjelasan/pertimbangantukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukaryang
ditandatangani oleh Pengguna Barang;

¢. Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah atau penataan kota;

d. data administratif BMD yang dilepas; dan

¢, rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

Data administratif BMD vang dilepassebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d,

diantaranva:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang,dan nilai perolehan,
untuk BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi
bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk
BMD berupa bangunan; dan

c. tahun perolehankode barangkode register, nama barangjumliah, nilai
perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk
BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganhsebagaunanadlmaksud pada ayat

(1}huruf e, meliputi:

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk
BMD berupa tanah,

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana
penunjang,untuk BMD berupa bangunan; dan/atau

¢. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi baranguntuk BMD berupa
selain tanah dan/atau bangunan.

{(4) Pelaksanaan tukar menukar BMD padaPengelola Barang sebagaimana dimaksud

t5)

dalam Pasal 385sampai dengan Pasal 38%ayat (1) berlaku mutatis mutandis pada
pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengguna Barang.

Berdasarkan BAST Pengguna Barangmengajukan usulan penghapusan BMD yang
dilepasdari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna
Barangmencatatdan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
terhadap barang pengganti sebagai BMD.



Paragraf Keempat
Perjanjian dan BAST

Pasal 392
(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
(2} Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
identitas pihak;
jenis dan nilai BMD;
spesifikasi barang pengganti;
klausal bahwadokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakan
Pemerintah Dacrah;
jangkawaktu penyerahan objek tukar menukar;
hak dan kewajiban pura pihak;
ketentuan dalam hal terjadi kahar:
sanksi; dan
i. penyelesalan perselisihan.
(3) Perjanjian tukar menukar ditandarangani oleh mitra tukar menukar dengan
Bupati.

RO oP

R o

Pasal 393

{1} Penyerahan BMD dan barang pengganti ditnangkan daiam BASTsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 389 ayat (1].

(2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditandatangani oleh mitra tukar
menukar dan Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 1 (satu] bulan setelab tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukaruntuk barang pengganti vang telah siap digunakan pada tanggal
perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(4) Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan paling
lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar
untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar
menukar ditandatangani.

(5) Penandatanganan BASThanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar
telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yvang tercantum dalam
perjanjian tukar menukar.

Pasal 394
Bupati berwenang membatalkan perjanjian tukar menukar secara sepihak dalam hal
BAST tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagpimana dimaksud dalam
Pasal 393ayat {(3) dan avat (4).

Bagian Kelima

Hibah
ParagrafKesatn
Prinsip Umum
Pasal 395
(1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbanganuntuk kepentingan:

a. sosial;

b. budaya;

c. keagamaan,

d. kemanusiaan,

e. pendidikan yang bersifat non komersial;

f. penvelenggaraanpemerintahan Pusat/Daerah.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f adalah termasuk hubungan antar-negara, hubungan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan
masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kggiatan yang menunjang
penvelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



Pasal 396
(1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup erangbanvak; atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
penyelenggaraanPemerintahan Daerah.
{2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya
oleh pihak penerima hibah.

Pasal 397
{1} BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan
dalam naskah hibah.
{2} Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan aleh Pengelola Barang.

Pasal 398
{1} Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemanusiaan,atau lembaga pendidikan yang begsifat non komersial
berdasarkan aktapendirian, anggaran dasar/rumah tg , atall pernyataan
tertulis dari instansiteknis yang kompeten bahwa lembaga vang bersangkutan
adalah sebagai lembaga dimaksud;

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya;

Pemerintah Desa;

perarangan atau masyarakat vang terkena bencana alam dengan Kkriteria
Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2] Pemberian hibah kcpada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d¢ dilakukan dalam hal:

a. BMD berskala lokal vang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannyva kepada

desa, atau

b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh Pemecrintah Daerah

dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas
umum.
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Pasal 399

{1} Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupali;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;dan
¢. selain tanah dan/atan bangunan.

{2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barangsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan vang dari
awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam
Dokumen Pelaksanuan Anggaran.

{3) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi
a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannva untuk

dihibahkan;dan
b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

(4) Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud padaayat (1)

dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 400
Pelaksanaan hibah BMD vang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau



b. permohonan dari pihak vang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 398.

Pasal 401

(1} Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif
Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 400huruf a, diawali dengan
pembentukan Timoleh Bupati untuk melakukan penelitian.

{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a
dilakukan untuk meneliti;

a. status dan bukt kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode
barang, kode register, nama barang, nilai perolehandan peruntukan, untuk
data BMD berupa tanah,;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang,
nilai perolehan, nilai buku,dan status kepemilikan untuk data BMD berupa
bangunan;

¢. tahunperolehan, spesifikasi/identitas teknis, buktikepemilikan, kode barang,
kode register, nama barang, nilaiperolehan, nilai buku,dan jumlah untuk data
barangmilik daerahberupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, Timdapat melakukan klariftkasi kepada instansi
yang berwenang dan berkompetenmengenai Kkesesuaian data calon penerima
hibah.

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
cara mencocokan fisik BMD vang akan dihibahkandengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayvat (3},

(6) Hasilpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ayat [4) dan ayat (5)
dituangkan dalam berita acara penelitian,

{7) Timmenyampaikan berita acarahasil penelitian kepada Bupatiuntuk menetapkan
BMD menjadi objck hibah.

{8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimgna dimaksud pada ayat
(7) hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelolai Barang meminta surat
pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 402

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibahkepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

(3) Apabilapermnchonan hibah disetujui oleh Bupatisebagaimana dimaksud avat pada
(l)atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupat
menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah,;

c. nilai perolehandan nilai buku terhadap barang vang dapat dilakukan
penyustutan, untuktanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehandan nilai buku terhadap barang vang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

¢. peruntukan hibah.

Pasal 403
(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalamPasal
402ayat(3),Bupati dan pihak penerima hibahmenandatangani naskah hibah.

(2} Naskah hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat sekurang-kurangnva:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang vang dilakukan hibah,
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;



e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima
hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.

(3) Berdasarkan naskahhibah sebagaimana dimaksud pada ayat{2), Pengelola Barang
melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
BAST.

{4) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada avat (3)Pengelola Barang
mengajukan usulanpenghapusan BMD vang telah dihibahkan,

Pasal 404

(1) Pclaksanaanhibah BMD pada Pengclola Barangyang didasarkan pada permohonan
dari pihak yang dapat menerima hibahsebagaimana dimaksud Pasal 40Yhuruf b
diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

{2} Permaohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

datapemohaon;

alasan permohonan;

peruntukanhibah;

jenis/spesifikasi/ nama BMD yangdimohonkan untuk dihibahkan;

jumlah/luas/volume BMD yang di mohonkan untuk dihibahkan;

lokasi/data teknis; dan

surat pernyataan kesediaan menerima hibah.
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Pasal 405

{1} Berdasarkan permohonan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 404ayat (1)Bupati
membentuk Timuntuk melakukan penelitian.

(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan
hibah yang didasarkan pada inisiatil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40lsampai dengan Pasal403berlaku mutatis mutandis terhadap tatacara
penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang
didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
404,

{3) Apabilaperinohonan hibah tidak disetujui, Bupatimelaiui Pengelola Barang
memberitahukan kepada pihak vang mengajukan permohonan hibah disertal
dengan alasannys.

ParagrafHetiga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 406

{1) Pelaksanaanhibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim
internal padaPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

(3} Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud peda ayat (2)huruf a
dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode
barang, kode register, nama barang, nilai perolehangdan peruntukan, untuk
data BMI) berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode harang, kode register,nama bharang,
nilai perolehan, nilai buku,dan status kepemilikan untuk data BMI) herupa
bangunan;

¢. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku,dan jumlah untuk data
BMUD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf bdilakukan dengancara
mencocokan fisik BMD yang sakan dihibahkandengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

{5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan
dalam berita acara dan selanjutnya disampaikan TimkepadaPengguna Barang.



(6) Berdasarkan BAIP sebagaimana dimaksud pada ayvat (5) DPengguna
Barangmengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang vang memuat:

data calon penerima hibah;

alasan untuk menghibahkan;

data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

peruntukan hibah;

tahun perolehan;

status dan bukti kepemilikan;

nilai perolehan;

jenis/spesifikasi BMI) yang dimohonkan untuk dihibahkan;dan

lokasi.

{7) P'cnyampalan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {6) disertai
dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah,
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Pasal 407
Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola
Barungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 401berlaku mutatis mutandis terhadap
tata cara penelitian atas pcrmohonan yang diajukan oleh Pengguna Barangkepada
Pengelola Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 406.

Puasal 408

(1) Pengelola Barang mengajukan pcrmohonanpersetujuan hibpahkepada Bupati.

(2) Dalamhal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupatiterlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD,

{3) Apabilapermohonan hibah disetujui oleh Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat
(l}atau disetujui DPRD scbagaimana dimaksud pada avat (2),Bupati menetapkan
pelaksanaan hibah, yang sckurang- kurangnya memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

¢. nilai perclehan dan nilai buku terhadap barang vang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

£. peruntukan hibah.

(4) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengeloia Barang
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barangyang mengajukan
permohonandisertai dengan alasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
{3),Pengelola Barang dan pihak penerima hibahmenandatapgani naskah hibah.

{6) Naskah hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) memudt sekurang-kurangnya:
a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

¢. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dankewajiban kepada pihak penerima
hibah; dan

f. penyelesaian perselisihan.

(7) Berdasarkan naskah hibahsebagaimana dimaksud padaayat{5) Pengelola Barang
melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
BAST.

(8) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (7),Pengguna Barang
mengajukan usulanpenghapusan BMD yang telah dihibahkan.

Pasal 409
Pelaksanaanhibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunan vang dari awal pengadaanva direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 ayat [2) dan ayat (3) huruf amengikuti ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 410

(1) Penyertaan wmodal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai
ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

{2) Penyertaan modal Pemerintah Daecrahsebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan pertimbangansebagai berikut:

a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran
diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan Pemerintah;atau

b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah
atau badan hukum lainnya vang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun
yvang akan dibentuk.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) yang telah disertakan dalampenyertaan
modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negaramenjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 411
{1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berypa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
¢. selain tanah dan/atau bangunan.
{2} Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujian Bupati
sesuai batas kewenangannya.

Pasal 412

(1) Penetapan BMD berupatanah dan/atau bangunan yang gkan disertakan sebagai
modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41lavat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

{(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal41layat {1) hurufb antara lain tanah dan/atau bangunan
yvang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerahsesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasald1layat{l) huruf ¢ antara lain meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; dan

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan
sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 413
Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan
investasi mengenai penvertaan modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal PemerintahDaerah

Atas BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 414



(1) Pengelola Barang melaksanakanpenilaian dengan menugaskan:

a. Penilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, untuk tanah dan/atau
bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;

b. Timyang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 327, untuk selain tanah dan/atau bangunan vang akan
dijadikan objek penyertaan modal. :

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

(3) Bupati membentuk Timuntuk melakukan penelitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi vang dilakukan sesuni ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,;

b. dataadministratif,diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis,
bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barangdan nilai
perolehan atau nilai buku; dan '

¢. kesesuaian tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 410. _

{(4) Timmelakukan kajian bersama dengan calon penerimma penyertaan modal
Pemerintah Daerahdan/atau PD terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil
kajian. :

{5) Apabilaberdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyertaan
modal Pemerintah Daerah layak dilaksanakan, calon penerima penyertaan modal
Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan Kkesediaan menerima
penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD.

(6) Timmenyampaikan dokumen hasil kajiansebagaimana . dimaksud pada ayat
(4)dansuratpernyataan kesediaan menerimapenyertaan mddal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {5) kepada Bupati.

Pasal 415

{1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penvertaan modal
Pemerintah Daerahkepada Bupati.

{2) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah memerlukanpersetujuan DPRD,
Bupatiterlebih dahulu mengajukan permochonan persetujuan kepada DPRD.

{3} Apabila permohonan tidak disetujuioleh Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat
{1) atau fidak disetujui oleh DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2,
Bupatimelalui PengelolaBarang memberitahukan pada calon penerima penyertaan
modal disertai dengan alasan. _

(4) Apabilapermohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah; atas BMD disetujuioleh
Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1} atau disetujui pleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupatimenetapkan keputusan: atas BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal. .

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daprahtentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerahdengan melibatkan PD terkait.

{6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRDuntuk dilakukan
pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal. 3

Pasal 416 )

{1} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan
penyertaan modal Pemerintah Daerah berpedoman pada keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 15ayat (4).

{2) Berdasarkan peraturan daerahdankeputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengelola Barangmelakukan serah terima dengan penerima penyertaan
modal Pemerintah Daerah vang dituangkan dalam BAST.

Pasal 417
Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416gyat (2) Pengelola Barang
mengajukan usulanpenghapusan BMD yang telah dijadikan penyertaan modal
Pemerintah Daerah.



Paragraf Ketiga .
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Atas BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 418

{1) Penyertaan modal PemerintahDaerah vang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pengguna
Barangmelalui Pengelola Barang mengajukan usulkepada Bupati disertai
pertimbangandan kelengkapan data berupa:

a. data administratif, antara lain:

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran;dan
3. keputusanpenetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasimengenai penvertaan modal sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyertaanmodal Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD,
pengajuan usul oleh Pengguna BarangmelaluiPengelola Barang kepada Bupati
disertai pertimbangandan kelengkapan data berupa:

a. data administratif, antara laintahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis,
bukt kepemilikan,kode barang, kode register, nama barang,dan nilai perolehan
atau nilai buku; dan

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penvertaan modal sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{3) Tata carapenyertaan modal Pemerintah Daerahmengenai penilaian sampai dengan
serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah
yang berada pada Pengelola Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 414sampai
dengan Pasal 416beriaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah
terima barangyang akan disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 420
Berdasarkan BAST Pengguna Barangmengajukan usulan penghapusan BMD yang
telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB X1
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 420
Pemusnahan BMD dilakukanapabila:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 421
(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati, untuk BMD pada Pengguna Barang.
(2) PemusnahandilaksanakanolehPengelolaBarang setelahmendapatpersetujuan
Bupati, untuk BMD padaPengelolaBarang.
(3) Pelaksanaanpemusnahansebagaimanadimaksud pada ayat (1} dan (2) dituangkan
dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 422
Pemusnahandilakukandengancara:
a. dihakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;



d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

BagianKedua
Tata Cara PemusnahanPadaPenggunaBamng

Pasal 423
{1) Pengajuan permchonan pemusnahan BMD dilakukan  oleh PenggunaBarang
kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling Sﬂdﬂclt memuat:
a. pertimbangandanalasanpemusnahan;dan
b. data BMD yang diusulkanpemusnahan.
{3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b antara lain meliputi:
kode barang;
kode register;
nama barang;
tahunperolehan,;
spesifikasibarang;
kondisi barang;
jumlah barang; _
bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilangkapi dengan bukt
kepemilikan;
i. nilaiperolehan; dan
j. milaibukuuntuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
{4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada avat(1) dilengkapi dokumen
pendukung berupa:
a. surat pernyataan dariPenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barangyvang sekurang-
kurangnyamemuat:
1. identitasPenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang;dan
2. pernyataanbahwa BMD tidakdapatdigunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
dan/atau tidak dapatdipindahtangankanataualasan lain sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
b. fotokopi buktikepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan;
c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu
identitas barang; dan
d. fotoBMD yang diusulkanpemusnahan.
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Pasal 424

{1} PengelolaBarangmelakukanpenelitianterhadappermohonanusulanPemusnahanseb
agaimanadimaksuddalamPasal423.

(2} Penelitiansebagaimana dimaksudpadaayat (1) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangandan alasan permohonan pemusnahan BMD;
b. penelitian data administratif, dan
¢. penelitian fisik.

{3} Penelitian data administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan untuk meneliti antara lain:

kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi barang;

kondisi barang;

jumiah barang;

CABERR LR S L =i

h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan;

i, nilai perolehan; dan/atau

j. nilai buku, untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.



(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf pdilakukan dengan cara
mencocokan fisik BMD yang akan dimusnahkandcn£n data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). :

(S) PengelolaBarang menyampaikanhasilpenelitiansebagaimanpdimaksudpadaayat (2)
kepada Bupatisebagaibahan pertimbanganpersetujuan pemusnahan BMD.

Pasal 425 ;
(1) Apabila permohonanpemusnahan BMD tidakdisetujui,
BupatimemberitahukankepadaPenggunaBarang meldeengelo]aBarangyang

mengajukanpermohonandisertaidenganalasan.
{2) Apabila permohonanpemusnahan BMD disetujui, Buimttmenerb:tkan surat
persetujuan pemusnahan BMD.
(3) Surat persetujuanpemusnahan BMD sebagaimanadimakpudpadaayat (2) paling
sedikit memuat: P
a. data BMD yang  disetujuiuntuk dimusnahkap, yang sekurang-
kurangnyameliputikode barang, kode register, nama bg ang, tahun perolehan,
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, perolehan.dan nilai
buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan;d
b. kewajibanPenggunaBarang untukmelaporkanpelaksangan pemusnahankepada

Bupati.
Pasal 426
(1) Berdasarkansurat persctujuanpemusnahan BMD
sebagaimanadimaksuddalamPasal 425ayat 2y PenggunaBarang
melakukanpemusnahan BMD. :
{(2) Pelaksanaanpemusnahan sebagaimanadimaksufipadaayat (1)
dituangkandalamBerita Acara Pemusnahandandilak gn paling lama 1 (satu)

bulansejaktanggalpenerbitan  surat  persetujuanpemugnahan BMD  oleh
BupatisebagaimanadimaksuddalamPasal 425ayat {2).

(3) BerdasarkanBerita  Acara Pemusnahansebagalmanadﬁmak‘;udpadaavat (23,
PenggunaBarang mengajukanusulanpenghapusan BMD.

BaglanKetiga
Tata Cara Pemusnahan?adal’engelolaBdanz

Pasal 427 _

{1} Pengajuan permchonan pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang
kepada Bupati.

(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahanpada gPengguna Barangserta
kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 421ayat
(2), ayat {3), dan ayat {4)berlaku mutatis mutandis terhadjp muatan materi surat
permohonan pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola
Barang,

Pasal 428

(1) Bupatunelakukanpenel.manterhadappermohonanusulanpeﬁmsnahansebagalmana
dimaksuddalamPasal 427.

{2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pcmusnahaxh BMD pada Pengguna
Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 424ayat (211 ayvat (3), dan ayat (4)
berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penehtlan terhadap permohonan
pemusnahan BMD pada Pengelola Barang,

(3) Apabila permohonanpemusnahan BMD tidakdisetujui,
BupatimemberitahukankepadaPengelolaBarang dlsertaldcrga.nalasan

{4} Apabila permohonanpemusnahan BMD disetujui, Bupatimenerbitkan surat
persetujuan pemusnahan BMD.

(3) Surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimanadimaksudpadaayat (4} paling
sedikit memuat:

a. data BMD yang disetujuiuntukdimusna ' yang sekurang-

kurangnyameliputikode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,



spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, njlai perolehan,dan nilai
bukuuntuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajibanPengelola Barang umukmclaporkanpelaksanaanpemusnahankepada
Bupati.

Pasal 429

(1) Berdasarkanpersetujuan pemusnahan BMD sebagaimanadimaksuddalamPasal
428ayat {4) Pengelola Barang melakukanpemusnahan BMD;

(2) Pelaksanaanpemusnahansebagaimanadimaksudpadaayat - {1)
dituangkandalamberita acara pemusnahandandilaksanakan paling lama 1 (satuj
bulansejaktanggalpersetujuanpemusnahan BMD dari Bupati.

{3) Berdasarkanberita  acara pcmusnahanscbagamlanadhnaksudpadaayat (2),
PengelolaBarang mengajukanusulanpenghapusan BMD.

BAB X1
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 430
Penghapusan BMD meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang Penggunadan/atau 'Daftar Barang Kuasa
Pengguna; '
b. penghapusandari Daftar Barang Pengelola; dan
c. penghapusan dari Daftar BMD,

Pasal 431

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43Churufi ja, dilakukan dalam hal
BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal
430huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengelola Barang. _

(3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud @dalam Pasal 430huruf ¢
dilakukan dalam hal terjadi penghapusansebagaimana dingaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas BMD;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upava hukum lainnva;

¢. menjalankan ketentuan Undang-undang;

d. pemusnahan; atau

e. sebab lain,

Pasal 432 _
{1} BMD sudah tidak berada dalam penguasaanPengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
penyerahan BMD;
pengalihan status penggunaan BMD;
pemindahtanganan atas BMD;
putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f. pemusnahan; atau
g. sebab lain.

aooe

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf g merupakan sebab yang
secara normaldipertimbangkan wajar menjadi pcnyebab penghapusan, seperti,
hilang karena kecurian,terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati,
dan sebagai akibat dari keadaan kahar.



Pasal 433

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432avat (1} untuk BMD pada
Pengguna Barangdilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh
Pengelola Barangsetelah mendapat persetujuan Bupati. ;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (ljuntuk BMD pada
Pengelola Barangdilakukan dengan menerbitkan keputus.an penghapusan oleh
Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah untuk BMD yafng dihapuskan karena:
a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54sampai

dengan Pasal 60;
b. pemindahtanganan; atau
¢. pemusnahan.

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetmuanpenghapusan BMD  berupa
barangpersediaan kepada Pengelola Baranguntuk Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna.

(S) Pelaksanaan atas penghapusan BMD sebagaimana dnnaksud pada avat (1) dan
avat {4} dilaporkan kepada Bupati. :

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan BMD
Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 435 _

(1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Bupati gebagaimana dimaksud
dalam Pasal 432ayat (1) huruf a dilakukan oleh Péngguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan setelah Pengelola
Barangmenerbitkan keputusan penghapusan BMD.

{3} Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 1 (satu) bulan
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST penyerahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkanpenghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan
b. BAST penyerahan kepada Bupati,

{5) Berdasarkan Kkeputusanpenghapusan sebagaimana dm;,ak%ud pada ayat (3),

Pengelola Barangmelakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 435

{1) Perubahan Daftar BarangPengguna dan/atau Daftar Bprang Kuasa Pengguna
sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Bupati hafus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna | arangdan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMID sebagai akibat dari penyerahqn BMD dari Pengguna
Barangkepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan isemesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 436
(1) Penghapusan karena pengalibhan status penggunaan BMD kepada Pengguna
Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432avat {1} huruf b dilakukan
oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. _
{2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola
Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BASTpengalihan
status penggunaan BMD.

{(4) Pengguna Barangmenvampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan
b. BASTpengalihan status penggunaan BMD.



(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dlmq.ksud pada ayat (3),
Pengelola Barangmelakukan penyesuaian pencatatan BMD ﬁada Daftar BMD.

Pasal 437 |
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Eiarangi(uas.a Pengguna
sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD hagus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunanPengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.
(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan statuspenggunaan BMD
harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 438
{1) Penghapusan karena pemindahtangananatas BMD sebagqunanadunaksud dalam
Pasal 432ayat (1} huruf ¢ dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang,
(2) Penghapusansebagaimana dimaksud pada avyat (1) dﬂakukan setelah Pengelola
Barangmenerbitkan keputusan penghapusan BMD.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pa]ing lama 1 (satu)
bulanditerbitkan oleh Pengelola Barangsejak tanggal BAST,
(4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD disampaikan
kepadaPengguna Barang disertai dengan:
a. Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemmdahtanganan dilakukan dalam
bentuk penjualan secara lelang; _
b. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa
lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal Pemerintgh Daerah;dan
¢. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam
bentuk hibah., |
(S) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagammna dimaksud
pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan: :
a. Keputusan Penghapusan; dan
b. BAST, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah. :
(6) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3),
Pengelola Barangmenghapus BMID dariDaftar BMD,

Pasal 439 :

(1) Perubahan Daftar BarangPengguna dan/atau Daftar Bgrang Kuasa Pengguna
sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtangapan harus dicantumkan
dalam laporan barangPengguna/laporan barangKuasa Penggunasemesteran dan
tahunan Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan karena
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 440 )

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telgh memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnyva; sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 432 ayat {1} hurul d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang,.

(2) Pengguna Barangmengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola
Barang yang sedikitnyamemuat:

a. pertimbangandanalasan penghapusan; dan

b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, djantaranya.mehpumahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, _.Jems, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku,dan/atau nilai perolehan. :

(3} Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dnnaksud pada ayat (2)sekurang-
kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah d#egahsasn/ disahkan oleh
pejabat berwenang; dan :
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen sctara. |

(4) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permohpnan penghapusan BMD
dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ().

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {4) yang meliputi:



a. penelitian data dan dokumen BMD; :

b. penelitianterhadap isi putusan pengadilan terkait BMD .sebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetdp dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan

¢. penelitian lapangan, jika diperlukan.

[6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dilakukan untuk
memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objak putusan pengadilan
dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

{7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud pada ayat {5}, Pengelola
Barangmengajukan permohonan persetujuan kepada Bupam

Pasal 441
(1} Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana ﬁlmaksud dalam Pasal
440ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada
Pengguna Barang disertai dengan alasan.
(2) Apabila permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupﬁ‘u menerbitkan surat
persetujuan penghapusan BMD,
(3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dﬂbaksud pada ayat (2)
memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, dlantﬁranya meliputi;
a. kode barang;
b. kode register;
C. nama barang;
d. tahun perolehan; ,
e. spesifikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
J. kewajiban Pengguna Baranguntuk melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 442

{1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421ayat (2),
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.

{2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud padéayat {})menjadi dasar
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Péngguna.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1
{satu} bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan
penghapusan BMD dari Bupati.

{4) Pengguna Barangmelaporkan penghapusan kepada Bupatl dengan melampirkan
keputusan penghapusan BMD.

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3),
Pengelola Barangmenghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 443
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 440, Pasa! 44 1danPasal 442hanya
dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telali memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upava hukum lainnya.

Pasal 444

{1) Perubahan Daftar BarangPengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semgsteran dan  laporan
tahunanPengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

{2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan; pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.



Pasal 445 ,

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan Peratura@ Perundang-undangan
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 432ayat (1) huf e diawali dengan
pengajuanpermohonan penghapusan BMD oleh Pengguns, Barangkepada Bupati
melalui Pengelola Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sqdlklt memuat:

a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan

b. dataBMD yang dimchonkan untuk dihapuskan, yaxig sekurang- kurangnya
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,dan/atau nilai perojehan.

{3) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permoho penghapusan BMD
dari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)j

(4} Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud padd avat (3}, Pengelola
Barangmengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 446

{1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana d].maksud dalam Pasal
445ayat (4], Bupatimenerbitkan suratpersetujuan penghap\psan

{2) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode rdgister, nama barang,
spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, mla:: buku,dan/atau nilai
perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Baranguntuk melaporkan peldwdnaan penghapusan
kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud gada ayat (1), Pengguna
Barang melakukanpenghapusan BMD dari Daftar PepggunaBarangdan/atau
Daftar BarangKuasa Pengguna dengan berdasarkan képutusan penghapusan
Pengelola Barang,

{4) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
paling lama 1 (satu)bulan cleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 447
(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD k¢pada Bupati, dengan
melampirkan  keputusan penghapusanyang dikeluagkan oleh Pengelola
Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 446ayat {4).
(2) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
446ayat{4),Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daﬂ:ar BMD.,

Pasal 448

{1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar EarangKuasa Pengguna
sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Heraturan Perundang-
undanganharus dicantumkan dalam laporan semésteran dan laporan
tahunanPengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakgn ketentuan Peraturan
Perundang-undanganharus dicantumkan dalam laporan gemesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 449 _

{1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Penggupa Barangsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 432ayat {1} huruf f dilakukan oleh Hengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.



(3} Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggalberita acara
pemusnahan.

{4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusayn disampaikan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sgebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan berita acara pemusnahansebagaimana dl#laksud pada avat (3).

(5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimgksud pada ayat (3),
Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 450
{1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna
sebagai akibat dari pemusnghan harus dicantumkan dalagm laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Penggupa Barang.
(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahanharus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 451
{1} Penghapusan karena sebab lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1)
huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barangmengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati
melalui Pengelola Barangyang sedikitnyamemuat:

a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan _

b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diagtaranyameliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jbnis, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku,dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dunaksud pada ayat (2)dapat
diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecunan;

b. tidak dapat ditelusuri; -

c. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, matiuntuk
hewan/ikan/tanaman; atau

d. keadaan kahar.

Pasal 452 _

{1) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451ayat (3) huruf a harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari Kepolisian;dan

b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangvang
sekurang-kurangnya memuat:

1. identitasPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. permyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang
karena kecurian sertatidak dapat diketemukan; dan.

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan
BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan
dari Pejabat yang menggunakan/penanggungjawab: BMD/Pengurus Barang
tersebut, tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbsikar, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanamansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 layat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
b. pernyataandari PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barangmengenai kebenaran
permohonan vang diajukan;

c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataansebagaimana dimaksud pada huruf gdilampiri hasil laporan
pemeriksaan/penelitian.

(3} Permohonan penghapusan BMD dengan alasankeadaan kahar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 layat (3} huruf ¢ harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:



1. mengenai terjadi keadaan kahar;atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar dan

b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar dari Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang,

Pasal 453
(1) Pengelola Barangmelakukan penelitian terhadap permohmanpcnghapusan BMD
dari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal4b layat (3).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangandan alasan permohonan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnyaterhadapkode ‘barang, kode register,
nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status
penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan
bukti kepemilikan, nilai buku,dan/atau nilai perolehan; idan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karepa alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 451ayat (3Jhuruf b dan huruf ¢ (jlika diperiukan).

(3} Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pgda ayat (1) Pengelola

Barangmengajukan permohonan persetujuan kepada Buphn untuk penghapusan

BMD karena sebab lain.

Pasal 454

{1) Apabilapermchonan penghapusansebagaimana dlmaksuddalam Pasal 45layat
(3jtidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barangmelalui
Pengelola Barangdisertai dengan alasan.

{2) Apabilapermcheonan penghapusanschagaimana dlmaksudda]am Pasal 45layat
{3)disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.

(3} Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud padaayat
(2Jmemuatdata BMD vang disetujui untuk dihapuskan, vang sekurang-kurangnya
meliputi:

kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan,

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang ;

jumlah;

nilai perolehan;

nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutgn;dan

kewajiban Pengguna Baranguntuk melaporkan pe]ﬁksanaan penghapusan

kepada Bupati.

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud jpada ayat {3), Pengelola
Barang menetapkan keputusan penghapusan paling mﬂ 1 {satu} bulan sejak
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tanggal persetujuan. :

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD ! dari Daftar Barang
Penggunadan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna Yerdasarkan Kkeputusan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 455
(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan. kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksuddalam Pasal
454ayat {4).

{2) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimakpuddalam Pasal 454 ayat
{4) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMB

(3} Perubahan Daftar Barang Penggunadan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna
sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam; laporan semesteran dan
laporan tahunanPengguna Barang dan/atau Kuasa Penggpna Barang.

{4) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga



Pelaksanaan Penghapusan BMD Pada Pengelolg Barang

Pasal 456

(1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 432ayat (1} huruf a dilakukan olehnl%ngelola Barang.

{2) Penghapusan sebagaimana dimaksud padaayat (1)dilaiukan setelah Bupati
menerbitkan keputusan penghapusan BMD,

(3] Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud agat (2} paling lambat 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggalB%Tpenyerahan kepada
Pengguna Barang,

{4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan dan BASTpenyerahan kepada Pengguna
Barang sebagaiamana dimaksud padaayat (3).

{S) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dlmaksud pada ayat {3},
Pengelola Barangmelakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 457
(1) Perubahan Daftar BarangPengelola scbagai akibat dari penyerahan BMD kepada
Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan Pengelola Barang. _
(2} Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran danlaporan tahunan,

Pasal 458
(1} Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD; kepada Pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat {1) huruf ¢ dilakukan oleh Pengelola
Barang.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan setelah
Bupatimenerbitkan keputusan penghapusan BMD.
{3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat
1 {satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggalBAST.
(4) Pengelola Barangmenyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusanyang disertai dengan;
a. Risalah lLelang dan BAST, apabilapemindahtanganan dﬂakukan dalam bentuk
penjualan secara lelang;
b. BAST, apabilapemindahtanganan dilakukan dalam hf-ntuk penjualan tanpa
lelang, tukar menukardan penyertaan modal Pemerintah Daerah;dan
c. BAST dan naskah hibah, apabilapemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
hibah.
{(3) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dunaksud pada avat (3),
Pengelola Barangmenghapuskan BMD dariDaftar BMD.

Pasal 459 v
(1) Perubahan Daftar BarangPengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD
harus dicantumkan dalam laporan barangsemesteran; dan tahunanPengelola
Barang. _
{2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD harus
dicantumkan dalamlaporan BMD semesteran dan tahunan.

Pasal 460
{1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telph memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnyd sebagaimana dimaksud
dalam Pasal432ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.
{2) Pengelola Barangmengajukan permohonan penghapus kepada Bupati yang
sekurang-kurangnya memuat: :
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan



b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurgng kurangnva meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas,
kondisi, lokasi, nilai buku,dan/atau nilai perolehan.

(3} Permohonan penghapusan BMD schagaimana dimaksud pada ayatl (2)sekurang-
kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh
pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

{4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi:

a. penelitian data dan dokumen BMD;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan

¢. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD vang menjadi objek
permmohonan penghapusan. .

(6) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidpk disetujui, Bupati
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai denganjalasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, &Jpanmcnerbltkdn sural
persetujuan penghapusan BMD.

{(8) Surat persetujuan penghapusan BMD aebagmmana dimaksud pada ayat

(7)sekurang-kurangnya memuat:

a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan,sekurang-kurangnya melipuli kode
barang, kodec register, nama barang, tahun perolehan,spesifikasi/identitas
teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku,dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajibanPengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati.

Pasal 461

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460avat (7),
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud padaayat (1}
Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD darn Daftar Barang Pengelola.

{3) Keputusan penghapusan BMD diterbitkan oleh Bupatisecbagaimana dimaksud
pada ayat {1) paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan- kepada Bupati dengan
melampirkan keputusanpenghapusan Bupati.

{5) Berdasarkan keputusanpenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 462
Penghapusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 460dan Pgsal 46)hanya dilakukan
karena adanya putusan pengadilan vang telah mempercleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnva.

Pasal 463
(1) Perubahan Daftar BarangPfengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalamlaporan
semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang,

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan. pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 464
(1) Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan; Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432ayat (1) huruf e diawali dengan
mengajukan permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barangkepada Bupat.
{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangandan alasan penghapusan; dan



b. dataBMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, {yang sekurang-kurangnya
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode regster, nams barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

(3} Bupati melakukan penelitian terhadap permohonafpenghapusan BMD dari

Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputiz

a. penelitian data dan dokumen BMD,;

b. penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkalt BMD;dan

c. penelitian lapangan, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD
yang menjadi objek Peraturan Perundang-undangan dengan BMD yang menjadi
objek permohonan penghapusan.

Pasal 465

{1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dala Pasal
464ayat (4)Bupati menerbitkan surat persetujuan penghfipusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimanadimaksud pada ayat {1) paling sedikit
memuat:

a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis,
kondisi, jumlah, nilai buku,dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewsjiban Pengelola Baranguntuk melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barangberdasarkan
keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud;pada ayat (3) diterbitkan
oleh Bupatipaling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal persatujuan.

Pasal 466
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pcnghapusah kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan.
(2) Berdasarkan keputusanpenghapusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 465ayat
(4) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 467
{1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari; melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengelola Barang.
{2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 468

{1) Penghapusan BMI) karena pemusnahan pada Pengelola Barangsebagaimana
dimaksud dalam Pasal432 ayat {1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.

(2} Penghapusan scbagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola
Barangsetelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan penghapusan BMI) sebagaimana dimaksud pada ayat ({2}
diterbitkanoleh Bupati paling lambat 1 (satu)] bulan scjak tanggal berdasarkan
Berita Acara Pemusnahan.

{4) Pengelola Barangmenyampaikan laporan penghapusankepada Bupatidengan
melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dmaksud pada pada ayat
(2)dan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan Kkeputusanpenghapusan sebagaimana idimaksud pada ayat
{(3),Pengelola Barangmenghapuskan BMD dariDaftar BMD‘

Pasal 469
(1) Perubahan Daftar Barang Pengeclola sebagai akibat dari pemusnahan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahl.gan Pengelola Barang.
(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat daripemusnahan D harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunarn.



Pasal 470

(1) Penghapusan karena sebab lainsebagaimana dimaksud dﬁlam Pasal 432ayat (1)
huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) PengelolaBarangmengajukan permohonanpenghapusan Bl\KD kepada Bupativang
paling sedikit memuat:

a, pertimbangandan alasan penghapusan; dan

b. data BMD vang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranyameliputi
kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahunperolehan,
spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilaijr: buku,dan/atau nilai
perolehan.

(3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dunaksud pada ayat (2)dapat
diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian; N

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman; dan/atau

c. keadaan kahar. ;_'

(4} Permchonan  penghapusan  BMD dengan  alasj hilang  karena
kecuriansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a haru dﬂengkapu
a. surat keterangan dari Kepolisian;

b. surat keterangan dari Pengelola Barangyang sekurang- kprangnya memuat:

1. identitas Pengelola Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dkm BMD tersebut hilang
karena kecurian sertatidak dapat diketemukan; dan ;

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan
BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaiaf dan/atau kesengajaan
dari Pejabat yang menggunakan/penanggungjawab BMD/Pengurus Barang
tersebut, tidak menutup kemungkinan kepada vgng bersangkutan akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perunflang-undangan.

(5) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanamaqscbagalmana dimaksud
pada ayat (3} huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang;

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebengran permohonan yang
diajukan;

c. pernyataan bahwa BMD telah,terbakar, susut,-:- menguap, mencair,

kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan .

d. surat pernyataansebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri hasil laporan
pemeriksaan/penelitian.

(6} Permohonan penghapusan BMD dengan alasankeadaan kahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ harus dilengkapi: ,

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadinyakeadaan kahar;atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan ka.’lar dan
b. pemyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar.

(7} Bupatimelakukan penelitian terhadap permchonan pqnghapusan BMD dari
Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (3).

{8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangandan alasan permohonan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnyaterhq‘ﬂaptahun perolehan,
spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggugaan, bukti kepemilikan
untuk BMD vang harus dilengkapidengan bukti kepemilikan, nilai
buku,dan/atau nilai perolehan; dan

¢. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan kargna alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf bdan huruf ¢ (jika diperlukan).

Pasal 471
{1) Apabila permchonan penghapusansebagaimana dlmaksud dalam Pasal 470ayat
(3)tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai
dengan alasan.
(2) Apabilapermohonan penghapusansebagaimana dlmaksu;i dalam Pasal 470ayat
(3)disetujui, Bupatimenerbitkansurat persetujuan penghapusan BMD.



(3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimanaﬁ dimaksud padaayat
{2)memuatdata BMD yang disetujui untuk dlhapuskmg vang paling sedikit
meliputi:

kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang;

jumlah;

nilai perolehan;

nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan dan

kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pel&ksanaan penghapusan

kepada Bupati.

(4} Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana du:naksudt pada ayat (2), Bupati
menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (sanu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

{5) Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BarangPengelola
berdasarkan keputusan penghapusansebagaimana dlmaksud pada ayat (4).

SrpREoe o op

Pasal 472
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan BMD. -
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dlmqksud dalam Pasal 471
ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DaftariBMD.
(3} Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan. ;

BAB XIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 473

{1} Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMID yang berada
di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Baraf;g Pengelola menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangharus melakukan pendaftaran dan
pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barangke dalam Daftar B@rang Pengguna/Daftar
BarangKuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 474 )

(1) Pengelola Barangmenghimpun Daftar BarangPengguna/Daftar BarangKuasa
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473ayat (2);

{2) Pengelola Barangmenyusun Daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana ﬁlmaksud pada avat {1}
dan Daftar BarangPengelola menurut penggolongan dan kqdeﬁkaSI barang.

{3) Dalam Daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat E‘Z) termasuk BMD yang
dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 475 :
{1} Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sédikit 1 {satu) kali dalam
5 {lima} tahun. ;
{2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa persediaan
dankonstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dllakukan oleh Pengguna Barang
setiap tahun.



(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inveﬂﬁtaﬁsasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat {2) kepada Pengelola Barang paling lama 3(tiga)
bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 476 _
Pengelola Barangmelakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan
vang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalamS {lima} tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 477

(1) Kuasa Pengguna Barangharus menyusun laporan b g Kuasa Pengguna
semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna tahun;m untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang.

{2) Pengguna Barangmenghimpun laporan barang Kuasa Pe na semesteran dan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahfn penyusunan laporan
barang Pengguina semesteran dan tahunan.

{3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2} digunakan sebagai
bahan untuk menyusun neraca PDuntuk disampaikan kep#da Pengelola barang.

Pasal 478 :

{1) Pengelola Barangharus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan
laporan barang Pengelola tahunan.

(2} Pengelola Barangharus menghimpun laporan barang Peggguna semesteran dan
laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 477ayat
(2) serta laporan barangPengelola sebagaimana dlmaksud pada avat (1} sebagai
bahan penyusunan laporan BMD,

{3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlgunakan scbagai bahan
untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 479
{1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD.,
{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada
Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 480
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 481 :

(1) Pengguna Barangmelakukan pemantauan dan penertibah terhadap penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, - pemeliharaan, dan
pengamanan BMD yang berada di daiam penguasaannya. .

{2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk unit kerja PDdilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta Aparat
PengawasaninternPemerintah untuk melakukan audjt tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

{4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuu hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentua_n Peraturan Perundang-
undangan.



Pagal 482

(1) Pengelola Barangmelakukan pemantauan dan investighsi atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD,dglam rangka penertiban
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai keteniuan
Peraturan Perundang-undangan.

{2} Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud jpada ayat (1} dapat
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang  dengan] meminia Aparat
PengawasaninternPemerintah untuk melakukan audft atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampgikan kepada Pengelola
Baranguntuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan rundang undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN BMD PADA PERANGEKAT DAERAH YA.'H MENGGUNAKAN
POLAPERGELOLAANKEUANGAN BADAN LAYANAN DAERAH
Pasal 483

(1) BMD yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayagn Daerah yang tidak
dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang perqangkutan

{2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempedomani ketentuan
Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD, kecuali terhadap
barang yang dikelola dan/atau  dimanfaatkan . sepenuhnya — untuk
menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai depgan tugas dan fungsi
BLUD mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undgngan mengenai BLUD.

BAB XV1
BMD BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 484
Rumah negara merupakan BMD yung diperuntukkan sebagai ternpat tinggal atau
hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabatdan/atau
PNS Daerah.

Pasal 486
(1} Bupati menetapkan status penggunasan golongan rumah negara.
(2) Rumah negara secbagaimana dimaksud pada ayat {1) dibagi ke dalam 3 (tiga)
golongan, yaitu:
a. rumah negara golongan |;
b, rumah negara golongan II; dan
¢. rumah negara golongan II.
(3] Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayaf {1) didasarkan
pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna

Barang.

Pasal 486

(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat (2) huruf a
adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena
sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumagh tersebut serta hak
penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut.

(2) Rumah negara golongan 1l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf
b adalah rumah negarayang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan
dari suatu PD dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS Daerah,

{3) Termasuk dalam rumah negara golongan I1 adalah rqmah negarayang berada
dalam satu kawasan dengan PD atau unit kerja, rumah susun dan mess/asrama
Pemerintah Daerah.



{4) Rumah negara golongan 1II sebagaimana dimaksud dalam I-?asal 486 ayat {2} huruf
¢ adalah rumah negarayang tidak termasuk golongan I dan' golongan I yang dapat
dijual kepada penghuninya.

Pasal 487

{1} BMD berupa rumah negarahanya dapat digunakan sebagaj tempat tinggal pejabat
atau PNSDaerah yang memiliki SIP.

{2) Pengguna Barangwajib mengoptimalkan penggunaan BM]i berupa rumah negara
golongan I dan rumah negaragolongan Il dalam menun]angﬁpclaksanaan tugas dan
fungsi.

{(3) Pengguna Barang rumah negaragolongan I dan rumah garagolongan I wajib
menyerahkan BMD berupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 488
{1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487ayat (1) untuki rumahnegara golongan
I ditandatangani Pengelola Barang.
{2) SIP sebagaimanadimaksuddalamPasal 487ayat (1) untuk rumah negara golongan II
dan golongan Illditandatangani Pengguna Barang.

Pasal 489 '
{1} Suami dan istri yang masing-masing herstatus PNS Daerah hanya dapat menghuni
satu rumah negara.
{2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dunaksmd padaayat (1) hanya
dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di
wilayahkecamatan yang berlainan di Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 490

(1) BMD berupa rumah negaradapat dilakukan alih status pcrpggunaan

(2) Alih status penggunaan, yakni:

a. antar-Pengguna Barang untuk rumah negaragolongan I dan rumah
negaragolongan II;

b. dari Pengguna Barangkepada Pengguna Barang mqa.h negaragolongan III,
untuk rumah negaragelongan Il vang akan dialihkan ﬁtatusnya menjadirumah
negaragolongan Iil; atau

c. dari Pengguna Barangrumah negaragolongan IiI ke da Pengguna Barang,
untuk rumah negaragolongan Il vang telah d1kcmba kan status golongannya
menjadi rumah negaragolongan II.

{3) Pengalihan status penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayati(2) huruf b, hanya dapat
dilakukan apabila BMD berupa rumah negara telah berusia paling singkat 10
(sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Dacrai)atau sejak ditetapkan
perubahan fungsinya sebagai rumah negara,

(5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dunaksud pada avat (2) huruf b,
harus disertai sekuang-kurangnya dengan:
a. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengahlwn status golongan rumah
negaradari rumah negaragolongan 1l menjadi rumah neégaragolongan III;
b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari | Pengguna Barangrumah
negaragolongan IlII;
¢. salinan keputusan penetapan status rumah negaragolangan Il
d. salinan SIPrumah negara golongan II; dan
e. gambariedger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
(6) Pengguna Barang bertanggungjawab penuh atas kebena;'an dan keabsahan data
dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan glsulan pengalihan status
penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54samphi dengan Pasal 60.



{7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti
ketentuan mengenai alihstatus penggunaan.

Pasal 491
{1) Dalam hal diperlukan,Bupati dapat melakukan alih fungsl BMD berupa rumah
negara golongan I dan rumah negara golongan Imenjadi bapgunan kantor.
{2) Alih fungsi BMD berupa rumah negaragolongan I dan rumah negaragolongan II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

Pasal 492

(1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah negara; hanya dapat dilakukan
terhadap BMD berupa rumah negara golongan IlL

{2} Penjualan BMD berupa rumah negarasebagaimana du::aksud pada ayat (1)
dilakukan kepada penghuni yang sah.

(3} Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dl;naksud pada ayat (1}
dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.

{4) Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dlmak ud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan terhadap rumah negara yang tidakdalam Keadaan sengketa.

Pasal 493

{1} Penjualan rumah negara golongan Il dilakukan oleh Pengelola Barang setelah
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

{2) Penjualan BMD berupa rumah negara golongan III scba@u:nana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negaragolongan Iil.

(3) Dalam hal usulan penjualan BMD berupa rumah negara golongan III disetujui,
Bupati menerbitkan surat persetujuan penjualan BMD berupa rumah
negaragolongan I1I.

(4) Dalam hal usulan penjualan BMD beruparumahnegaragolangan ITI tidak disetujui,
Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjualan BMD berupa rumah
negaragolongan III disertai alasannya. '

Pasal 494
{1} Pengajuanusulpenjualan BMD beruparumahnegaragolongan Il dilakukan oleh

Pengguna Barang rumahnegaragolonganill kepada Bupati, yang sekurang-

kurangnya disertai dengan data dan dokumen:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumahncgaragolongan IIl yang
menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam
keadaan sengketa;

Keputusan penetapan status rumah negara golongan IIf;

persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan BMD,

SIP rumah negara golonganil]; )

gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah,dan bangunan rumah
negara golonganill; dan

o0 o

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golonganlll dari
Pengguna Barang rumah negara golongan IIL. :

{2) Pengguna Barangrumah negaragolongan III bertanggung]awab penuh atas

kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagalmana dimaksud pada ayat

{1).

Pasal 495
(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalahrumah negaragolongan Ill yang
telah berumur 10 {sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
(2) Umur rumah negarasebagaimana dimaksud pada pada:ayat {1), diperhitungkan
berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Bupati.



{3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan, ayat (2) hanya dapat
dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(4) Penghuni rumah negara golongan Il dapat mengajukan pgrmohonan pengalihan
apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 1@ (sepuluh} tahun atau
lebih sebagai PNS Daerah. _

(5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat SIP ntuk menghuni rumah
negaragelongan Ill, pengalihan hak sebagaimana dimaksull pada ayat (1) hanya
dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri ng bersangkutan dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumaly dan/atau tanah dari
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perurjdang-undangan.

(6) PNS Daerah yang telah memperoleh rumah dan/atauthnah dari Pemerintah
Daerah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atasrumah
negaragolongan III.

(7) Pengalihan hak rumah negara golonganill kepada penghuninya ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 496
(1} Penghuni rumah negara golongan II yang dapat mengajukan permohonan
pengalihan hak kepada Pengguna Barangharus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. PNS Daerah:
1. mempunyai masa Kerja sekurang-kurangnya 10 {sepuluhj tahun;
2. memiliki SIPyang sah;dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
b. pensiunan PNS Daerah:
1. menerima pensiun dari Negara;
2. memiliki SIP yang sah;dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasmtaq ;'umah dan/atau tanah
dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketcntuan | Peraturan Perundang-
undangarn.
c. janda/duda PNS Daerah:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Nzﬁa, yang:
a} almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyali masa
kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
b] masa kerja almarhum suvaminya/isterinya difambah dengan jangka
waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda berjumlah
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
2. memiliki SIP vang sah;dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
d. janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;

2. memiliki SIP yang sah;dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

e. Pejabat Negara, janda/duda Pejabat Negara:

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;

2. memiliki SIP yang sah;dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.



{2) Apabila penghuni rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
meninggal dunia, pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara
dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yangibersangkutan.

(3] Apabila PNS Daerah/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
padaayat (2} meninggal dan tidak mempunyai anak sah, rumah negara kembali ke
Pemerintah Daerah,

{4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna
Barangmengajukan usulan penjualan rumah negara golongdn 111 kepada Bupati.

(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan
pertimbanganpersetujuan Bupatiatas permohonan yang diajukan penghuni rumah
negara golonganllisebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 497

(1) Bupatimelalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian
atas rumah negara golonganlll yang akan dialihkan dan hagil penilaian dilaporkan
kepada Bupati.

{2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagannana dimaksud dalam Pasat
496ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan
kepada Bupati sebagai bahan pertimbanganpersetujuan pgnjualan rumah negara
golongan IIL

(4) Bupati menyetujuidan menetapkan pengalihan hak rqmah negara golongan
Illberdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada gyat (1) dan ayat (3).

{5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dﬂakukhn dengan menerbitkan
surat persetujuandan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.

{6) Pelaksanaan penjualan BMD berupa rumah negara gol(mgan Il dalam bentuk
pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengam melampirkan salinan
keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga rumah negara
golongan III setelah penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5},

(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujuiatas pengajuan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 496ayat (1} Bupatimemberitajukan kepadaPengguna
Barang rumah negaragolongan Il disertai alasannya untuk disampaikan kepada
penggunirumah negaragolongan II1.

Pasal 498
(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal497ayat{S)Bupati
menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan 11&811 penilaian.
{2) Harga rumah negara golongan Ill sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) ditetapkan
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 499 _
(1) Pengalihan rumah negaragolongan 111 dilakukan dengan cdra sewa beli.
(2) Bupatimenandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan 1.
(3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dﬂaksanakan secara angsuran
dan disetor ke Kas Umum Daerah.
(4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan sf-cara tunai.

(5) Pembayaran angsuran pertama ditctapkan paling Sedlklh 50% (lima puluhpersen}
dari harga rumah negara golongan Il dan dibayar peniuh pada saat perjanjian
sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalagm jangka waktu paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 {(dua puluh) talan dan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 500
{1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negaragolonganlll beserta
tanahnya, memperoleh:
a. penyerahan hak milik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.



{2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mquajukan permohonan hak
atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undapgan.

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta
penghapusan dari Daftar BMD ditetapkan dengan keputusan Bupati

{4) Bupati menyerahkan keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak
atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta
harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
499 ayat (2}).

(5} Penghuni yang telah memperoleh keputusan penyerahgn hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada‘ayat{4) wajib mengajukan
permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hakatas tanah kepada Kantor
Pertanahan setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk
ditindaklanjutidenganpenghapusan dari Daftar BMD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan RumahNegara

Pasal 501 :
{1) Penghapusan BMD berupa rumah negara dﬂakukan berdasarkan keputusan
penghapusan yang diterbitkan oleh:

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar :Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang;dan

b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar BMD Pengelola Barang.

{2) Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagalmana;_ dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. penghapusan BMD berupa rumah mnegara galongan 1 dan rumah
negaragolongan II dari Daftar BarangPengguna/Kuasg Pengguna kepada Bupati
atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya;

b. penghapusan BMD  beruparumah negaragolongan 1l  dari Daftar
BarangPengguna/KuasaPengguna kepada B ug’atj atan Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negaragalongan I1I; atau

c. penghapusanBMD berupa rumah negaradari Daftar BMD.

(3} Penghapusan BMD berupa rumah negarasebagaimana.dimaksud pada ayvat {(2)
huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

penyerahan kepada Bupati;

alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;

alih status penggunaan menjadi hangunan kantor; atau

sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan ‘wajar menjadi penyebab

penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dan

terjadinya keadaan kahar. -

{4) Penghapusan BMID beruparumah negarascbaga]mana dnnaksud pada ayat {2)
huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dart:

a, penyerahan kepada Bupati,

b. alih statuspenggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuaba Pengguna Barang lain;

aooe

¢. penjualan rumah negara golonganiil; dan i

d. sebab lain vang secara normal dapat diperkirakan "wajar menjadi penyebab
penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari
terjadinya keadaan kahar.

{5) Penghapusandari Daftar BMD sebagaimana dnnaksud pada avat (2] huruf c¢

dilakukan sebagai tindak lanjut dart:

a. penjualan rumahnegara golongan III; atau

b. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab
penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atpu terkena dampak dari
terjadinya keadaan kahar.

Pasal 502



Penghapusan BMD berupa rumah negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal

501dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh:

a. Pengelola Baranguntuk BMD berupa rumah negaragolongan ldan rumah
negaragolongan II, untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna,

b. Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk penghapusan dari Daftar
Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; atau

c. Bupati,untukpenghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang.

Pasal 503
(1) PengelolaBarang menyampaikan laporan pelaksanaan peng,bapusan kepada Bupati
dengan  melampirkan  keputusan  penghapusan dari Daftar Barang
Pengguna/Kuasa Penggunasebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf a dan
huruf b. '
(2} PengelolaBarangmenyampaikan laporan pelaksanaan . penghapusan karena
penjualan rumah negara golongan 111 kepada Bupatidengan: melampirkan:
a. keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah
negara golongan III;
b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hakatas tanahrumah
negara golongan IlI; dan
€. perjanjian sewa beli.

Pasal 504
Nilai BMD berupa rumah negara yang dihapuskan scbe%ar nilai vang tercantum
dalam:
a. Daftar Barang Pengelola/Daftar BarangPengguna/ Daftar Barang Kuasa
Pengguna;atau '
b. Daftar BMD.

Bagian Kelima :
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negm'a

Pasal 505 '

(1) Penatausahaan BMD berupa rumah negara mehpuhkeglat.an pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangdan Pengelqbla Barang melakukan
penatausahaan BMD berupa rumah negara.

{3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)merupa.kan pelengkap dari
penatausahaan BMD antara lain:

alih status penggunaan;

alih status golongan;

alih fungsi;

penjualanrumahnegara golonganlll; dan

penghapusan.

cao T

Pasal 506
(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMD berupa rumah negara dilakukan
sekurang-kurangnya sekali dalam § (lima) tahun.

(2) Pelaksanaan inventarisasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengumpulkan data administrasi dan fisik BMD berupa rumah negara sekurang-
kurangnya meliputi:

bukti kepemilikan tanah dan bangunan;

status penggunaan,

status penghunian;

nilai dan luas tanah dan bangunan,;

alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan

kondisi bangunan.

(3} Hasﬂ inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengelola
Barangdan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangkepada Bupati.

moa0Te



Pasal 507
(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMD berupa rumah negaradilaksanakan
setiap semesteran dan tahunan.
(2) Pengguna Barangmenyusun laporan scmesteran dan tahunan atas BMD berupa
rumah negara sebagai bagian dari pelaporan BMD.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan terhadap
kegiatanpembukuan dan inventarisasi BMD berupa rumah negara.

Bagian Keenam
Pengawasan Dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 508
Pengguna Barangmelakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa rumah
negarayang berada dalam penguasaannva.

BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 509
(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, pcnyalahgunaan/ pelanggaran hukum
atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
ketentuanPeraturan Perundang-undangan.
{2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah seba@unana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan peruhdang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 510
(1) Penggolongan dan kodefikasi BMD yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan berpedoman
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pembukuan,inventarisasi dan pelaporan BMD vyang telah ada dinyatakan
masihtetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini
dengan berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 511 _
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Paerah Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pgrigi Moutong (Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 1§, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 512
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